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Diterbitkan  oleh  CENTRE  FOR  STRATEGIC  AND  INTERNATIONAL  STUDIES 
(CSIS)  sebagai  jurnal  berkala  untuk  menyajikan  tulisan-tulisan  tentang  berbagai  masa- 
lah  nasional  dan  internasional.  ANALISIS  adalah  suatu  forum  terutama  untuk  para 
staf  peneliti  CSIS  sendiri.  Tetapi  sumbangan  tulisan  dari  luar  CSIS  akan  dipertimbang- 
kan  untuk  dimuat  sesuai  dengan  kebutuhan.  Isi  tulisan-tulisan  yang  dimuat  dalam 
ANALISIS  sepenuhnya  menjadi  tanggungjawab  pribadi  penulis  masing-masing. 


Mulai  tahun  1989  CSIS  menggunakan  logo  baru:  Nalar  Ajar 
Terusan  Budi.  Logo  berbentuk  sebuah  piringan  cekung  berukiran 
bola  dunia  yang  melatarbelakangi  gambaran  orang  tanpa  busana 
duduk  memangku  buku  terbuka  beralaskan  kain  lampin.  Tangan 
kiri  menunjuk  ke  buku  dan  tangan  kanan  menunjuk  ke  atas  meng- 
gambarkan  orang  yang  sedang  menguraikan  pengetahuan  yang 
ditimba  dari  buku.  Ketelanjangan  gambar  orang  di  tengah  piringan  melambangkan 
keterbukaan  budi  ~  tiadanya  sikap  a  priori  ~  pada  warga  CSIS,  seperti  pada  para  analis 
umumnya,  dalam  kegiatan  studinya.  Gambar  ini  menunjukkan  kegiatan  belajar  dan 
mengajar  atau  menguraikan  pikiran,  sebagaimana  para  analis  CSIS  melakukan  studi 
dan  menguraikan  pikiran  mereka  ke'pada  siapa  saja  yang  membutuhkannya.  Sedang- 
kan  bola  dunia  melambangkan  alam  jagad  raya  yang  menjadi  cakrawala  dan  lingkup 
CSIS  berada  dan  berkarya.  Kalimat  Nalar  Ajar  Terusan  Budi  yang  tertera  pada 
lingkaran  piringan  adalah  surya  sengkala:  cara  merangkai  kata  dalam  tradisi  Jawa  un- 
tuk menandai  suatu  tahun  penting  menurut  peredaran  matahari  dan  sekaligus  menge- 
mukakan  makna  yang  terkandung  dalam  peristiwa  yang  tahunnya  ditandai  itu.  Nalar 
menurut  tradisi  Jawa  itu  berwatak  1,  Ajar  berwatak  7,  Terusan  berwatak  9,  dan  Budi 
berwatak  1.  Sebagaimana  lazimnya  sengkala  dibaca  dalam  urutan  terbalik:  1971,  tahun 
CSIS  berdiri.  Nalar  Ajar  Terusan  Budi  juga  menggambarkan  alam  pikiran,  dan  hakikat 
kegiatan  CSIS.  CSIS  sebagai  lembaga  profesi  keilmuan,  yang  didukung  oleh  kreativitas 
individu,  pada  hakikatnya  mempunyai  kegiatan  intelektual  yang  bukan  hanya  meng- 
analisa  kebenaran  tetapi  juga  terpanggil  untuk  menunaikan  kewajibaii  sosialnya. 
Makna  Nalar  Ajar  Terusan  Budi  adalah  bahwa  bagi  CSIS,  bernalar,  belajar  serta  meng- 
uraikan pikiran  adalah  kelanjutan  wajar  dari  budi  yang  arif.  Logo  ini  dituangkan  da- 
lam wujud  piringan  perunggu  oleh  G.  Sidharta. 
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KEMISKINAN  petani  peternak  NTT  adalah  akibat  mudahnya  mereka  dieksploitasi 
dalam  sistem  pemasaran  dan  sosial  ekonomi  ketergantungan,  di  mana  daya  tawar- 
menawar  mereka  sangatlah  rendah.  Topik  ini  dibahas  oleh  Daniel D.  Kameo.  Seba- 
gai  perbandingan  ia  mengemukakan  bahwa  pendapatan  peternak  setahun  hanya  Rp 
1.117.000,-  sedangkan  pendapatan  pedagang  ternak  lokalRp  14.400.000,-,  pendapatan  pe- 
dagang  ternak  antar  kabupaten  Rp  57.760.000,-  dan  pendapatan  pedagang  ternak  antar 
pulau  216.000.000,-  setahun.  Mekanisme  pasar  yang  tak  sempurna  ini  dapat  dinetralisasi 
dengan  pengembangan  peran  lembaga  ekonomi:  KUD  dan  BRI  desa,  seperti  pinjaman  ber- 
bunga  rendah  demi  menjauhkan  mereka  dari  eksploitasi  para  pedagang.  Pembinaan  peter- 
nak agar  efektif  hams  komprehensif  meliputi,  semua  aspek:  seperti,  pengadaan  bibit  dan 
pakan  yang  bermutu,  teknik  pemeliharaan  dan  pemasaran  yang  memadai,  di  samping  hams 
integratif  sebagai  satu  paket  yang  utuh. 

Perluasan  kota  secara  ekonomis  dan  kultural  umumnya  tanpa  disertai  perluasan  admi- 
nistrasi  tentorial.  Dengan  ini  unit  pemerintahan  kota  tidak  dapat  memenuhi  kebutuhan  war- 
ganya  akan  pelayanan  publik  secara  efektif  dan  efisien,  apalagi  manusiawi.  Bagi  sebagian 
besar  masyarakat  yang  marginal,  miskin  dan  rentan,  tuntutan  akan  pelayanan  hanya 
terekspresi  apabila  mereka  tidak  melihat  altematif  lain.  Di  balik  kondisi  itu  diamati  oleh 
Ramlan  Surbakti  bahwa  hubungan  antar  otonomi  pemerintahan  selama  ini  bukan  sebagai 
mitra,  melainkan  berciri  hirarki.  Sebab  di  mana  pun  proses  hirarki  niscaya  mengurangi  par- 
tisipasi  politik  rakyat  dan  pertanggungjawaban  pemerintah  setempat.  Jika  titik  berat  oto- 
nomi diletakkan  pada  Daerah  Tingkat  II,  sehamsnya  yang  diserahkan  bukan  hanya  kewe- 
nangan  implementasi  melainkan  juga  membuat  kebijakan.  Jadi,  Pemda  Kabupaten/Kota- 
madya  hams  menyelenggarakan  otonomi  daerahnya  dan  tidak  hanya  memerankan  wakil 
pusat  di  daerah.  Kepala  Daerah  Tingkat  II  bukan  bawahan  Kepala  Daerah  Tingkat  I  dan 
DPRD  Tingkat  II  bukan  bawahan  DPRD  Tingkat  I. 

Dengan  semakin  derasnya  ams  migrasi,  jumlah  penduduk  miskin  di  perkotaan  temtama 
di  DKI  Jakarta  meningkat  pesat  dari  tahun  ke  tahun.  Ternyata  yang  menjadi  penyebab  me- 
ngapa  mereka  mampu  bertahan  hidup  dalam  situasi  sulit  di  perkotaan  ialah  karena  mereka 
mampu  menyesuaikan  diri  dalam  interaksi  dengan  lingkungan  fisik  sosial  mereka.  Hal  ini 
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menurut  A-M^z/ff^//  menunjukkan  adanya  pola-pola,  mekanisme,  norma  dan  nilai,  perangkat 
perilaku  dan  pranata  sosial  budaya  yang  dapat  mereka  gunakan  untuk  menyikapi  keadaan 
lingkungan  dan  menjawab  segala  kebutuhan  hidup  mereka.  Hal  ini  mereka  lakukan  dengan 
memobilisasikan  serta  mendayagunakan  seluruh  anggota  keluarga  tanpa  memperdulikan  je- 
nis  kelamin  dan  usia  untuk  mencari  nafkah  di  luar  rumah,  sehingga  akibatnya  distribusi  dan 
alokasi  kekuasaan  menjadi  semakin  merata,  tidak  lagi  berada  di  satu  tangan. 

Politik  ekonomi  pembangunan  Indonesia  dianalisis  Vidhyandika  Moeljarto  bahwa  kon- 
disinya  memperlihatkan  gejala  sistem  ekonomi  legal  dan  formal  yang  tidak  lagi  berfungsi  se- 
bagaimana  mestinya.  Efisiensi  pasar  yang  kompetitif  dengan  mudah  diancam  intervensi  ke- 
bijakan  yang  berasal  dari  tekanan  interest  group  dalam  pemerintahan.  Ada  praktek  politik 
di  mana  pemerintah  berinteraksi  secara  tertutup  dengan  sektor  swasta  besar.  Bentuk  hu- 
bungan  yang  terjadi  biasanya  bersifat  tradisional  yang  menghalalkan  praktek  korupsi,  pe- 
nyelewengan,  koneksi,  dan  pilih  kasih  yang  terselubung.  Di  dalam  ketertutupan,  transaksi 
politik  dan  ekonomi  terlaksana  hanya  untuk  kepentingan  segelintir  kelompok.  Sedangkan 
menyuburnya  praktek  otoriterisme  atas  sumber-sumber  vital  masyarakat  merupakan  petun- 
juk  tidak  bekerjanya  mekanisme  politik  dan  ekonomi  yang  partisipatif.  Dan  praktek- 
praktek  itu  khususnya  didukung  sistem  hukum  yang  sengaja  dibiarkan  kabur,  yang  prosedur 
penetapannya  dikendalikan  kekuasaan  eksekutif  sehingga  produk  hukum  yang  muncul  tetap 
berpihak  pada  penguasa. 

Sebagai  suatu  ide,  perdagangan  bebas  memang  telah  lama  dicetuskan  oleh  para  ahli. 
Namun  dewasa  ini  hal  itu  sudah  menjadi  kebijakan  yang  mendunia  dan  Indonesia  pun  sudah 
menyatakan  kesediaannya  untuk  ikut  mengambil  bagian  di  dalamnya.  DiUhat  dari  perkem- 
bangan  yang  ada  baik  di  dalam  maupun  di  luar  negeri,  tampak  bahwa  Indonesia  hams 
benar-benar  menyiapkan  diri  sebaik  mungkin.  Oleh  karena  itu,  menunit  Nurjaman  A  rsjad 
tingkat  produktivitas  dan  efisiensi  hams  dinaikkan  agar  mampu  memenangkan  persaingan 
dan  merebut  pasar  global.  Penguasaan  teknologi  dan  kemampuan  berinovasi  yang  mempa- 
kan  faktor  mutlak  yang  mendukung  perwujudan  efisiensi  dan  produktivitas  hams  tems 
ditingkatkan.  Apalagi  sekarang  ini  kekayaan  alam  dan  rendahnya  upah  bumh  bukan  lagi 
menjadi  faktor  penentu  seperti  dahulu.  Hams  disadari  bahwa  Indonesia  betapapun  masih 
hams  melatih  diri  menjadi  pesaing  yang  tangguh. 

Secara  resmi  pemerintah  menganut  anggaran  belanja  berimbang.  Dari  standar  teori  ang- 
garan  ini  menumt  P.  Nurwadono  sebenarnya  mempakan  anggaran  defisit,  sebab  ketergan- 
tungannya  pada  hutang  luar  negeri  dari  waktu  ke  waktu  semakin  membesar.  Padahal  masih 
banyak  kemungkinan  untuk  mengefektifkan  sektor  keuangan,  yang  pada  akhirnya  dapat 
meningkatkan  kemandirian  pembiayaan  pembangunan.  Ada  peluang  menggiatkan  penda- 
naan  domestik  melalui  tabungan  swasta  maupun  pemerintah.  Selama  ini  akumulasi  tabung- 
an  swasta  tidak  efektif  sebagai  akibat  kurang  baiknya  manajemen  ekonomi  makro,  seperti 
berlanjutnya  depresiasi  mpiah,  ancaman  devaluasi,  masih  rendahnya  perkreditan  untuk  in- 
vestasi  karena  lebih  banyak  kredit  untuk  konsumsi,  dan  banyaknya  terjadi  praktek  kartel, 
proteksi  berlebihan  dan  kolusi.  Akumulasi  tabungan  pemerintah  dapat  ditempuh  dengan  pe- 
ningkatan  penerimaan  dan  pengurangan  pengeluaran.  Pengeluaran  pemerintah  yang  banyak 
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terpakai  demi  penyelenggaraan  pemerintahan  perlu  dikurangi  untuk  meningkatkan  tabung- 
an  pemerintah.  Selain  itu,  semakin  berkembangnya  pasar  modal  akan  menjadi  sumber  dana 
guna  kemandirian  pembiayaan  pembangunan. 

Seperti  yang  sudah  diramalkan  oleh  beberapa  pihak,  dalam  tahun  1995  laju  pertumbuh- 
an  ekonomi  Indonesia  ternyata  mencapai  7,3%.  Dilihat  dari  perspektif  Asia,  Indonesia  men- 
duduki  peringkat  ke-7.  Di  samping  pertumbuhan  ekonomi  tersebut  terdapat  pula  aneka  pe- 
nyakit  ekonomi  lama  seperti  inflasi  yang  cukup  tinggi  dan  defisit  transaksi  berjalan  akibat 
melambannya  laju  ekspor  non  migas  serta  melonjaknya  pertumbuhan  impor.  Masalah 
hutang  luar  negeri  yang  terus  membengkak  ditambah  lagi  dengan  peningkatan  suku  bunga 
tampaknya  akan  dikurangi  bebannya  melalui  percepatan  pembayarannya  dengan  men- 
dorong  beberapa  BUMN  go  international.  Banyak  hal  perlu  dibenahi  kembali.  Alkadri 
mengemukakan  bahwa  penguasaan  Iptek  dan  pengembangan  SDM  di  bidang  industri  strate- 
gis  merupakan  keharusan  disamping  penggalian  sumber- sumber  dana  domestik  melalui  in- 
tensifikasi,  ekstensifikasi  dan  diversifikasi  perpajakan.  Dengan  itu  semua  diharapkan  dalam 
tahun  1996  kapasitas  ekonomi  nasional  menjadi  kokoh  sehingga  pembangunan  nasional 
akan  berjalan  secara  berkesinambungan. 


Februaril996 


REDAKSI 


Kemiskinan  Petani  Peternak  Kecil 
di  Nusa  Tenggara  Timur*: 

Studi  Kasus  di  Kabupaten  Kupang 
dan  Timor  Tengah  Selatan* 

Daniel  D,  Kameo 


1.  Pengantar 

TERNAK  dari  Bali  telah  dimasukkan 
ke  Timor  oleh  Pemerintah  Hindia 
Belanda  sekitar  tujuhpuluh  tahun 
yang  lalu,  sehingga  peternakannya  sudah 
menjadi  bagian  yang  penting  dalam  penghi- 
dupan  sosio-ekonomi  masyarakat  Timor  se- 
jak  saat  itu.  Karenanya  Timor  menjadi  peng- 


♦Alih  bahasa  oleh  Sunarto  nDani  Mursito  dari 
Daniel  D.  Kameo,  Poverty  Among  Small  Cattle 
Farmers  in  East  Nusa  Tenggara:  A  Case  Study  in  Kabu- 
paten Kupang  and  Timor  Tengah  Selatan,  makalah  un- 
tuk  lokakarya  mengenai  Indonesia  Timur  Dewasa  Ini, 
23-24  Agustus  1995,  Department  of  Anthropology,  Re- 
search School  of  Pacific  and  Asian  Studies,  Australian 
National  University,  Canberra,  Australia. 

'Makalah  ini  terutama  berdasarkan  riset  lapangan 
yang  saya  lakukan  pada  bulan  Oktober  1994.  Kecamat- 
an  Amarasi  dan  Amfoang  Selatan  di  Kabupaten  Ku- 
pang serta  Kecamatan  Molo  Selatan  dan  Kota  Soe  di 
Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan  dengan  sengaja  dipi- 
lih  sebagai  daerah  sampel.  Empatpuluh  petani  peternak 
dan  sepuluh  pedagang/pengumpul  lokal  dipilih  secara 
acak  sebagai  sampel  dari  setiap  kabupaten  itu.  Kete- 
rangan  tambahan  juga  dikumpulkan  dari  petani-petani 
di  Kecamatan  Fatuleu  dan  Amfoang  Utara  di  Kabupa- 
ten Kupang.  Pejabat-pejabat  pemerintah  lokal  yang 
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ekspor  ternak  sejak  Perang  Dunia  II.  Pro- 
pinsi  Nusa  Tenggara  Timur  senantiasa  di- 
anggap  sebagai  salah  satu  penghasil  ternak 
paling  besar  di  Indonesia.  Dan  peternakan 
merupakan  salah  satu  penunjang  pokok  eko- 
nomi  NTT.  Suksesnya  sistem  paron  menye- 
babkan  peningkatan  ekspor  ternak  NTT  dari 
18.000  pada  tahun  1975^  menjadi  lebih  dari 
70.000  ekor  pada  tahun  1990.'*  Pada  tahun 
1991  populasi  ternak  NTT  adalah  675.990 
ekor  atau  6,3%  dari  jumlah  nasional.  NTT 


bersangkutan,  pengurus-pengurus  KUD,  dan  pedagang- 
pedagang  antar  pulau  juga  diwawancarai  sebagai  sum- 
ber  informasi  yang  pokok. 

^Cunningham,  Clark  E.,  1967,  Saba:  An  Atoni 
Village  of  West  Timor,  dalam  Koentjaraningrat  (ed.), 
1%7,  "Villages  in  Indonesia",  Cornell  University 
Press,  Itacha. 

'Corner  Lorraina,  East  and  West  Nusa  Tenggara: 
Isolation  and  Poverty,  dalam  Hal  Hill  (ed.),  1989,  Unity 
and  Diversity:  Regional  Economic  Development  in  In- 
donesia sejak  1970  (Singapore:  Oxford  University 
Press),  177-206. 

^Kameo  Daniel,  1994,  Dinamika  Usaha  Peternakan 
Sapi  di  Nusa  Tenggara  Timur  Studi  Kasus  di  Kabupa- 
ten Kupang  dan  Timor  Tengah  Selatan  (Laporan  Pene- 
litian),  LPM-UKSW,  Salatiga. 
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ANALISIS  CSIS,  1996-1 


Tabel  1 

POPULASI  TERNAK  DAN  RASIO  TERNAK-RUMAH  TANGGA 
DI  ANTARA  PRODUSEN  TERNAK  DI  INDONESIA,  1991 


Propinsi  Populasi  Ternak  %  Nasional  Rasio  Ternak- 

Rumah  Tangga 


1 .  Jawa  Timur 

3.062.500 

28,7 

0,4 

2.  Sulawesi  Selatan 

1.226.430 

11,5 

0.9 

3.  Jawa  Tengah 

1.190.860 

11,2 

0,2 

4.  Nusa  Tenggara  Timur 

675.990 

6,3 

1,1 

5.  Bali 

435.800 

4,1 

0,7 

6.  Aceh 

398.220 

3,7 

0,6 

7.  Sumatra  Barat 

375.700 

3,5 

0,4 

8.  Sumatra  Selatan 

358.300 

3.3 

0.3 

9.  Seluruh  Sisanya 

2.943.590 

27,6 

0,1 

INDONESIA 

10.667.400 

100,0 

0.3 

Sumber:    Direktur  Jenderal  Peternakan,  Buku  Statistik  Peternakan  1992,  Jakarta,  1993.  Biro  Pusat  Statistik, 
Statistik  Indonesia  1993,  Jakarta,  1994. 

juga  mempunyai  rasio  ternak  rumah  tangga 
yang  tertinggi  (1,1),  untuk  tingkat  nasional.^ 

Pertumbuhan  populasi  ternak  dan  eks- 
pornya  jelas-jelas  menunjukkan  peningkat- 
an  bagian  subsektor  peternakan  dalam  per- 
ekonomian  NTT.  Dalam  tahun  1990  peter- 
nakan menyumbang  23%  pada  GDP  daerah 
NTT,  nomor  dua  setelah  subsektor  pertani- 
an  tanaman  pangan.^ 

Meskipun  demikian,  kinerja  ekonomi 
makro  perindustrian  ternak  NTT  yang  me- 
ngesankan  tidak  niscaya  mencerminkan 
gambaran  riel  dari  para  petani  peternak  ke- 
cilnya.  Kebanyakan  dari  mereka  masih  hi- 
dup  miskin.  Dalam  tahun  1993,  22,7%  pen- 

'Biro  Pusat  Statistik,  1994,  Statistik  Indonesia  1993, 
Jakarta. 

*Biro  Pusat  Statistik,  1993,  Gross  Regional  Domes- 
tic Product  of  Provinces  in  Indonesia  by  Industrial 
Origin:  1987-91,  Jakarta. 


duduk  desa  dan  16,4%  penduduk  kota  di 
NTT  hidup  di  bawah  garis  kemiskinan,  mar 
sih  jauh  di  atas  rata-rata  nasional  yang  ma- 
sing- masing  angkanya  adalah  13,8%  dan 
13,5%.  Ini  membuat  NTT  menjadi  salah 
satu  dari  propinsi  dengan  indeks  kemiskinan 
yang  tertinggi  di  tanah  air  setelah  Timor 
Timur,  Maluku,  Irian  Jaya  dan  Kalimantan 
Barat.  GDP  daerah  per  kapita  NTT  juga 
yang  paling  rendah  di  Indonesia.  Pada  tahun 
1991  GDP  daerah  per  kapita,  pada  harga 
pasar,  adalah  Rp  404.000  (US$202)  yang  ada- 
lah kurang  dari  sepertiga  rata-rata  nasional 
yaituRp  1.254.000  (US$627). 

Masalahnya  adalah  mengapa  industri  pe- 
ternakan di  NTT  tidak  menyumbang  secara 
berarti  bagi  ekonomi  rumah  tangga  para 
petani  kecil?  Studi  kasus  di  empat  kecamat- 
an  Kabupaten  Kupang  dan  Timor  Tengah 
Selatan  menghasilkan  beberapa  jawaban 
yang  sama  atas  permasalahan  ini. 
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Bagian  2  dari  makalah  ini  memaparkan 
sejumlah  ciri-ciri  pokok  petani  peternak 
kecil.  Temuan-temuan  sehubungan  dengan 
kemiskinan,  hutang  dan  masalah  peternakan 
lain  yang  dihadapi  oleh  petani-petani  kecil 
dikemukakan  pada  bagian  3  dan  4.  Sedang- 
kan  bagian  5  mengajukan  kesimpulan  tang- 
gapan  dan  implikasi-implikasi  kebijakan. 

2.  Ciri-ciri  Pokok  Petani  Peternak 
Kecil 

2.1.  Ciri-ciri  Umum 

Hampir  75%  petani  peternak  tidak  per- 
nah  menyelesaikan  pendidikan  Sekolah  Da- 
sar  atau  hanya  tamat  Sekolah  Dasar,  159b 
menyelesaikan  pendidikan  Sekolah  Mene- 
ngah  Pertama,  dan  10%  sisanya  mempunyai 
pendidikan  Sekolah  Menengah  Atas.  Lebih 
dari  50%  petani  peternak  telah  berpenga- 
laman  memehhara  ternak  selama  10  sampai 
30  tahun,  dan  sisanya  menjalankan  pemeli- 
haraan  ternak  selama  5  sampai  10  tahun. 

Rumah  tangga  petani  memelihara  1  sam- 
pai 10  ekor  ternak  setahunnya.  Lebih  dari 
50%  petani  memelihara  4  sampai  6  ekor  se- 


tahun  atau  rata- rata  5  ternak  setahunnya. 
Lebih  dari  70%  peternak  mempekerjakan 
keluarganya  sendiri  yang  tidak  diberi  upah. 
Sekitar  40%  petani  memperoleh  anak  ternak 
untuk  dibesarkan  dari  kawanan  ternaknya 
sendiri,  sedangkan  60%  membeli  anak-anak 
ternak  itu.  Ternak  yang  paling  biasa  dipeli- 
hara  untuk  dibesarkan  adalah  yang  berumur 
3  tahun,  dengan  rata- rata  penggemukan  se- 
lama setahun.  Sebagian  petani  memilih  ter- 
nak yang  berumur  2  sampai  2,5  tahun  dan 
membutuhkan  1,5  sampai  2  tahun  untuk 
penggemukannya, 

Sebagaimana  halnya  berkenaan  dengan 
banyak  komoditi  pertanian  yang  lain,  petani 
peternak  tidak  memperhitungkan  input, 
pakan  dan  tenaga  kerja  ke  dalam  ongkos 
produksi. 

2.2.  Saluran  Pemasaran 

Semua  petani  peternak  menjual  hasil  ter- 
nak di  tempatnya  sendiri.  Ada  empat  jenis 
saluran  pemasaran  yang  biasanya  diguna- 
kan,  seperti  ditunjukkan  dalam  diagram  be- 
rikut.  Jenis  saluran  (1)  dan  (2)  adalah  yang 
paling  biasa  dilaksanakan  di  seluruh  NTT. 


Diagram  1 


PETANI 
PETERNAK 


(1) 


(2) 


JALUR-JALUR  PEMASARAN  TERNAK  DI  NTT 

(3) 


(4) 


r 


PEDAGANG/ 
PKMGUMPUL 
TINGKAT 
KABUPATEN 


PEDAGANG/ 
PENGUMPUL 
TINGKAT 
PROPINSI 

113 — 


KOPERASI  UNIT  DESA 
 (KUD) 


PEDAGANG 
ANTAR- 
PULAU 
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2.3  Pendapatan  Petani  Peternak  dan  Peda- 
gang 

2.3.1.  Petani  yang  Memelihara  Ternaknya 
Sendiri 

Ada  berbagai  tingkatan  pendapatan  para 
petani  peternak,  tergantung  dari  jumlah  ter- 
nak  yang  dipelihara  rumah  tangga.  Penda- 
patan kotor  mereka  setahun  berkisar  dari 
yang  minimum  Rp  250.000  (US$110)  sampai 
maksimum  Rp  8.820.000  (US$4,465)  per  ru- 
mah tangga.  Dengan  rata- rata  satu  rumah 
tangga  terdiri  dari  6  orang,  maka  pendapat- 
an kotor  per  kapita  berkisar  antara 
Rp  41.000  (US$18)  dan  Rp  1.633.000 
(US$742)  setahunnya.  Pendapatan  kotor 
rata- rata  petani  peternak  adalahRp  1.117.000 
(US$508)  per  rumah  tangga  atau  Rp  237.000 
(US$108)  per  orang  setahun.  Jumlah  penda- 
patan per  kapita  ini  hanyalah  sekitar  60% 
dari  GDP  daerah  per  kapita  NTT  dalam  ta- 
hun  1991. 


2.3.2.  Pendapatan  dari  Sistem  Kontrak  (Ba- 
gi-Hasil): 

Adalah  menarik  bahwa  hampir  50%  pe- 
tani peternak  kecil  bekerja  dalam  pemeliha- 
raan  ternak  milik  pedagang  setempat  atau 
pemberi  pinjaman  uang.  Ada  tiga  jenis  pen- 
dapatan dalam  sistem  kontrak  ini: 

(1)  Sistem  KUD  (50%: 50%).  Petani  dan 
KUD  membagi  rata  selisih  dari  harga 
penjualan  ternak  dengan  harganya  sebe- 
lum  dipelihara. 

(2)  Mode!  LSM  (60%:40%).  Petani  mem- 
peroleh  60%  dari  selisih  antara  harga 
jual  ternak  dengan  harga  sebelum  peme- 
liharaan. 


(3)  Model  pedagang  setempat: 

(a)  Sistem  upah  (dalam  bentuk  uang): 
Di  Kecamatan  Amfoang  Selatan, 
Rp  50.000  (US$23)  per  ternak 
setahun; 

Di  Kecamatan  Amarasi,  Rp  100.000 
(US$45)  per  ternak  setahun; 
Di  Kabupaten  Timor  Tengah  Sela- 
tan, Rp  75.000  (US$34)  per  ternak  se- 
tahun; 

Jikalau  biaya  pakan  ternak  diperhi- 
tungkan,  yang  bernilai  Rp  150  sehari, 
maka  pendapatan  petani  per  ternak 
setahun  akan  menjadi: 

-  untuk  Amfoang  Selatan: 

Rp  50.000  -  (365  hari  x  Rp  150)  = 
minus  Rp  4.740  (US$2,2); 

-  untuk  Timor  Tengah  Selatan: 

Rp  75.000  -  Rp  54.750  =  Rp  20.250 
(US$9,2)  atau  US$0,77  sebulan; 

-  untuk  Amarasi: 

Rp  100.000  -  Rp  54.750  =  Rp  45.250 
(US$20,5)  atau  US$1,7  sebulan. 

(b)  Sistem  pengupahan  bukan  dengan 
uang  (dalam  bentuk  ternak): 
Dalam  sistem  ini,  pemilik  mengupah 
petani  seekor  ternak  untuk  pemeliha- 
raan  4  atau  5  ekor  ternak  bagi  pemi- 
liknya.  Sistem  ini  yang  dikenal  seba- 
gai  sistem  4:1  atau  5:1  hanya  terda- 
pat  di  Kecamatan  Amarasi,  tetapi  ti- 
dak  populer.  Biasanya  dilakukan  di 
antara  keluarga  atau  anggota  suku. 


2.3.3.  Pendapatan  Bersih  Pedagang 

Dibandingkan  dengan  petani,  pedagang 
memperoleh  pendapatan  yang  jauh  lebih 
baik.  Seorang  pedagang  lokal  pengumpul  15 
ternak  sebulannya,  dengan  batas  keuntung- 
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an  bersih  10%,  secara  mudah  dapat  mem- 
peroleh  keuntungan  bersih  Rp  1.200.000  se- 
bulan  atau  Rp  14.400.000  (US$6,545)  seta- 
hun.  Pedagang  tingkat  antar  kabupaten 
yang  mengumpulkan  rata-rata  60  ternak  se- 
bulan,  memperoleh  keuntungan  bersih 
Rp  4.800.000  sebulan  atau  Rp  57.760.000 
(US$26,255)  setahunnya. 

Dengan  batas  keuntungan  bersih  7,5%, 
para  pedagang  antar  pulau  yang  mengekspor 
rata-rata  300  ternak  sebulan  memperoleh 
pendapatanRp  18.000.000  (US$8,182)  sebu- 
lan atau  Rp  216.000.000  (US$98,182)  seta- 
hunnya. 


3.  Kemiskinan,  Jeratan  Hutang  dan 
Ketergantungan 

Barangkali  karena  dikondisikan  oleh  ke- 
adaan  sosio  budaya  dan  ekonomi  maupun 
keadaan  lingkungan  alam,  maka  kebanyak- 
an  petani  kecil  terpaksa  mau  puas  dengan 
kondisi  ekonomi  subsisten  mereka.  Penda- 
patan  yang  dihasilkannya  terlalu  sedikit  un- 
tuk  memenuhi  bahkan  kebutuhan  dasar  me- 
reka. Petani-petani  kecil  ini  seringkali  terje- 
rat  kemiskinan,  terperangkap  hutang,  dan 
menjadi  tergantung  pada  orang  lain  (pem- 
beri  pinjaman  uang,  pedagang  setempat) 
atas  persyaratan  yang  tak  adil. 

Sebab  mereka  miskin  dan  karena  itu  ti- 


dak  memiliki  kekuatan  tawar-menawar,  se- 
ringkali mereka  menjadi  kurban  penghisap- 
an  kalau  merundingkan  kebutuhannya  de- 
ngan pedagang  atau  pemberi  pinjaman 
uang.  Amat  sering,  akibat  terdesak  meme- 
nuhi kebutuhan  pokok  anggota-anggota  ke- 
luarga  mereka  (bahan  pangan  semasa  musim 
paceklik  bulan  September  sampai  Desember, 
bahan  pakaian,  pendidikan  anak-anak  mere- 
ka khususnya  di  awal  tahun  ajaran,  kebu- 
tuhan pengobatan  dan  keinginan  hiburan 
modern  yang  semakin  didambakan  (radio, 
tape  recorder  dan  bahkan  televisi),  terpaksa 
petani-petani  ini  menjual  ternak  mereka 
pada  harga  yang  sangat  rendah  atau  mau 
menerima  upah  yang  rendah  dari  pemilik 
ternak. 

Amat  sering  seorang  petani  meminta 
pembayaran  terlebih  dahulu  berupa  uang 
atau  barang  dari  pedagang,  dalam  persyarat- 
an bahwa  ia  terikat  harus  menjual  ternaknya 
kepada  pedagang  itu.  Sekali  terjadi  seorang 
petani  harus  terjerat  hutang,  karena  apa 
yang  dihasilkannya  biasanya  berharga  ku- 
rang  daripada  jumlah  hutangnya.  Untuk  te- 
tap  bertahan  hidup  ia  harus  terus  berhutang 
lagi  atau  meminta  pembayaran  terlebih  da- 
hulu, yang  akhirnya  membawanya  jatuh  le- 
bih  dalam  memasuki  hutang-piutang.  Situasi 
ini  pada  gilirannya  menimbulkan  dan  mem- 
perkuat  hubungan  ketergantungan  pada  pe- 
dagang lokal  itu.  Diagram  berikut  melukis- 
kan  lingkaran  ketergantungan-kemiskinan. 


Diagram  2 


LINGKARAN  KETERGANTUNGAN-KEMISKINAN 


KEMISKINAN 

'  > 

MUDAH 
DIEKSPLOITASI 

PENDAPATAN 
RENDAH 

TERJERAT 
HUTANG 

'  > 

 > 

KETER- 
GANTUNGAN 
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Penting  diperhatikan  bahwa  kalau  petani 
yang  terperangkap  lingkaran  demikian  dita- 
nyai  mengapa,  tampaknya  mereka  tak  pedu- 
li  atas  keadaannya,  yang  menurut  saya  ber- 
ada  dalam  hubungan  yang  tak  adil,  keter- 
gantungan.  Jawabannya  adalah  sama  di  se- 
luruh  daerah  ini:  "Kami  merasa  terbantu 
dan  tenang,  khususnya  dalam  keadaan  krisis 
demikian."  Pedagang  lokal  dan  pemberi 
pinjaman  uang  dapat  memberikan  jasa  dan 
pinjaman  kapan  saja.  Perasaan  tenang  mes- 
kipun  terikat  kepentingan  pedagang  itu  ti- 
dak  menjadi  masalah  bagi  petani.  Seringkali 
perasaan  ini  demikian  kuat,  sehingga  misal- 
nya  di  beberapa  desa  Kabupaten  Timor  Te- 
ngah  Selatan  KUD  sama  sekali  tidak  mena- 
rik  walaupun  memberikan  persyaratan  yang 
lebih  baik  dibandingkan  dengan  persyaratan 
pedagang  tadi. 

Akan  tetapi  ada  sementara  petani,  khu- 
susnya mereka  yang  berpendidikan  tinggi, 
jauh  lebih  menyadari  situasi  dan  bersedia 
menerima  atau  mencoba  alternatif-alternatif 
lain  jika  terbuka.  Contohnya,  kebanyakan 
dari  mereka  bersedia  meminjam  uang  dari 
bank  jika  persyaratannya  dapat  mereka  pe- 
nuhi. 


4.  Permasalahan  yang  Dihadapi  Pe- 
tani Peternak  Kecil 

4,1.  Lingkungan  Alam  yang  Keras 

Sebagaimana  dikutip  oleh  Corner  (1989) 
dari  laporan  Acil  Australia  Pty.  Ltd./  ling- 
kungan alam  dari  sebagian  besar  wilayah 
propinsi  NTT  dilukiskan  sebagai  "teramat 


'Biro  Pusat  Statistik,  1994,  Penduduk  Miskin  dan 
Desa  Tertinggal  1993:  Metodologi  dan  Analisis.  Jakar- 
ta. 


rawan  sebagai  akibat  kombinasi  dari  kondisi 
tanahnya  yang  pada  umumnya  gersang,  per- 
mukaannya  berlereng-lereng  terjal,  terpaan 
musim  yang  berat,  kesuburan  tanahnya  ren- 
dah,  dan  menghadapi  tekanan  kependuduk- 
an".  Apalagi,  musim  kemaraunya  yang  pan- 
jang:  8  sampai  9  bulan  setahun,  menyebab- 
kan  terbatasnya  persediaan  air  untuk  menyu- 
burkan  hijauan  makanan  ternak. 

Luasnya  tanah  kritis  di  NTT  telah  me- 
ningkat  dari  280.300  Ha  pada  tahun  1989 
menjadi  1.461.100  Ha,  atau  30,5%  dari  luas 
daerah  ini.  Dalam  tahun  1991  NTT  memiliki 
keluasan  daerah  penggembalaan/padang 
rumput  764.176  Ha,  tetapi  sebagian  besar 
dari  luas  ini  merupakan  pakan  hijauan  ber- 
mutu  rendah.  Pada  umumnya  padang  rum- 
put  tersebut  sepanjang  musim  kemarau  men- 
jadi kering  dan  tak  bermanfaat.  Selama  lima 
tahun  terakhir,  petani  peternak  di  seluruh 
daerah  ini  menghadapi  masalah  menyebar- 
luasnya  chromolina  odorota,  yang  dalam 
•istilah  setempat  dikenal  rumput  belalang.  Je- 
nis  rumput  ini  mengurangi  luasnya  daerah 
penggembalaan  secara  berarti. 

4.2.  Merosotnya  Pasok  Ternak  Berkualitas 
Baik  untuk  Pembibitan 

Penggalakan  ekspor  ternak  jenis  Bali 
dari  Timor  selama  20  tahun  terakhir  menye- 
babkan  kemunduran  genetik.  Tidak  ada  usa- 
ha  untuk  menghentikan  arus  keluar  ternak 
berkualitas  tinggi  yang  dapat  dipakai  untuk 
mempertahankan  bibit  genetik  yang  baik. 

Sejak  awal  tahun  1990  ternak  yang  ber- 
kualitas baik  untuk  penggemukan  sudah  su- 
lit  diperoleh  menurut  para  petani  dan  peja- 
bat  pemerintahan  setempat.  Jumlah  ekspor 
ternak  berumur  tiga  tahun  untuk  digemuk- 
an,  ke  propinsi  lain  telah  turun  secara  drastis 
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dari  12.800  ekor  pada  tahun  1990  menjadi 
hanya  5.900  ekor  pada  tahun  1993. 

5.  Kesimpulan  Tanggapan  dan  Sa- 
ran  Kebijakan 

5.1.  Kesimpulan  Tanggapan 

Pemeliharaan  ternak  masih  merupakan 
salah  satu  dari  sedikit  potensi  ekonomi  di 
NTT,  khususnya  di  Pulau  Timor.  Peternak- 
an  mempunyai  potensi  untuk  meningkatkan 
kesejahteraan  ekonomis  petani-petani  kecil. 
Ada  juga  peluang  untuk  memajukan  tekno- 
logi  penggemukan  dan  peningkatan  kualitas 
padang  penggembalaan  untuk  menaikkan 
produkti  vitas. 

Sejumlah  besar  petani  peternak  terpe- 
rangkap  hutang  dan  dieksploitasi  oleh  peda- 
gang,  pengumpul  dan  pemberi  pinjaman 
uang  lokal.  Lembaga-lembaga  yang  dispon- 
sori  pemerintah  seperti  KUD  belum  mengun- 
tungkan  petani-petani  kecil  secara  berarti. 

Populasi  ternak  yang  berkualitas  baik 
untuk  penggemukan  menyusut.  Pemenuhan 
kebutuhan  air  dan  pakan  hijauan  dalam  mu- 
sim  kemarau  makin  lama  menjadi  semakin 
kritis. 


5.2.  Saran-saran  Kebijakan 

Pendapatan  petani  peternak  kecil  dapat 
ditingkatkan  antara  lain  dengan: 

(1)  Penyediaan  ternak  berkualitas  baik  urv- 
tuk  dipelihara.  Harus  ada  usaha  untuk 
melindungi  potensi  genetik  ternak  jenis 
Bali  di  Timor.  Adanya  suatu  pusat  inse- 
minasi  buatan  di  NTT  mungkin  merupa- 
kan jalan  pemecahan  yang  baik. 


(2)  Mekanisme  pasar  yang  tak  sempurna  da- 
pat  dinetralisasi  dengan  pengembangan 
peranan  lembaga  ekonomi,  seperti  KUD 
dan  BRI  unit  desa  (bank  desa).  Pinjam- 
an yang  berbunga  rendah  bagi  petani  pe- 
ternak adalah  suatu  alternatif  untuk 
menghindarkan  mereka  dieksploitasi 
oleh  pemberi  pinjaman  uang  dan  pe- 
dagang  lokal. 

(3)  Upaya  apa  pun  untuk  menolong  petani 
peternak  kecil  harus  dirancang  secara 
hati-hati.  Upaya  ini  hanya  dapat  berhasil 
jikalau  terintegrasikan  (meliputi  semua 
segi  budidaya  ternak)  dan  komprehensif 
sebagai  paket  yang  lengkap.  Terintegrasi 
bukan  hanya  dalam  arti  kegiatan  perta- 
nian  yang  lengkap  melainkan  juga  dalam 
arti  seluruh  lingkaran  produksi,  dari 
pembibitan,  pemberian  pakan,  teknik 
penggemukan,  pendidikan/pelatihan  pe- 
masaran.  Program  kredit  misalnya,  ti- 
dak  akan  berhasil  untuk  rumah  tangga 
petani  yang  miskin  jikalau  tidak  terma- 
suk  menunjang  kebutuhan  dasar  yang 
lain  dari  rumah  tangga  itu.  Aset  atau 
modal  apa  pun  tidak  dapat  digunakan 
untuk  menghasilkan  output  oleh  rumah 
tangga  miskin  mana  pun,  karena  lang- 
sung  akan  dipakai  untuk  kepentingan 
konsumsi  bila  saja  kebutuhan  muncul, 
khususnya  dalam  situasi  yang  kritis. 

(4)  Berdasarkan  harga  tahun  1994  dan 
kebutuhan  fisik  minimum  (KFM)  da^ 
rah,  perhitungan  sampel  berikut  m^nun- 
jukkan  bahwa  jika  sebuah  rumah  tangga 
petani  dengan  anggota  keluarga  6  orang 
ingin  memelihara  tefnak  sebagai  sumber 
utama  pendapatannya,  maka  diperlukan 
memelihara  7  sampai  8  ekor  ternak  per 
tahun  agar  memperoleh  pendapatan  cu- 
kup  untuk  memenuhi  kebutuhan  mereka 
yang  sangat  dasar. 
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Perkiraan  pendapatan  per  seekor  ternak 
setahun: 

Harga  Jual  Ternak  Rp  800.000 

Modal  (ternak  untuk  digemukan)  Rp  300.000 

Biaya  pakan  dan  kesehatan  Rp  50.000 

Pendapatan  petani  per  seekor  ternah 

setahun  Rp  450.000 

"Menggunakan  KFM  sebagai  patokan, 
katakanlah  60%  dari  KFM  untuk  seorang 


pekerja  adalah  48.000  per  kapita  sebulan 
atau  Rp  288.000  per  rumah  tangga  sebulan, 
maka  sebuah  rumah  tangga  membutuhkan 
pendapatan  minimum  Rp  3.456.000  setahun. 
Dengan  perhitungan  sederhana  di  atas,  jum- 
lah  pendapatan  tadi  baru  dapat  dicapai 
dengan  memelihara  7  sampai  8  ekor  ternak 
setahun,*  dengan  mempertimbangkan  skala 
ekonominya  masih  di  bawah  titik  optimal. 


Pertumbuhan  Kota 
dan  Struktur  Politik 

Ramlan  Surbakti 


BEBERAPA  waktu  yang  lalu  terung- 
kap  rencana  Mabes  Polri  untuk  mem- 
pertimbangkan  perubahan  status  Ke- 
polisian  Wilayah  Kota  Besar  (Polwiltabes) 
Surabaya  menjadi  Kepolisian  Daerah  Metro- 
politan (Polda  Metro)  Surabaya.  Salah  satu 
alasan  yang  diberikan  untuk  mempertim- 
bangkan  perubahan  status  tersebut  ialah  vo- 
lume dan  jenis  permasalahan  keamanan  dan 
ketertiban  yang  dihadapi  warga  masyarakat 
Surabaya  sudah  mencapai  peringkat  yang 
biasanya  dihadapi  Polda. 

Gagasan  yang  mirip,  yaitu  tentang  peru- 
bahan status  Kotamadya  Surabaya  menjadi 
Kota  Raya  setingkat  Daerah  Tingkat  I  sudah 
lama  pula  dikemukakan.  Alasan  yang  dike- 
mukakan  untuk  mendukung  gagasan  terse- 
but tidak  hanya  luas  wilayah  dan  jumlah 
penduduk,  tetapi  juga  volume  dan  jenis  per- 
masalahan yang  dihadapi  Surabaya  sebagai 
kota  terbesar  kedua  setelah  Jakarta. 

Tulisan  ini  tidak  dimaksudkan  untuk 
membahas  perubahan  status  dan  struktur 
tersebut,  melainkan  untuk  menunjukkan  ke- 
terkaitan  erat  antara  pertumbuhan  kota  de- 
ngan  lingkup  struktur  pemerintahan  dan  de- 


ngan  tingkat  kuantitas  dan  kualitas  pelayan- 
an  publik.^  Struktur  pemerintahan  dan 
kuantitas  ataupun  kualitas  pelayanan  publik 
inilah  yang  disebut  struktur  poHtik. 

Permasalahan  yang  ditimbulkan  oleh 
pertumbuhan  kota  hanya  akan  dapat  diatasi 
dengan  struktur  pemerintahan  yang  relevan. 
Struktur  pemerintahan  yang  relevan  dan  pas 
tidak  hanya  akan  mampu  menangani  perma- 
salahan yang  ditimbulkan  oleh  pertumbuhan 
kota,  tetapi  juga  dapat  menjamin  distribusi 
pelayanan  publik  dalam  kuantitas  dan  kuali- 
tas yang  memadai  serta  fair.  Uraian  berikut 
ini  akan  menyajikan  struktur  politik  yang  di- 
perkirakan  dapat  merespon  masalah-masa- 
lah  yang  ditimbulkan  pertumbuhan  kota 
yang  pesat. 

Pertumbuhan  Kota  dan  Masalahnya 

Pertumbuhan  kota  tidak  hanya  ditandai 
oleh  peningkatan  industrialisasi  sebagaima- 
na  dibuktikan  antara  lain  oleh  kehadiran  se- 


' Ramlan  Surbakti,  "Struktur  Pemerintahan  Kota", 
Surabaya  Post,  29  April  1993,  vi. 
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jumlah  kawasan  industri,  pembangunan  ber- 
bagai  kompleks  perumahan  dan  pemukiman 
baru,  kemunculan  pusat-pusat  perdagangan 
barang  dan  jasa,  perbankan  dan  perkantor- 
an,  pendidikan  dan  rekreasi,  di  samping  pe- 
ningkatan  berbagai  sarana  transportasi,  te- 
tapi  juga  ditandai  oleh  perluasan  kota  ke 
daerah  sekitar  baik  secara  ekonomis  dan  kul- 
tural  maupun  secara  administratif. 

Pertumbuhan  kota  yang  demikian  pesat 
tidak  hanya  mengundang  migrasi  besar- 
besaran,  baik  pendatang  yang  memiliki  ke- 
trampilan  dan  keahlian  maupun  hanya  me- 
ngandalkan  tenaga,  dari  daerah  pedesaan 
dan  kota- kota  kecil  sehingga  penduduk  kota- 
kota  besar  meningkat  secara  cepat,  tetapi 
juga  menuntut  pembangunan  infrastruktur 
yang  lebih  banyak  serta  cepat  dan  pelayanan 
pubhk  yang  lebih  besar  baik  jumlah  maupun 
kualitasnya. 

Konflik  pertanahan  berupa  pembebasan 
tanah  tanpa  ganti  rugi  yang  memadai  atau- 
pun  berupa  penggusuran  paksa  maupun  me- 
nyangkut  batas  wilayah  antar  kota  dengan 
daerah  sekitarnya,  merupakan  konsekuensi 
logis  dari  konsep  pembangunan  kota  yang 
lebih  menekankan  pertumbuhan  kota  secara 
fisik  yang  jelas  memerlukan  lahan  yang  lebih 
luas.^ 

Pertumbuhan  kota  yang  demikian  ini 
pada  akhirnya  menyebabkan  kota  berkem- 
bang  menjadi  pusat  segala  aktivitas,  mulai 
dari  ekonomi  perdagangan,  industri,  ke- 


^Uraian  lebih  lengkap  baca  Philip  M.  Hauser,  dkk., 
Penduduk  dan  Masa  Depan  Perkotaan:  Studi  Kasus  di 
Beberapa  Daerah  Perkotaan  (Jakarta:  Yayasan  Obor 
Indonesia,  1985). 

^Uraian  lebih  jauh  dan  kasusnya,  baca  Hans-Dieter 
Evers,  Sosiologi  Perkotaan:  Urbanisasi  dan  Sengketa 
Tanah  di  Indonesia  dan  Malaysia  (Jakarta:  LP3ES, 
1982). 


uangan  dan  jasa,  politik  dan  pemerintahan, 
pendidikan  dan  rekreasi,  sampai  pada  infor- 
masi  dan  budaya.  Tidaklah  mengherankan 
kalau  kota  besar  kemudian  mampu  menarik 
sumber  daya  ekonomi  tidak  hanya  dari  dae- 
rah sekitar  tetapi  juga  dari  seberang  pulau, 
seperti  hutan  Kalimantan  justru  dikelola 
dari  Jakarta. 

Tidaklah  mengherankan  kalau  perkem- 
bangan  kota  jauh  lebih  cepat  daripada  per- 
kembangan  desa,  perkembangan  kota  besar 
jauh  lebih  cepat  daripada  perkembangan 
kota  kecil,  dan  para  warga  kota  jauh  lebih 
kritis  dan  lebih  berani  mengajukan  tuntutan 
kepada  Pemda  daripada  warga  desa.  Tetapi 
pada  pihak  lain,  masalah-masalah  sosial,  se- 
perti penggusuran,  pengangguran  tak  kenta- 
ra,  pendapatan  yang  rendah,  pemukiman 
kumuh,  degradasi  lingkungan  fisik,  krimi- 
nalitas,  kemacetan  lalu  lintas,  dan  kesen- 
jangan  sosial- ekonomi  jauh  lebih  menonjol 
di  perkotaan  daripada  di  pedesaan. 


Struktur  Politik  Kota 

Kalau  demikian,  struktur  politik  macam 
apakah  yang  relevan  untuk  menampung 
dampak  pertumbuhan  kota  sebagaimana  di- 
gambarkan  secara  ringkas  di  atas?  Tujuh 
karakteristik  struktur  politik  berikut  diper- 
kirakan  ^kan  mampu  merespon  masalah- 
masalah  perkotaan  yang  ditimbulkan  per- 
tumbuhan kota  yang  pesat.'* 

Pertama,  unit  pemerintahan  yang  ber- 
tanggung  jawab  menangani  jenis  pelayanan 
publik  tertentu  harus  memiliki  wilayah  ju- 


"•Oiadaptasi  dari  Felipe  V.  Oamar,  "Governing 
Metropolitan  Regions:  Some  Approaches  for  Metro 
Manila,"  Philippine  Journal  of  the  Public  Administra- 
tion XXXI.  no.  2,  April  1987. 
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ridiksi  yang  cukup  luas  untuk  meminimal- 
kan  tumpahan  keuntungan  ataupun  biaya 
sosial  ke  dalam  daerah  Iain.  Hal  ini  biasanya 
ditangani  dengan  perluasan  wilayah  kota 
(aneksasi)  ke  daerah  sekitar. 

Karena  pertunibuhan  kota  sangat  tinggi 
dan  cepat,  maka  perluasan  seterusnya  me- 
nimbulkan  suatu  dilema.  Kalau  tidak  diper- 
luas  lagi,  timbullah  persoalan  tumpahan 
(spill-over)  keuntungan  tetapi  lebih  banyak 
biaya  sosial  (social  cost)  ke  daerah  sekitar. 
Para  warga  di  perbatasan  itu  bekerja  dan 
membelanjakan  penghasilannya  di  kota,  te- 
tapi tempat  tinggal  dan  pelayanan  publik 
diterima  dari  pemerintah  daerah  sekitar.  Na- 
mun  apabila  wilayah  diperluas,  tidak  hanya 
permasalahan  yang  dihadapi  pemerintah  ko- 
ta bertambah  besar  tetapi  juga  semakin  su- 
kar  bagi  warga  kota  untuk  mengontrol  pe- 
merintah kota  yang  semakin  menjadi  biro- 
krasi  yang  menggurita. 

Hampir  semua  kota  besar  di  Indonesia 
pernah  mengalami  perluasan  wilayah  (anek- 
sasi) ke  daerah  sekitar.  Tetapi  upaya  perluas- 
an berikutnya  tidak  hanya  ditolak  oleh  pe- 
merintah daerah  sekitar  tetapi  juga  oleh  Pe- 
merintah Pusat.  Yang  terjadi  kem'  -'.ian 
ialah  perluasan  kota  secara  ekonomis  aan 
kultural  tanpa  perluasan  administratit-teri- 
torial. 

Kedua,  luas  wilayah  unit  pemerintahan 
seyogyanya  cukup  besar  demi  memungkin- 
kan  realisasi  economics  of  scale.  Pengguna- 
an  sumber  daya  akan  semakin  efisien,  apa- 
bila yang  menjadi  "pasar"  dari  produksi  itu 
cukup  besar.  Economics  of  scale  memang  le- 
bih merujuk  pada  jumlah  penduduk  yang 
menjadi  konsumen,  tetapi  bagaimanapun 
jumlah  penduduk  yang  besar  memerlukan 
wilayah  yang  lebih  luas. 

Ketiga,  unit  pemerintahan  harus  memi- 


liki  luas  jurisdiksi  geografis  (penduduk, 
sumber  daya  ekonomi)  yang  cukup  bagi  pe- 
laksanaan  pemerintahan  yang  efektif.  Tanpa 
sumber  daya  ekonomi  yang  memadai,  suatu 
unit  pemerintahan  kota  tidak  akan  dapat 
memenuhi  kebutuhan  dan  tuntutan  warga- 
nya.  Keempat,  unit  pemerintahan  harus  me- 
miliki  otonomi  yang  memadai  (kewenangan 
yang  efektiO  untuk  membuat  dan  melaksa- 
nakan  kebijakan  publik,  dan  birokrasi  yang 
efisien  untuk  melaksanakan  pelayanan 
pubHk.  Singkat  kata,  faktor  ketiga  me- 
nyangkut  pendapatan  daerah  sedangkan 
faktor  keempat  menyangkut  kewenangan 
mengurus  rumah  tangga  sendiri. 

Kelima,  suatu  unit  seyogyanya  bertang- 
gung  jawab  dalam  sejumlah  fungsi  yang  me- 
madai sehingga  tidak  hanya  dapat  menjadi 
arena  bagi  penyelesaian  konflik  kepenting- 
an,  tetapi  juga  mampu  menyeimbangkan  ke- 
butuhan pemerintah  dengan  sumber  daya 
yang  dikuasainya.  Semakin  sedikit  fungsi 
yang  dilakukan  semakin  terbatas  pula  ruang 
gerak  pemerintah  kota  untuk  memenuhi  ke- 
pentingan  warga  kota  yang  beragam  itu. 

Karena  pemerintah  kota  tidak  mungkin 
memenuhi  semua  permintaan  warganya 
pada  saat  yang  sama,  maka  jumlah  fungsi 
yang  memadai  akan  memungkinkan  peme- 
rintah mengalokasikan  suatu  pelayanan  pu- 
blik mengenai  fungsi  tertentu  pada  sebagian 
masyarakat  dan  mengalokasikan  pelayanan 
publik  tentang  fungsi  lain  pada  sebagian  ma- 
syarakat lainnya.  Agar  harapan  dan  kemam- 
puan  memenuhi  harapan  ini  seimbang,  ma- 
ka jumlah  fungsi  yang  memadai  seyogyanya 
tidak  hanya  mencakup  fungsi  pengeluaran 
(expenditure)  tetapi  juga  penerimaan  (re- 
venues). 

Keenam,  unit  pemerintahan  harus  teror- 
ganisasi  sedemikian  rupa  sehingga  pelaksa- 
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naan  fungsi-fungsinya  tidak  hanya  tetap  da- 
pat  dikontrol  oleh  para  warganya  tetapi  juga 
tetap  membuka  akses  yang  luas  kepada  para 
warganya.  Unit  pemerintahan  yang  terorga- 
nisasi  memerlukan  pembagian  kerja  baik  se- 
cara  horizontal  (dinas-dinas,  dan  instansi) 
maupun  secara  vertikal  menurut  jenjang  bi- 
rokrasi.  Semakin  tersentralisasi  pelaksanaan 
fungsi  ini,  semakin  sukar  bagi  para  warga 
kota  mengontrolnya  tetapi  juga  semakin  me- 
nutup  akses  warga  kota  terhadap  proses 
pembuatan  keputusan, 

Dan  akhirnya,  suatu  unit  harus  dapat 
menciptakan  kondisi  dan  kesempatan  yang 
maksimal  bagi  partisipasi  politik  aktif  dari 
para  warganya  sambil  tetap  memungkinkan 
unit  pemerintahan  itu  melaksanakan  tugas 
dan  kewenangannya  secara  memadai.  Pemi- 
lihan  kepada  daerah  dan  anggota  DPRD 
kota  secara  langsung  oleh  warga  kota,  lem- 
baga  legislatif  memiliki  hubungan  perwakil- 
an  dengan  para  warga  kota,  hubungan  legis- 
latif dan  eksekutif  berlangsung  secara  inter- 
aksional  (saling  mempengaruhi),  dan  biro- 
krasi  yang  tak  hanya  tunduk  kepada  kepu- 
tusan legislatif  tetapi  juga  melayani  warga 
kota,  merupakan  kondisi  dan  kesempatan 
bagi  partisipasi  aktif  warga  kota. 

Apa  yang  dikemukakan  ini  merupakan 
campuran  berbagai  faktor,  yaitu  ekonomi 
(kedua  dan  ketiga),  administratif  (pertama, 
keempat  dan  kelima)  dan  politik  (keenam 
dan  ketujuh).  Faktor  administratif  dan  poli- 
tik ini  menyiratkan  otonomi  pemerintah  ko- 
ta yang  cukup  luas  baik  dalam  tugas  dan  ke- 
wenangan  (fungsi)  maupun  dalam  keuang- 
an. 

Keenam  faktor  ini  tidak  selalu  sejalan 
karena  beberapa  di  antaranya  justru  berto- 
lak-belakang.  Demi  efisiensi,  faktor  kedua 
dan  ketiga  menghendaki  juridiksi  wilayah 
unit  pemerintahan  yang  luas.  Sedangkan, 


untuk  memungkinkan  para  warga  kota  me- 
ngontrol  apa  yang  dilakukan  oleh  pemerin- 
tah kota,  maka  faktor  keenam  dan  ketujuh 
menghendaki  lingkup  unit  pemerintah  yang 
tidak  terlalu  besar. 

Keputusan  harus  dibuat,  tetapi  pilihan 
kebijakan  untuk  menyelesaikan  permasalah- 
an  sangat  tidak  mudah.  Tidak  hanya  karena 
kewenangan  membuat  keputusan  lebih  terle- 
tak  pada  Pemerintah  Pusat  (dengan  pertim- 
bangan  Pemda  Tk.  I)  tetapi  juga  karena  per- 
timbangan  ekonomi  dan  politik  tidak  selalu 
serasi. 

Yang  dihadapi  tidak  hanya  permasalah- 
an  internal  kota  tersebut  tetapi  juga  dampak- 
nya  bagi  daerah  sekitar.  Tidak  hanya  kepen- 
tingan  masyarakat  kota  dan  daerah  sekitar- 
nya  saja  yang  harus  diperhitungkan,  tetapi 
juga  keseimbangan  antara  pertumbuhan 
kota  dan  desa  dan  perkembangan  antar  dae- 
rah. 

Keputusan  macam  apa  yang  akan  diam- 
bil  pemerintah  turut  dipengaruhi  oleh  orien- 
tasi  pembangunan  yang  dianut  para  pem- 
buat  keputusan.  Kalau  efisiensi  dan  rasiona- 
litas  yang  dianut  (pertimbangan  kedua  dan 
ketiga),  maka  lingkup  jurisdiksi  pemerintah 
kota  akan  diperluas  sehingga  yang  menik- 
mati  pelayanan  publik  cenderung  hanya  ka- 
langan  lapisan  menengah  dan  atas  masyara- 
kat kota. 

Akan  tetapi  kalau  pemberdayaan  manu- 
sia  (realisasi  dan  aktualisasi  diri,  partisipasi 
ekonomi- politik)  yang  menjadi  orientasi 
pembangunan  (pertimbangan  pertama,  ke- 
enam dan  ketujuh),  maka  luas  wilayah  p^ 
merintah  kota  relatif  tidak  terlalu  luas,  se- 
hingga kemungkinan  besar  tidak  hanya  se- 
mua  strata  masyarakat  perkotaan  akan  di- 
untungkan  tetapi  juga  penduduk  daerah  se- 
kitar. 
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Sisi  lain  dari  kaitan  pertumbuhan  kota 
dengan  struktur  politik,  khususnya  menge- 
nai  pertimbangan  politik,  yang  perlu  disi- 
mak  lebih  jauh  ialah  keadilan  wilayah. 


Keadilan  Wilayah 

Lokasi  sekolah,  perkantoran,  pusat  per- 
belanjaan,  jaringan  transportasi  dan  tele- 
pon,  rumah  sakit,  dan  distribusi  air  minum 
selama  ini  lebih  banyak  dialokasikan  berda- 
sarkan  kriteria  efisiensi,  seperti  biaya  yang 
murah,  keuntungan  maksimal  dan  jarak  ter- 
dekat.  Karena  itu  tidak  mengherankan  kalau 
pelayanan  seperti  ini  lebih  banyak  terkon- 
sentrasi  di  tengah  kota  daripada  di  daerah 
pinggiran. 

Akan  tetapi  dalam  negara  berorientasi 
kesejahteraan,  distribusi  menurut  mekanis- 
me  pasar  saja  telah  lama  dianggap  tidak  me- 
madai.  Karena  itu,  alokasi  sumber  daya  juga 
dilakukan  berdasarkan  kriteria  pemerataan, 
yang  berarti  berdasarkan  pertimbangan  po- 
litik. Salah  satu  pertimbangan  politik  itu 
ialah  pertimbangan  kebutuhan  wilayah.  Ka- 
rena itu  distribusi  spasial  akan  pelayanan 
publik  juga  menentukan  "Siapa  Mendapat 
Apa  dan  Di  Mana."^ 

Dua  isu  mencuat  ke  permukaan  manaka- 
la  kita  melakukan  evaluasi  pelayanan  publik 
secara  geografis.  Pertama,  apakah  kriteria 
yang  tepat  untuk  pemerataan  secara  tento- 
rial? Dan  kedua,  apakah  variasi  pelayanan 
publik  aktual  konsisten  dengan  kriteria  ter- 

'Uraian  mengenai  keadilan  wilayah  ini  merupakan 
revisi  atas  tulisan  dengan  judul  dan  penulis  yang  sama 
yang  dimuat  Surabaya  Post,  18  Februari  1993,  vi. 

*George  Boyne.  "Territorial  Justice:  A  Review  of 
Theory  and  Evidence,"  Political  Geography  Quarterly 
X,  no.  3,  July  1991. 


sebut?  Kriteria  yang  dianggap  tepat  untuk 
mengevaluasi  variasi  spasial  dalam  pelayan- 
an publik  ialah  keadilan  wilayah  (territorial 
Justice).  Kalau  dirumuskan  secara  sederha- 
na,  keadilan  wilayah  mensyaratkan  pelayan- 
an publik  diberikan  secara  proporsional  se- 
suai  dengan  kebutuhan  pelayanan  pada  pe- 
ringkat  antar  wilayah. 

Ilmuwan  yang  pertama  kali  merumuskan 
konsep  keadilan  wilayah  ialah  B.P.  Davis.^ 
Kalau  untuk  distribusi  pelayanan  pada  pe- 
ringkat  individual  digunakan  prinsip  "setiap 
orang  menerima  sesuai  dengan  kebutuhan- 
nya,  "maka  untuk  distribusi  pada  peringkat 
wilayah  mestinya  digunakan  prinsip  "setiap 
wilayah  menerima  sesuai  dengan  kebutuhan 
penduduk  wilayah  tersebut"  (to  each  area 
according  to  the  needs  of  the  population  that 
area).  Yang  pertama  diberi  label  keadilan 
sosial,  sedangkan  yang  kedua  diberi  label  ke- 
adilan wilayah. 

Keadilan  wilayah  tidak  sama  dengan  dis- 
tribusi sumber  daya  dalam  jumlah  sama  un- 
tuk setiap  wilayah.  Alokasi  per  wilayah  di- 
tentukan  oleh  derajat  kebutuhan  penduduk- 
nya.  Konsep  ini  dirumuskan  dengan  asumsi 
kebutuhan  merupakan  kriteria  yang  paling 
tepat  untuk  alokasi  pelayanan  sumber  daya 
sosial.  Sudah  barang  tentu  kebutuhan  bukan 
satu-satunya  kriteria  yang  tepat  bagi  keadil- 
an sosial. 

Hal  ini  berarti  kemampuan  pemerintah 
mencapai  keadilan  wilayah  secara  sempur- 
na,  sekalipun  bukanlah  obat  penyembuh 
mujarab  bagi  semua  persoalan  distribusi 
sumber  daya,  sangatlah  diperlukan.  Karena 
itu  permasalahan  alokasi  sumber  daya  beri- 
kut  perlu  dipertimbangkan.  Pertama,  peme- 
rataan antar  wilayah  mungkin  menyembu- 

^B.P.  Davis,  Social  Needs  and  Resource^  in  Local 
Services  {London:  Michael  Joseph,  1968). 
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nyikan  ketimpangan  di  dalam  wilayah  ter- 
tentu.  Keadilan  wilayah  merupakan  suatu 
keharusan  tetapi  bukan  merupakan  kondisi 
yang  cukup  untuk  mencapai  keadilan  sosial. 

Kedua,  terdapat  benturan  antara  keadil- 
an wilayah  dan  otonomi  lokal.  Kebutuhan 
penduduk  di  suatu  wilayah  tertentu  terka- 
dang  memerlukan  pelayanan  sumber  daya 
yang  lebih  besar  sehingga  mungkin  mengu- 
rangi  pelayanan  kepada  wilayah  lain.  Keti- 
ga,  terdapat  konflik  potensial  antara  efisien- 
si  dan  pemerataan.  Pemberian  fokus  kebi- 
jakan  pada  pemerataan  menurut  wilayah  ter- 
kadang  harus  mengorbankan  efisiensi. 

Akan  tetapi  terlepas  dari  kelemahan  ini, 
keadilan  wilayah  memiliki  nilai  strategis  dari 
sisi  kemanusiaan  (yang  paling  membutuh- 
kan  mendapatkan  prioritas)  dan  sisi  solidari- 
tas  sosial  maupun  integrasi  nasional  (friend 
in  need  friend  indeed).  Konsep  keadilan  wi- 
layah tidak  dimaksudkan  untuk  menggam- 
barkan  masyarakat  yang  adil  dan  ideal,  me- 
lainkan  sebagai  kriteria  untuk  menyelesai- 
kan  isu-isu  mengenai  bagaimana  sumber 
daya  seperti  pendidikan,  kesehatan,  dan  ke- 
pendudukan  seharusnya  dialokasikan  antara 
kelompok  atau  wilayah  yang  bersaing. 

Untuk  mengukur  keseluruhan  kebutuh- 
an, dua  dimensi  kebutuhan  perlu  dikaji, 
yaitu  jumlah  penduduk  yang  membutuhkan 
di  suatu  wilayah  dan  intensitas  kebutuhan 
setiap  penduduk  tersebut.  Perlu  dijajaki  apa- 
kah  hubungan  kedua  dimensi  itu:  (a)  bersifat 
positif  (apakah  wilayah  berpenduduk  besar 
juga  menunjukkan  kebutuhan  rata-rata  per 
orang  yang  lebih  besar);  (b)  bersifat  negatif 
(wilayah  yang  memiliki  jumlah  penduduk 
banyak  memperlihatkan  kebutuhan  rata- 
rata  per  orang  yang  lebih  sedikit);  ataukah 
(c)  tidak  menampakkan  hubungan  yang  jelas 
antara  kedua  dimensi  kebutuhan  tersebut. 


Pertanyaan  kebijakan  yang  kemudian 
muncul  ialah  apakah  wilayah  yang  pendu- 
duknya  paling  memerlukan  kebutuhan  ter- 
tentu tetapi  tidak  memiliki  sumber  daya  un- 
tuk mendapatkannya,  mendapatkan  pela- 
yanan dari  pemerintah  lokal?  Akan  tetapi 
hubungan  kedua  dimensi  kebutuhan  itu  saja 
mungkin  kurang  mampu  mengungkapkan 
peta  kebutuhan  masyarakat.  Karena  itu  ke- 
butuhan per  wilayah  perlu  pula  dibanding- 
kan  atas  dasar  beberapa  tipe  kebutuhan. 

Namun  harus  pula  disadari,  bahwa  kon- 
sep kebutuhan  secara  inheren  terkait  dengan 
ketimpangan  karena  menyangkut  nilai  ten- 
tang  kebutuhan  siapa  yang  diterima  secara 
signifikan.  Apakah  kebutuhan  normatif  (ke- 
butuhan yang  dirumuskan  oleh  pejabat  pe- 
merintah, akademisi  atau  kelompok  profesi 
dalam  situasi  tertentu  berdasarkan  pertim- 
bangan  obyektif-profesional)  ataukah  kebu- 
tuhan yang  dinyatakan  seorang  individu  me- 
lalui  sensus  merupakan  kebutuhan  yang  di- 
rasakan? 

Kebutuhan  macam  apakah  yang  akan  di- 
terima: apakah  kebutuhan  yang  telah  dieks- 
presikan  menjadi  tindakan,  seperti  mengaju- 
kan  permohonan  akan  pelayanan  (atau  me- 
ngajukan  tuntutan  akan  pelayanan  apabila 
jenis  pelayanan  itu  belum  tersedia)  ataukah 
kebutuhan  yang  timbul  setelah  mempelajari 
karakteristik  mereka  yang  akan  menerima 
pelayanan? 

Perbedaan  dasar  yang  tampak  dari  tipo- 
logi  ini  ialah  antara  nilai- nilai  yang  dianut 
pejabat  pemerintah  (normatif,  dan  perban- 
dingan)  dan  kebutuhan  publik  yang  mung- 
kin tidak  terekspresikan.  Tuntutan  akan  pe- 
layanan itu  tergantung  pada  pengadaan  sum- 
ber daya  untuk  memenuhi  kebutuhan  nor- 
matif menurut  versi  pemerintah  dan  kalang- 
an  profesional.  Pengadaan  sumber  daya 
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yang  terbatas  jelas  menghambat  tuntutan 
akan  pelayanan.  Sumber  daya  yang  terbatas 
biasanya  juga  dipublikasikan  pemerintah  se- 
cara  terbatas  pula.  Sebaliknya,  pengadaan 
sumber  daya  yang  berlimpah  mungkin  dapat 
mengubah  kebutuhan  yang  dirasakan  men- 
jadi  kebutuhan  yang  terekspresikan. 

Akan  tetapi  bagaimana  halnya  dengan 
jenis  kebutuhan  publik  yang  tidak  masuk 
dalam  kamus  kebutuhan  normatif  (pemerin- 
tah)? Bagi  sebagian  besar  masyarakat  kita 
yang  marginal,  miskin  dan  rentan  yang  bia- 
sanya juga  tinggal  di  wilayah  pinggiran  dan 
tengah-tengah  perkampungan,  kebutuhan 
terekspresi  akan  pelayanan  tertentu  hariya 
muncul  apabila  mereka  tidak  meUhat  alter- 
natif  lain.  Apakah  kelompok  masyarakat 
yang  paling  membutuhkan  uluran  tangan  ini 
tidak  termasuk  dalam  peta  pemerintah  lokal 
yang  memerlukan  keadilan  wilayah? 


Pelembagaan  Pemerintahan  Kota 

Tujuh  karakteristik  struktur  politik  dan 
keadilan  wilayah  yang  digambarkan  di  atas 
dapat  diwujudkan  menjadi  kenyataan,  apa- 
bila dilakukan  upaya  pelembagaan  pemerin- 
tahan  kota.  Pelembagaan  pemerintahan 
yang  dimaksud  bukan  hanya  pembentukan 
lembaga  baru  sesuai  dengan  kebutuhan  nya- 
ta  melainkan  juga  fungsionalisasi,  desentra- 
lisasi,  rasionalisasi,  dan  politisasi  struktur 
pemerintahan  yang  sudah  ada.^  Pelembaga- 
an pemerintahan  kota  ini  tidak  lain  merupa- 

Uraian  mengenai  hal  ini  merupalcan  revisi  atas  tu- 
lisan  dengan  judul  dan  penulis  yang  sama  yang  dimuat 
dalam  Surabaya  Post,  28  Juli  1994,  vi. 

'Bandingkan  dengan  John  Harrigan,  Political 
Change  in  the  Metropolis  (Boston:  Little,  Brown  and 
Company,  1981),  282-302. 


kan  penjabaran  ketujuh  karakteristik  struk- 
tur politik  dan  keadilan  wilayah. 

Tujuan  pelembagaan  pemerintahan  kota 
ialah  menciptakan  pemerintahan  kota  yang 
tak  hanya  efisien  namun  juga  efektif.  Yang 
efektif  memang  belum  tentu  efisien,  tetapi 
yang  efisien  juga  tidak  selalu  sesuai  dengan 
tujuan-tujuan  publik  sehingga  yang  efisien 
tidak  jarang  tidak  efektif  secara  politis. 
Yang  hendak  dicapai  dalam  penyelenggara- 
an  pemerintahan  kota  tidak  hanya  pemerin- 
tahan kota  yang  secara  teknis  efisien  (rasio- 
nal,  cakap  dan  cekatan)  tetapi  juga  yang  se- 
cara teknis  boleh  jadi  kurang  efisien  namun 
secara  politis  sesuai  dengan  tujuan  publik 
(efektif). 

Setidak-tidaknya  terdapat  lima  urusan 
atau  isu  publik  perkotaan  yang  menurut  pe- 
ngamatan  kita  memerlukan  upaya  pelemba- 
gaan yang  berbeda  sehingga  tujuan  politis 
dan/atau  tujuan  teknis  dapat  dicapai. 

Pertama,  pembentukan  dinas-dinas  yang 
langsung  menangani  kebutuhan  riel  dan 
mendesak  dari  sebagian  besar  warga  kota, 
seperti  tenaga  kerja,  sektor  ekonomi  infor- 
mal, transportasi  (lalu  lintas  jalan  raya),  pa- 
riwisata,  pertamanan,  dan  lingkungan  hi- 
dup.  Agaknya  tidak  ada  yang  membantah 
betapa  keenam  urusan  ini  menjadi  kebutuh- 
an nyata  dan  mendesak  warga  kota-kota  be- 
sar, seperti  Surabaya,  Bandung,  Medan  dan 
Semarang.  Pembentukan  dinas-dinas  ini  ti- 
dak hanya  sebagai  sarana  melayani  kebutuh- 
an masyarakat  tetapi  akan  menjadi  ukuran 
untuk  menilai  pekerjaan  DPRD  dan  Kepala 
Daerah. 

Berkaitan  dengan  pembentukan  dinas- 
dinas  ini,  hendaknya  juga  ditegaskan  kem- 
bali  fungsi  bagian-bagian  dalam  struktur  pe- 
merintahan. Bagian  Perekonomian,  dan  ba- 
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gian  Kesejahteraan  Rakyat,  misalnya,  seha- 
rusnya  tidak  diberi  kewenangan  implemen- 
tasi,  apalagi  penegak  (enforcement)  suatu 
kebijakan  kepada  masyarakat,  seperti  yang 
terjadi  selama  ini. 

Bagian  seyogyanya  hanya  melaksanakan 
fungsi  staf  di  bawah  koordinasi  Sekwilda 
dan  para  asistennya,  yaitu  melayani  pejabat 
pengambil  dan  pelaksana  kebijakan.  Hal- 
ihwal  yang  selama  ini  ditangani  Bagian 
Perekonomian  (seperti  izin  trayek  transpor- 
tasi  umum  di  dalam  kota)  atau  Bagian  Kesra 
(soal  kesenian)  seyogyanya  dijadikan  bagian 
dari  Dinas-dinas  yang  akan  dibentuk, 

Pembentukan  dinas-dirtas  untuk  mena- 
ngani  secara  langsung  sebagian  urusan 
rumah  tangga  daerah  sangat  penting  dalam 
menyelenggarakan  otonomi  daerah.  Hal  ini 
tentu  berlaku  sepanjang  pemberian  urusan 
rumah  tangga  sendiri  kepada  suatu  daerah 
sesuai  dengan  karakteristik  geografis,  eko 
nomi,  dan  sosial-budaya  daerah  tersebut. 
Jangan  sampai  suatu  daerah  perkotaan  yang 
tidak  memiliki  sumber  alam  tambang  diberi 
kewenangan  mengurus  sebagian  urusan  per- 
tambangan  misalnya. 

Keberadaan  suatu  daerah  otonom  tidak 
terutama  ditandai  oleh  kehadiran  lembaga 
DPRD  dan  Kepala  Daerah,  melainkan  yang 
paling  penting  ditentukan  oleh  apakah 
dinas-dinas  yang  dibentuk  dalam  rangka  pe- 
laksanaan  urusan  rumah  tangga  sendiri  itu 
menguntungkan  para  warga  kota  secara 
langsung.  Otonom  tidaknya  suatu  daerah 
hendaknya  tidak  hanya  dilihat  dari  apakah 
daerah  mampu  mencari  pendapatan  asli  dae- 
rah (PAD),  melainkan  juga  dari  apakah 
para  warga  kota  merasakan  manfaat  mate- 
riil  dan  nonmateriil  dari  pelaksanaan  otono- 
mi daerah  tersebut. 

Kedua,  pendelegasian  kewenangan  kepa- 


da pemerintah  yang  lebih  rendah  tingkatan- 
nya  (pembantu  walikota,  camat,  lurah)  da- 
lam memberikan  pelayanan  publik  yang  ber- 
sifatt  administratif,  seperti  kependudukan 
(KTP,  KIPEM,  KSK),  akte  kelahiran,  per- 
kawinan,  kematian,  SIM,  dan  1MB.  Pende- 
legasian kewenangan  ini  tentu  juga  harus  di- 
sertai  oleh  pengadaan  anggaran,  tenaga  dan 
peralatan  yang  memadai. 

Karena  pelayanan  administratif  tidak 
hanya  menangani  kebutuhan  yang  bersifat 
khusus  para  warga  kota  tetapi  juga  me- 
nyangkut  identitas  pribadi  dan  martabat  ma- 
nusia,  maka  prinsip  yang  diterapkan  seyog- 
yanya bukan  soal  efisiensi  semata  melainkan 
terutama  kualitas  pelayanan  yang  manu- 
siawi. 

Hal  ini  berarti,  makin  dekat  tingkatan 
pemerintahan  yang  melayani  kebutuhan  ad- 
ministratif makin  baik  kuahtas  pelayanan- 
nya.  Makin  dekat  lembaga  pelayanan  de- 
ngan penduduk,  maka  kebutuhan  penduduk 
yang  termasuk  kategori  marjinal,  baik  da- 
lam artian  fisik  yaitu  yang  tinggal  di  wilayah 
pinggiran  kota  maupun  dalam  arti  sosial 
yang  mungkin  tinggal  di  perkampungan  ku- 
muh  di  tengah  kota,  akan  semakin  diperhati- 
kan  pada  saatnya  keadilan  wilayah  pun  da- 
pat  diwujudkan.  Sehubungan  dengan  hal  ini 
patut  dipertimbangkan  agar  urusan  kepen- 
dudukan diserahkan  kepada  Lurah,  urusan 
akte  kelahiran,  perkawinan  dan  kematian  di- 
serahkan kepada  Camat,  sedangkan  SIM 
dan  1MB  didelegasikan  pada  tingkat  Pem- 
bantu Walikota. 

Ketiga,  karena  pelayanan  publik  dalam 
bidang  infrastruktur  menyangkut  kebutuhan 
dasar  setiap  warga  kota  dan  pemenuhannya 
memerlukan  teknologi  yang  cukup  tinggi, 
maka  produksinya  tidak  hanya  harus  dalam 
jumlah  besar  tetapi  juga  secara  teknis  dan 
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ekonomis  harus  pula  efisien.  Air  minum,  lis- 
trik  (domestik  ataupun  penerangan  jalan), 
jalan,  telepon,  dan  transportasi  merupakan 
pelayanan  publik  infrastruktur. 

Produksi  dalam  jumlah  besar  dan  secara 
teknis-ekonomis  efisien  ini  hanya  mungkin 
dicapai,  apabila  kewenangan  pelayanan  pu- 
blik jenis  ini  tidak  didesentralisasikan  pada 
aparat  pemerintah  yang  lebih  rendah  melain- 
kan  disentralisasi  pada  suatu  instansi  (dinas 
atau  Perusahaan  Daerah).  Inilah  yang  oleh 
para  ekonom  disebut  economics  of  scale  ka- 
rena  jangkauan  jurisdiksi  dan  karena  itu 
konsumennya  lebih  besar. 

Akan  tetapi  sentralisasi  kewenangan  da- 
lam pelayanan  publik  infrastruktur  harus  di- 
imbangi  oleh  prinsip  accountability  kepada 
publik,  karena  setiap  penggunaan  kewenang- 
an memang  harus  dapat  dipertanggungja- 
wabkan  secara  politis  kepada  publik  dan  se- 
cara hukum  administrasi  kepada  atasan 
dan/atau  PTUN.  Prinsip  accountability  ke- 
pada publik  ini  tidak  hanya  berwujud  akses 
yang  luas  bagi  warga  kota  untuk  ikut  mem- 
pengaruhi  pengambilan  keputusan  dalam 
jumlah  produksi,  pola  distribusi,  tarif,  dan 
kualitas  pelayanan  tetapi  juga  kontrol  pu- 
blik yang  efektif  terhadap  pelaksanaan  pela- 
yanan publik  tersebut. 

Yang  bertindak  atas  nama  publik  dalam 
negara  demokrasi  ialah  para  wakil  rakyat 
(DPRD).  Karena  itu  Komisi  Khusus  di 
DPRD  perlu  memberi  perhatian  khusus 
pada  pelayanan  publik  infrastruktur  ini, 
yaitu  ikut  mengambil  keputusan  mengenai 
pola  produksi,  distribusi,  tarif  dan  kualitas 
pelayanan,  dan  memantau  serta  mengawasi 
implementasi  pelayanan  tersebut  kepada 
para  warga  kota  dengan  mendayagunakan 
media  massa. 

Karena  yang  dipantau  dan  diawasi  Ko- 
misi-komisi  DPRD  cukup  banyak  dan  sifat 


pengawasannya  Juga  cenderung  terlalu 
umum,  barangkali  sudah  selayaknya  dipikir- 
kan  untuk  membentuk  komisi  khusus  dari 
kalangan  masyarakat  guna  memantau  dan 
mengawasi  pelayanan  publik  tersebut.  Ko- 
misi masyarakat  ini  seyogyanya  beranggota 
dari  kalangan  lembaga  konsumen,  para  ahli 
independen,  LBH,  dan  karyawan  pensiunan 
instansi  pelayanan  publik  tersebut.  Dengan 
latar  belakang  keanggotaan  seperti  ini,  Ko- 
misi diperkirakan  akan  mampu  tampil  seba- 
gai  mitra  yang  tak  kalah  kompeten  dari  in- 
stansi yang  memberikan  pelayanan  publik 
(PDAM,  DPU,  Telkom  dan  PLN). 

Kalau  produksi  dan  distribusi  pelayanan 
pubhk  infrastruktur  ini  harus  disentralisasi, 
maka  pembayaran  atas  pelayanan  barang 
dan  jasa  yang  diterima  dapat  didesentralisa- 
sikan secara  tentorial  dan/atau  fungsional 
dengan  menerapkan  manajemen  menjemput 
bola. 

Keempat,  memperbanyak  jabatan  politis 
sehingga  pemegang  jabatan  itu  akan  dapat 
diminta  pertanggungjawaban  secara  politis 
oleh  para  wakil  rakyat  (DPRD).  Yang  di- 
maksud  dengan  jabatan  politis  ialah  jabatan 
yang  pemegangnya  dipilih  oleh  rakyat  secara 
langsung  atau  tidak  langsung  oleh  DPRD 
(elected  officials),  atau  jabatan  yang  peja- 
batnya  setidak-tidaknya  mendapat  persetu- 
juan  DPRD. 

Kepala-kepala  Dinas  (seperti  PU,  Tata 
Kota,  Pengawasan  Bangunan,  Pendapatan 
Daerah),  Badan  (Bappeda),  atau  Direktur 
Perusahaan  Daerah  (PDAM  dan  Pasar) 
yang  secara  langsung  melaksanakan  kewe- 
nangan yang  menjadi  urusan  rumah  tangga 
daerah  (otonomi  daerah)  hendaknya  dijadi- 
kan  jabatan  politis  sehingga  pejabatnya  dipi- 
lih oleh  atau  setidak-tidaknya  mendapat  per- 
setujuan  DPRD.  Karena  menyanjgkut  Oto- 
nomi Daerah  Tingkat  II,  maka  penetapan 
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pejabat  ini  seyogyanya  hanya  menjadi  kewe- 
nangan  Walikotamadya  Kepala  Daerah  dan 
DPRD,  tanpa  perlu  meminta  persetujuan  pe- 
merintah  yang  lebih  tinggi. 

Dalam  hal  ini  perlu  dicatat  Daerah  Oto- 
nom  Tingkat  II  tidak  menjadi  bawahan 
Daerah  Otonom  Tingkat  I.  Hubungan  Dati  I 
dan  Dati  II  sebagai  sama-sama  daerah  oto- 
nom seharusnay  bersifat  mitra,  bukan  hirar- 
ki  seperti  yang  terjadi  selama  ini.  DPRD  Tk. 
II  bukan  bawahan  DPRD  Tk.  I,  sehingga 
Kepala  Daerah  Tk.  II  bukan  bawahan  Kepa- 
la Daerah  Tk.  I. 

Kelima,  rasionalisasi  dan  politisasi  pe- 
mungutan  pajak,  retribusi,  dan  pungutan 
resmi  lainnya.  Rasionalisasi  administrasi  pe- 
mungutan  berkaitan  dengan  upaya  menggali 
semua  potensi  pendapatan  daerah,  dan 
upaya  efisiensi  pemungutan  sehingga  men- 
jadi Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang 
nyata.  Dalam  hal  ini  yang  perlu  dipertanya- 
kan  bukan  apakah  terjadi  peningkatan  PAD 
setiap  tahunnya,  melainkan  apakah  kenaik- 
an  PAD  itu  sesuai  dengan  potensi  pendapat- 
an daerah  yang  ada.  Politisasi  pemungutan 
menyangkut  penentuan  tarif  yang  adil  (ber- 
dasarkan  kemampuan  membayar  dan/atau 
jumlah  barang  dan  jasa  yang  dikonsumsO, 
dan  peningkatan  pelayanan  kepada  wajib 
pajak. 

Dan  keenam,  untuk  menopang  kelima 
bentuk  pelembagaan  tersebut  sudah  saatnya 
diadakan  perubahan  eselonisasi  (yang  ber- 
arti  peningkatan  kesejahteraan,  dan  status) 
pada  Daerah  Tingkat  II  sehingga  SDM  yang 
berkualitas  bersedia  ditempatkan  pada  Dati 
II. 

Kalau  keenam  upaya  pelembagaan  itu  di- 
laksanakan,  maka  pola  perilaku  yang  diha- 
rapkan  dari  para  manajer  publik  perkotaan 
juga  berubah  dari  apa  yang  selama  ini  dila- 
kukan.  Sebaliknya,  pejabat  politik,  manajer 


publik  dan  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  itu 
tidak  hanya  mengetahui  pola  perilaku  yang 
diharapkan  publik  tetapi  juga  akan  memper- 
kuat  pelembagaan  pemerintahan  kota. 

Menambah  jumlah  dinas  jelas  tidak  ha- 
nya akan  memerlukan  manajer  publik  yang 
baru  tetapi  juga  knowledge,  skills  and  abil- 
ities (KSA)  yang  baru.  Memperbanyak  ja- 
batan  politis  -  sebagai  salah  satu  indikator 
pemerintahan  yang  demokratis  -  niscaya 
akan  memerlukan  manajer  publik  yang  lebih 
accountable  kepada  publik.  Desentralisasi 
pelayanan  publik  administratif  jelas  memer- 
lukan manajer- manajer  publik  di  tingkat  ba- 
wah  yang  tak  hanya  harus  memiliki  KSA 
umum  dan  khusus  tetapi  juga  tanggung  ja- 
wab  yang  lebih  besar. 

Sentralisasi  pelayanan  publik  infrastruk- 
tur  tetap  dipantau  dan  diawasi  oleh  DPRD 
dan/atau  Komisi  Khusus,  tak  hanya  memer- 
lukan manajer  dan  PNS  yang  memiliki  KSA 
umum  dan  khusus  tetapi  juga  akan  melahir- 
kan  perilaku  yang  accountable  kepada  pu- 
blik. 

Tetapi  apakah  efisiensi  dan/atau  efekti- 
vitas  pemerintahan  hanya  dapat  dicapai  de- 
ngan upaya- upaya  pelembagaan  di  atas? 

Swastanisasi  Sebagian  Urusan  Pu- 

Upaya  lain  menciptakan  pemerintahan 
yang  efisien  dan/atau  efektif  ialah  swastani- 
sasi sebagian  urusan  publik.  Privatisasi  seba- 
gian urusan  publik  sesungguhnya  merupa- 
kan  bagian  dari  upaya  pelembagaan  peme- 
rintahan kota.  Rencana  Badan  Pertanahan 


"*Uraian  ini  merupakan  revisi  atas  tulisan  dengan 
judul  yang  berbeda  ("Swastanisasi  Urusan  Pemerintah- 
an") oleh  penulis  yang  sama  yang  dimuat  Surabaya 
Post,  1 1  Agustus  1994,  vi. 
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Nasional  (BPN)  menyerahkan  urusan  pem- 
buatan  sertifikat  tanah  kepada  swasta  ter- 
nyata  bukan  yang  pertama  dan  yang  ter- 
akhir,  karena  sebelumnya  Departemen  Per- 
dagangan  juga  sudah  menyerahkan  pena- 
nganan  urusan  tata  niaga  cengkeh  kepada 
BPPC. 

Di  Jatim  sendiri  telah  terungkap  suatu 
kebijakan  untuk  menyerahkan  kepada  swas- 
ta kegiatan  menarik  Pajak  Pembangunan  I 
(PP  I)  dengan  pilot  project  Kabupaten  Dati 
II  Malang,  Kotamadya  Dati  II  Malang  dan 
Kotamadya  Dati  II  Surabaya. Dinas  Ke- 
pendudukan  Pemda  Kota  Madya  Surabaya 
(KMS)  rupanya  juga  telah  menyerahkan 
urusan  pendaftaran  dan  pembuatan  kartu 
Nomer  Penduduk  (Nopen)  kepada  perusa- 
haan  swasta,  PT  Ora  Et  Labora.^^  Untuk 
membayar  rekening  bagi  pelanggannya, 
PLN  dan  PDAM  dewasa  ini  telah  menerap- 
kan  prinsip  desentralisasi  fungsional,  yaitu 
mengontrakkannya  kepada  KUD  (bagi 
PLN)  dan  kepada  perusahaan  swasta  terten- 
tu  (PDAM). 

Sementara  itu  sejumlah  Pemda  Tk.  II 
memang  sudah  lama  menyerahkan  pemu- 
ngutan  retribusi  parkir  kepada  perusahaan 
swasta,  baik  untuk  seluruh  kawasan  suatu 
kota  maupun  kawasan  tertentu  suatu  kota. 
Walaupun  terdapat  suara  setuju  dan  tak  se- 
tuju  dari  berbagai  pihak,  agaknya  penyerah- 
an  sebagian  urusan  pubHk  kepada  swasta  ini 
makin  lama  makin  menjadi  fenomena 
umum  baik  pada  peringkat  pusat  maupun 
daerah. 

Apakah  fenomena  penswastaan  sebagian 
urusan  pemerintahan  ini  merupakan  refleksi 

Surabaya  Post,  7  Juli  1994. 

^^Surya.  8  dan  9  Agustus  1994.  Rencana  pembuatan 
Nopen  belum  lagi  selesai,  Pemerintah  Pusat  (Mendagri) 
membuat  kebijakan  tentang  komputerisasi  pendaftaran 
dan  pembuatan  KTP  secara  nasional. 


ketidakmampuan  birokrasi,  seperti  yang  di- 
tengarai  oleh  pendekatan  pembangunan 
realis-individualis,'''  ataukah  fenomena  ini 
merupakan .  bagian  dari  upaya  reinventing 
government?  Untuk  menjawab  pertanyaan 
ini,  terlebih  dahulu  perlu  dipertanyakan  me- 
ngapa  Pemda  Tk.  II  menyerahkan  sebagian 
urusan  itu  kepada  swasta  justru  di  tengah- 
tengah  munculnya  desakan  untuk  menitik- 
beratkan  otonomi  pada  Dati  II? 

Alasan  yang  dikemukakan  cukup  berva- 
riasi.  Salah  satu  alasan  utama  penswastaan 
tersebut  ialah  efisiensi.  Kalau  kegiatan  meii- 
daftar  dan  memungut  pajak  dan  retribusi  di- 
kontrakkan  kepada  perusahaan  swasta, 
maka  Pemda  tinggal  menerima  pendapatan 
bersih  tanpa  menanggung  biaya  operasional, 
tenaga  pegawai,  dan  risiko  kebocoran.  Se- 
dangkan  sebagian  pegawai  Dispenda  dapat 
dialihkan  untuk  mengerjakan  pekerjaan 
lain.  Pembuatan  kartu  Nopen  oleh  swasta 
juga  dalam  rangka  efisiensi  tersebut. 

Perusahaan  swasta  yang  diserahi  tugas 
tersebut  tentu  juga  tidak  ingin  rugi,  sehingga 
juga  meminta  bagian  dari  hasil  pemungutan 
pajak  atau  pembuatan  Nopen  tersebut.  Wa- 
laupun mendapat  bagian  sebanyak  25%  dari 
hasil  pemungutan  PP  I,  misalnya,  penerima- 
an  Pemda  diperkirakan  masih  lebih  mening- 
kat  daripada  sebelumnya  ketika  ditangani 
sendiri  oleh  Dispenda. 

Alasan  penswastaan  seperti  ini  secara  ti- 
dak langsung  merupakan  pengakuan  keti- 
dakmampuan birokrasi  melaksanakan  kewe- 
nangan  implementasi  secara  efisien.  Apa 
yang  ditengarai  oleh  perspektif  realis- indivi- 
dual agaknya  didukung  oleh  kenyataan  pen- 
swastaan urusan  publik  ini.  Swasta  rupanya 


'■'Lihat  Ramlan  Surbakti,  "Ideologi  Reali^Indivi- 
dualis  dalam  Pembangunan  Kota",  Surabaya  Post,  4 
Agustus  1994,  vi. 
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dinilai  lebih  cekatan,  lebih  efisien,  dan  lebih 
luwes  daripada  birokrasi.  Birokrasi  yang  se- 
harusnya  efisien,  dalam  kenyataan  malahan 
sebaliknya. 

Alasan  lain  yang  berupa  hidden  agenda 
barangkali  tidak  begitu  menyenangkan  bagi 
Dispenda.  Karena  Dispenda  sekarang  ini  di- 
kejar-kejar  meningkatkan  PAD  yang  berarti 
mengurangi  sumber  pendapatan  tak  resmi 
(untuk  pribadi)  ~  karena  semua  wajib  pajak 
dan  pungutan  yang  selama  ini  diketahui  dan 
dijadikan  "simpanan"  hams  dilaporkan, 
maka  Dispenda  mencari  cara  lain  yang  dapat 
meningkatkan  PAD  dan  pendapatan  priba- 
di, yaitu  mengontrakkannya  kepada  perusa- 
haan  swasta. 

Dengan  mengontrakkan  pemungutan  pa- 
jak atau  retribusi  kepada  swasta  berarti 
tender  hams  dilakukan.  Praktek  pemba- 
ngunan  proyek-proyek  fisik  selama  ini  me- 
nunjukkan  betapa  proses  tender  merupakan 
sumber  pendapatan  tak  resmi  bagi  pejabat 
yang  memutuskan  pemenang  tender.  Karena 
itu  penswastaan  kegiatan  pemungutan  pajak 
dan  retribusi  atau  kegiatan  mendaftar 
Nopen  dan  pengumsan  sertifikat  tanah  juga 
tidak  lepas  dari  agenda  tersembunyi  terse- 
but. 

Tetapi  fenomena  di  atas  juga  dapat  dili- 
hat  dari  upaya  reinventing  government  (me- 
mmuskan  kembali  fungsi  pemerintahan 
yang  pas).  Upaya  memmuskan  kembali  (re- 
definisi)  fungsi  pemerintahan  yang  pas  agak- 
nya  merupakan  buah  dari  kritik  pendekatan 
realis-individualis  terhadap  pendekatan  ma- 
najerial/teknokratik.  Redefinisi  tugas  peme- 
rintahan ini  dapat  dilakukan  baik  dengan 
privatisasi  maupun  dengan  profesionalisasi 
sikap  dan  perilaku  birokrasi. 

Salah  satu  bentuk  perumusan  kembali 
fungsi  pemerintahan  ini  ialah  pembagian 


kerja  antara  sektor  publik  dan  sektor  privat. 
Manakala  suatu  jenis  kegiatan  pemerintahan 
dipandang  lebih  efisien  ditangani  swasta 
hendaknya  diserahkan  kepada  swasta,  dan 
kalau  kegiatan  lain  lebih  efisien  ditangani 
sektor  publik  maka  diserahkan  kepada  biro- 
krasi. 

Urusan  yang  diserahkan  Pemda  Tk.  II 
kepada  swasta  rupanya  bukan  kewenangan 
membuat  kebijakan,  seperti  menentukan 
siapa  menjadi  wajib  pajak,  tarif  dan  besar- 
nya  pungutan,  melainkan  kewenangan  im- 
plementasi  (dan  enforcement),  seperti  men- 
daftar dan  memungut  Pajak  Pembangunan 
I,  menerima  pembayaran  rekening  Ustrik, 
memungut  rekening  air  minum,  memungut 
retribusi  parkir,  dan  mendaftar  dan  mem- 
buatkan  kartu  Nomer  Penduduk. 

Himbauan  Gubernur  Jatim  kepada  para 
Bupati/Walikotamadya  Kepala  Daerah  Dati 
I  se- Jatim  untuk  menswastakan  pelaksanaan 
peringatan  hari-hari  besar/penting,  seperti 
HUT  Proklamasi,  barangkaU  juga  dapat  di- 
tempatkan  dalam  kerangka  reinventing  gov- 
ernment tersebut  walaupun  Gubernur  sen- 
diri  menyebut  peningkatan  peran  swasta  se- 
bagai  alasannya. 

Karena  birokrasi  sudah  membengkak 
dan  kewenangannya  tak  terkontrol,  sedang- 
kan  sektor  swasta  efisien  dalam  penggunaan 
dana,  tenaga,  dan  sarana,  maka  sektor  swas- 
ta dinilai  lebih  efisien  melakukan  kegiatan 
pendaftaran  dan  pemungutan  daripada  oleh 
sektor  publik. 

Kedua  penjelasan  di  atas  cacat  dalam 
satu  hal,  yaitu  hanya  memperhatikan  alasan 
teknis  dan  efisiensi.  Padahal  urusan  publik 
tidak  hanya  menyangkut  efisiensi  tetapi  ter- 
utama  justru  menyangkut  politik,  seperti 
persamaan  dan  keadilan  (equity  and  justice), 
serta  kesejahteraan  umum  dan  kuaUtas  hi- 
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dup  (welfare  and  quality  of  life). 

Penentuan  tarif  dan  besarnya  suatu  pu- 
ngutan  memang  betul  ditetapkan  oleh  Pem- 
da,  tetapi  apakah  para  wajib  pajak  akan  di- 
perlakukan  secara  adil  sesuai  dengan  ke- 
mampuan  mereka.  Karena  kemampuan  wa- 
jib pajak  tidak  sama,  tentu  badan  yang  dike- 
nakan  dan  perlakuan  lainnya  juga  harus  ber- 
beda.  Apakah  prosedur  yang  diterapkan  da- 
lam  penagihan  mengikuti  prosedur  publik 
ataukah  prosedur  swasta.  Penagihan  ala  tu- 
kang  tagih  kredit  (debt  collector),  yang  bebe- 
rapa  waktu  lalu  ramai  dibicarakan,  jelas  ti- 
dak dapat  dibenarkan  oleh  prosedur  publik. 

Hal  lain  yang  perlu  diperhatikan  ialah 
konsekuensi  penswastaan  sebagian  kewe- 
nangan  implementasi  kepada  swasta  terha- 
dap  hubungan  fungsional  Kepala  Daerah/ 
birokrasi  dengan  DPRD.  Kalau  sebagian  ke- 
wenangan  implementasi  ini  diserahkan  ke- 
pada swasta,  maka  birokrasi  akan  semakin 
banyak  menangani  urusan  pembuatan  kebi- 
jakan,  dan  urusan  pengawasan  terhadap  pe- 
kerjaan  swasta  tersebut.  Bila  hal  ini  benar, 
apalagi  fungsi  yang  tersisa  bagi  DPRD? 

Paradigma  Reformasi  Struktur  Poli- 
tik 

Untuk  mengetahui  apakah  suatu  struktur 
politik  kota  telah  dianggap  baik  (efektif  dan 
efisien)  atau  belum,  setidak-tidaknya  lima 
indikator  sosial  berikut  ini  dapat  digunakan 
sebagai  tolok  ukur.''*  Pertama,  keluaran 
(output)  pelayanan  publik  yang  tinggi  per 
kapita.  Dalam  hal  ini,  yang  penting  tidak 
hanya  jumlah  produksi  dibandingkan  de- 

'^Bandingkan  dengan  Robert  L.  Lineberry,  "Man- 
dating Urban  Equality:  The  Distribution  of  Municipal 
Services",  dalam  Harlan  Hahn  dan  Charles  H.  Levine, 
Readings  in  Urban  Politics:  Past,  Present  and  Future 
(New  York:  Longman,  1984),  189-190. 


ngan  jumlah  penduduk  tetapi  juga  distribusi 
dan  kualitas  pelayanan  tersebut.  Kedua, 
pemberian  pelayanan  publik  yang  lebih  efi- 
sien. Yang  penting  di  sini  tak  hanya  pelayan- 
an sampai  pada  tujuan  tetapi  juga  penyam- 
paiannya  harus  pula  hemat  waktu,  dana  dan 
tenaga. 

Ketiga,  distribusi  atau  pemerataan  beban 
yang  lebih  adil  di  antara  penerima  pelayan- 
an. Setiap  orang  yang  menerima  pelayanan 
yang  sama  menanggung  beban  secara  ber- 
beda,  yaitu  membayar  sesuai  dengan  ke- 
mampuannya  dan/ atau  sesuai  dengan  jum- 
lah barang  dan  jasa  yang  dikonsumsinya. 

Keempat,  pejabat  pemerintah  bertang- 
gung  jawab  (accountable)  secara  politis  ke- 
pada warga  kota  dan  secara  hukum  kepada 
badan  peradilan.  Dan  kelima,  partisipasi  po- 
litik warga  kota  baik  dalam  penentuan  para 
pejabat  puncak  Pemda  Kota  maupun  dalam 
menentukan  bentuk  dan  arah  kebijakan  pu- 
blik di  kota  sangat  tinggi  frekuensi,  volume 
dan  intensitasnya. 

Sebagian  besar  dari  kelima  indikator  ini 
agaknya  belumlah  menjadi  kenyataan  di 
kota-kota  besar  Indonesia.  Kalau  pengamat- 
an  ini  benar,  mengapa  pelayanan  publik, 
partisipasi  politik,  dan  pertanggungjawaban 
tersebut  belum  menjadi  kenyataan?  Solusi 
yang  ditawarkan  para  ahli  sangatlah  berbeda 
sesuai  dengan  kerangka  teori  yang  diguna- 
kan untuk  melihat  permasalahan.  Namun 
dari  berbagai  penjelasan  yang  berbeda  itu  se- 
benarnya  dapat  disederhanakan  menjadi 
dua.  Yang  satu  berangkat  dari  paradigma 
ekonomi  politik,  yang  Iain  melihatnya  dari 
paradigma  reformasi  institusional.'^ 


'^Elinor  Ostrom,  "Metropolitan  Reform:  Proposi- 
tions Derived  from  Two  Traditions,"  dalam  Harlan 
Hahn  dan  Charles  H.  Levine,  eds.,  Readings  in ....  329- 
347. 
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Bagi  paradigma  reformasi  institusional 
(birokrasi  yang  rasional),  penyebab  dari  per- 
masalahan  itu  ialah  fragmentasi  struktur  po- 
litik  kota  Metropolitan.  Selama  ini  suatu 
daerah  metropolitan  dilihat  sebagai  suatu 
komunitas  besar  yang  dipadukan  oleh  ba- 
nyak  hubungan  sosial-ekonomi  tetapi  secara 
artifisial  terkotak-kotak  oleh  unit-unit  pe- 
merintahan  yang  dipaksakan  dari  luar. 

Jumlah  unit  pemerintahan  independen  di 
dalam  kota  Metropolitan  terlalu  banyak  se- 
hingga  profesionalisme  dan  hubungan  hirar- 
ki  tidak  terlalu  menonjol.  Karena  fragmen- 
tasi poHtik  selalu  diikuti  oleh  pemilihan  pe- 
jabat  pemerintah  secara  lokal  untuk  setiap 
unit  pemerintahan  yang  independen,  maka 
partisipasi  poHtik  dan  pertanggungjawaban 
pejabat  pemerintah  semakin  berkurang.  Hal 
ini  tidak  lain  karena  warga  masyarakat  me- 
nyerahkan  semua  urusan  kepada  pejabat 
yang  dipilih  secara  lokal  tersebut. 

Karena  itu  paradigma  ini  memberikan 
terapi  berikut.  Ukuran  suatu  unit  pemerin- 
tahan kota  diperbesar,  dan  jumlah  unit  pe- 
merintahan independen  di  dalam  kota  Me- 
tropolitan dikurangi  sehingga  profesionalis- 
me dalam  pelaksanaan  tugas  semakin  tinggi 
dan  jalur  hirarki  makin  diandalkan  dalam 
hubungan  tugas.  Keadaan  ini  pada  giliran- 
nya  akan  menyebabkan  dampak  positif  bagi 
kelima  indikator  itu.  Selain  itu,  dianjurkan 
hanya  pejabat  yang  menduduki  jabatan  pen- 
ting  saja  yang  dipilih  secara  langsung  oleh 
warga  kota. 

Kalau  mengikuti  paradigma  ini,  kota- 
kota  di  Amerika  belum  berhasil  mewujud- 
kan  semua  kondisi  itu  secara  positif  karena 
terdapat  permasalahan  fragmentasi  politik. 
Karena  itu  kalau  utusan  Seattle  ~  yang 
menghadiri  Seminar  tentang  Manajemen 
Kota  Metropolitan  di  Surabaya  1992  -- 


menggambarkan  Walikota  di  Amerika  me- 
rupakan  pembuat  kata  putus  sendiri  tanpa 
harus  meminta  pengesahan  lagi  kepada  pe- 
merintah tingkat  atasan,  hanya  benar  sepan- 
jang  urusan  itu  memang  menjadi  tugas  dan 
kewenangan  sang  Walikota. 

Yang  tidak  disebutkan  ialah  urusan  yang 
menjadi  tugas  dan  tanggung  jawab  Walikota 
di  Sana  jauh  lebih  sedikit  daripada  tugas  dan 
kewenangan  seorang  Walikota  di  Indonesia. 
Urusan  Walikota  di  sana  sangatlah  terbatas, 
seperti  pajak  lokal,  zoning,  pekerjaan  umum 
(jalan  lokal,  kebersihan,  dan  sistem  pem- 
buangan),  perizinan  usaha,  dan  kepoUsian. 
Urusan-urusan  lain,  seperti  pendidikan,  ke- 
sehatan,  air  minum,  dan  kesejahteraan  so- 
sial  ditangani  oleh  berbagai  instansi  baik 
yang  menjadi  aparat  negara  bagian,  county 
(semacam  kabupaten),  dan  township  mau- 
pun  instansi  independen  yang  pimpinannya 
dipilih  per  distrik. 

Dalam  skala  yang  berbeda,  Indonesia 
sebelum  Orde  Baru  juga  ditandai  oleh  gejala 
yang  sama.  Struktur  pemerintahan  daerah, 
termasuk  perkotaan,  juga  dicoraki  oleh  se- 
jumlah  dualisme  antara  aparat  pusat  di  dae- 
rah dan  aparat  pemerintah  lokal  yang  oto- 
nom,  dan  di  antara  aparat  berbagai  departe- 
men  di  daerah  yang  cenderung  berjalan  sen- 
diri-sendiri. 

Uy  No.  5  Tahun  1974  tentang  Pokok- 
pokok  Pemerintahan  di  Daerah  kurang  lebih 
mengikuti  paradigma  reformasi  interna- 
sioiial  ini.  Akan  tetapi,  kenyataan  pula  me- 
nunjukkan  bahwa  struktur  politik  hasil  re- 
formasi kelembagaan  ini  pun  belum  berdam- 
,pak  positif  terhadap  semua  indikator  eko- 
nomi  dan  politik  tersebut.  Upaya  menghi- 
langkan  dualisme  atau  fragmentasi  politik 
itu  mungkin  belum  berhasil  karena  tidak  di- 
sertai  profesionalisme  yang  tinggi  di  antara 
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para  pejabat,  dan  kerja  sama  dan  koordinasi 
antar  pejabat  sangat  lemah. 

Yang  harus  dipersoalkan  dari  paradigma 
ini  ialah  apa  nalar  mengurangi  dualisme  pe- 
merintahan  atau  fragmentasi  politik  akan 
meningkatkan  partisipasi  politik  warga  dan 
pertanggungjawaban  pejabat  pemerintah? 
Kelemahan  paradigma  ini  justru  terletak  pa- 
da  variabel  demokrasi  ini.  Pengalaman  In- 
donesia menerapkan  UU  No.  5  Tahun  1974 
yang  tidak  lagi  mengandung  dualisme  justru 
menghambat  demokrasi  pada  peringkat  lo- 
kal. 

Bagi  paradigma  ekonomi-politik  yang  li- 
beral-individualistik,  fragmentasi  politik  bu- 
kan  sumber  permasalahan  melainkan  justru 
solusi.  Pengaruh  fragmentasi  politik  terha- 
dap  keluaran,  efisiensi  dan  distribusi  beban 
lebih  ditentukan  oleh  jenis  pelayanan  publik 
yang  diberikan.  Air  minum  dan  listrik  akan 
lebih  efisien  ditangani  oleh  unit  pemerintah- 
an  yang  lebih  besar,  sedangkan  pelayanan 
administrasi  seperti  KTP,  membayar  pajak 


akan  lebih  efisien  ditangani  oleh  banyak  unit 
pemerintahan  yang  ukurannya  lebih  kecil. 

Karena  fragmentasi  politik  mendekatkan 
pemerintah  dengan  warga  masyarakat, 
maka  ia  bersifat  positif  terhadap  partisipasi 
politik  dan  pertanggungjawaban  pejabat  pe- 
merintah. Sebaliknya,  bila  ukuran  unit  pe- 
merintah sangat  besar  dan  jumlah  unit  pe- 
merintahan yang  otonom  sedikit,  maka  hi- 
rarki  akan  lebih  diandalkan  dalam  hubung- 
an  tugas.  Di  mana  pun  hirarki  niscaya  akan 
mengurangi  partisipasi  politik  dan  pertang- 
gungjawaban pejabat  pemerintah  kepada 
masyarakat. 

Formula  "titik  berat  otonomi  daerah  di- 
letakkan  pada  tingkat  11",  kalau  dilaksana- 
kan  secara  konsisten  (tak  hanya  kewenangan 
implementasi  tetapi  juga  membuat  kebijak- 
an),  dan  Pemda  Kabupaten/Kodya  hanya 
menyelenggarakan  otonomi  daerah  (tidak 
lagi  memegang  jabatan  wakil  pusat  di  dae- 
rah), mungkin  inilah  solusi  yang  tepat  untuk 
Indonesia. 


Strategi  Adaptif  Keluarga  Miskin 

di  DKI  Jakarta 

Kusnadi 


Pengantar 


MENURUT  perhitungan  Lembaga 
Demografi  FE-UI,  secara  absolut 
jumlah  penduduk  yang  tinggal  di 
perkotaan  mengalami  kenaikan  dari  51,9 
juta  pada  tahun  1990  menjadi  90,3  juta  pada 
tahun  2005,  dan  132,5  juta  pada  tahun  2020. 
Jumlah  ini  akan  terus  meningkat  sejalan  de- 
ngan  pertumbuhan  kota  dan  pertambahan 
kota-kota  baru  (Ananta  dkk.,  1993).  Dalam 
artian  luas,  urbanisasi  telah  menyumbang 
terhadap  proses  pertumbuhan  penduduk 
dian  kompleksitas  masyarakat  perkotaan 
(Nas,  1979).  Masalah  urbanisasi  menjadi 
menarik  karena  keterkaitannya  dengan 
aspek-aspek  lain  dalam  kehidupan  masyara- 
kat perkotaan.  Studi-studi  tentang  perkota- 
an di  Indonesia  telah  menempatkan  tema  ur- 
banisasi sebagai  isu  yang  selalu  aktual. 

Urbanisasi  disebabkan  oleh  faktor  pena- 
rik  dan  faktor  pendorong.  Pendekatan  ini 
masih  relevan  untuk  menjelaskan  masalah 
urbanisasi  di  kota-kota  Indonesia  (Schoorl, 
1984;  Manning  dan  Effendi  Ed.,  1985).  Da- 
lam kasus  Jakarta,  faktor  penarik  berkaitan 


dengan  kedudukannya,  yang  sejak  masa  ko- 
lonial  telah  menjadi  pusat  aktivitas  politik 
dan  ekonomi-perdagangan.  Diversifikasi 
dari  aktivitas- aktivitas  tersebut  memberi  pe- 
luang  bagi  pencari  kerja  untuk  terlibat  di  da- 
lamnya.  Faktor  pendorong  berkaitan  dengan 
perubahan-perubahan  struktural  di  pedesa- 
an  karena  penetrasi  kapitahsme,  modernisa- 
si  di  sektor  pertanian,  atau  tekanan-tekanan 
politis  yang  membatasi  atau  mempersulit 
akses  masyarakat  desa  memperoleh  peluang 
kerja  (Murray,  1991;  Jellinek,  1991;  Syahrir, 
1995).  Frekuensi  arus  migrasi  ke  Jakarta  cu- 
kup  tinggi  dan  tidak  sebanding  dengan  ke- 
siapan  pemerintah  kota  untuk  mengantisi- 
pasinya  ~  suatu  keadaan  yang  terjadi  di 
hampir  seebagian  besar  kota-kota  besar  di 
negara-negara  berkembang  (Adams,  1993). 
Akibatnya,  penduduk  migran  ini  berjubel  di 
kampung-kampung  kota  yang  padat  dan  ku- 
muh  atau  tinggal  di  pemukiman-pemukiman 
liar.  Sebagian  besar  dari  mereka  memasuki 
sektor  informal,  karena  relevan  dengan  ka- 
pasitas  dan  kualifikasi  sumber  daya  yang 
mereka  miliki.  Dalam  memperoleh  akses 
kerja,  mereka  harus  bersaing  dengan  pendu- 
duk miskin  yang  lain  atau  golongan  me- 
nengah  kota  (Squire,  1982;  Jones,  1986; 
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Rachbini  dan  Hamid,  1994).  Tampaknya, 
urbanisasi  akan  menambah  jumlah  pendu- 
duk  miskin  kota  dan  kompleksitas  masalah 
perkotaan. 

Data  Susenas  1993  menunjukkan  bahwa 
jumlah  penduduk  miskin  di  perkotaan  cen- 
derung  meningkat,  sedangkan  di  pedesaan 
mengalami  penurunan.  Ada  indikasi  bahwa 
sejak  lebih  dari  sepuluh  tahun  terakhir,  pen- 
duduk miskin  di  pedesaan  telah  bermigrasi 
ke  kota.  Menurut  kriteria  BPS,  batas  garis 
kemiskinan  di  perkotaan  sebesar  Rp  27.905, 
sedangkan  di  pedesaan  sebesar  Rp  18.224. 
Berdasarkan  data  1992,  di  DKI  Jakarta  ma- 
sih  terdapat  2.377.000  jiwa  penduduk  miskin 
yang  menempati  4.481,  6  Ha  kawasan  ku- 
muh  {Kompas,  2  November  1992).  Jumlah 
penduduk  DKI  Jakarta  adalah  8,8  juta  jiwa. 
Data  terakhir  juga  menunjukkan  bahwa  se- 
banyak  354.476  kepala  keluarga  atau 
27,64%  dari  keseluruhan  jumlah  kepala  ke- 
luarga di  DKI  Jakarta,  masih  hidup  dalam 
tahap  prasejahtera  dan  sejahtera  I.  Mereka 
termasuk  keluarga  yang  masih  belum  dapat 
memenuhi  kebutuhan  pokok  dan  kebutuhan 
sosial-psikologisnya  {Kompas,  2  Mei  1995). 
Data-data  tersebut  menggambarkan  bahwa 
jumlah  penduduk  atau  keluarga  miskin  di 
DKI  Jakarta  masih  relatif  banyak.^ 

'Keluarga  (family)  diartikan  sebagai  pranata  dasar 
masyarakat  dan  tempat  awal  sosialisasi  individu;  meru- 
pakan  unit  sosial-ekonomi  yang  terdiri  atas  satu  atau 
lebih  orang  tua  dengan  anak-anaknya  di  mana  anggota- 
anggota  keluarga  memiliki  hak-hak  dan  kewajiban  yang 
bersifat  timbal  baiik  berdasarkan  norma-norma  yang 
berlaku  (Winick,  1975;  Ember  dan  Ember,  1992).  Net- 
ting, Wilk,  dan  Arnould  Ed.  (1984)  membedakan 
konsep  kularga  dan  rumah  langga  ( household).  Konsep 
yang  terakhir  ini  lebih  memiliki  fleksibelitas  untuk 
mengakomodasi  gejala-gejaia  baru  yang  muncul  dalam 
kehidupan  masyarakat  kompleks.  Menurut  mereka  ru- 
mah tangga  (dan  juga  keluarga)  memiliki  fungsi-fungsi 
produksi,  distribusi,  transmisi,  reproduksi,  dan  koresi- 
densi. 


Bertahannya  keluarga- keluarga  miskin 
dalam  kehidupan  masyarakat  kota  Jakarta 
menunjukkan  bahwa  mereka  memiliki  ke- 
mampuan  penyesuaian  diri  dalam  interaksi 
dengan  lingkungan  fisik-sosialnya  yang 
kompleks  dengan  permasalahan.  Kemampu- 
an  demikian  adalah  hasil  proses  belajar, 
kreativitas,  dan  cara  berpikir  rasional  sesuai 
dengan  tantangan  yang  ada  dan  harapan  hi- 
dup yang  ingin  dicapai.  Atas  dasar  pemikir- 
an  demikian,  rupanya  terdapat  pola-pola, 
mekanisme,  norma  dan  nilai,  perangkat  peri- 
laku,  dan  pranata  sosial-budaya  yang  digu- 
nakan  untuk  menyikapi  keadaan  lingkungan 
dan  menjawab  kebutuhan  hidup  mereka. 
Ada  banyak  pilihan  cara  atau  strategi  yang 
bisa  dimanfaatkan  sehingga  mereka  mampu 
bertahan  dan  melangsungkan  kehidupan- 
nya.  Strategi  mana  yang  mereka  pilih  dan  re- 
levan  untuk  menjawab  persoalan  kehidupan 
yang  dihadapi,  hal  ini  disebut  dengan  strate- 
gi adaptif  (Moran,  1979).  Berdasarkan  pen- 
dekatan  ini,  dalam  paper  ini  akan  dibahas 
strategi- strategi  adaptif  manakah  yang  dipi- 
lih  keluarga  miskin  di  DKI  Jakarta  sehingga 
mereka  tetap  mampu  melangsungkan  kehi- 
dupannya,  dan  implikasi  teoritis  apakah 
yang  dapat  diperoleh  dalam  kaitannya  de- 
ngan kajian  keluarga  dan  rumah  tangga. 

Strategi  Adaptif  Keluarga  Miskin 

Keluarga  miskin  di  perkotaan  memiliki 
beberapa  ciri  yang  relatif  sama,  di  antaranya 
adalah  bertempat  tinggal  di  kampung-kam- 
pung  yang  kumuh  atau  pemukiman  liar, 
tingkat  pendidikan  dan  pendapatan  yang 
rendah,  angka  perceraian  yang  tinggi,  gang- 
guan  penyakit  dan  kekurangan  nutrisi  yang 
tinggi,  ketidakpastian  masa  depan,  dan  ting- 
kat kesejahteraan  hidup  yang  masih  jauh 
dari  kelayakan  (Adams,  1993;  Evers,  1995). 
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Pendapatan  keluarga  dalam  bentuk  uang 
bersumber  dari  sektor  pekerjaan  formal  atau 
informal.  Penghasilan  itu  bisa  diperoleh  ke- 
pala  keluarga  atau  anggota-anggota  keluar- 
ga yang  lain.  Pada  umumnya  nilai  kumulatif 
dari  penghasilan  itu  tidak  mencukupi  kebu- 
tuhan  hidup  keluarga  dalam  batas-batas 
yang  normal.  Bahkan  Jones  (1986)  menyim- 
pulkan  bahwa  sebagian  besar  migran  di  Ja- 
karta yang  berasal  dari  Jawa  Barat  dan  Jawa 
Tengah  berpendapatan  atau  berpenghasilan 
rendah,  sekalipun  jam  kerja  mereka  tinggi. 

Keluarga  miskin  atau  keluarga  yang  ber- 
penghasilan rendah  di  DKI  Jakarta  lebih  do- 
minan  bergulat  untuk  memenuhi  kebutuhan 
dasar,  khususnya  kebutuhan  pangan.  Kehi- 
dupan  yang  subsistensi  ini  diterima  sebagai 
suatu  kenyataan  yang  harus  dijalani  secara 
fatalistik.  Kepedulian  politis  mereka  lemah, 
sehingga  upaya-upaya  perubahan,  baik  yang 
bersumber  pada  potensi  sendiri  maupun  dari 
luar,  akan  banyak  menghadapi  kendala.  Se- 
kalipun demikian,  dalam  struktur  sosial- 
ekonomi  masyarakat  kota,  keberadaan  me- 
reka fungsional.  Atau  dengan  kata  lain,  tan- 
pa  kehadiran  mereka  sistem  sosial  masyara- 
kat kota  tidak  dapat  bekerja  sebagaimana 
mestinya  (Baross,  1980;  Pitomo,  1985;  Su- 
parlan,  1984,  1991,  1993;  Jellinek,  1991). 

Dalam  upaya  memenuhi  kebutuhan  da- 
sar, isu  substansial  yang  selalu  dihadapi  oleh 
keluarga  adalah  bagaimana  individu-indivi- 
du  yang  ada  di  dalamnya  dapat  berusaha 
maksimal  dan  bekerja  sama  memenuhi  ke- 
butuhan keluarga,  sehingga  kelangsungan 
hidup  keluarga  terpelihara  (Nye,  1982).  Ang- 
gota-anggota keluarga  harus  memiliki  ke- 
mauan  mencari  nafkah,  bagaimanapun  ke- 
cilnya  perolehan  nafkah  itu.  Setiap  anggota 
keluarga  harus  memiliki  kepedulian  terha- 
dap  (kelangsungan  hidup)  keluarga  di  atas 
kepentingan-kepentingan  pribadi  anggota- 
nya  (Koos,  1973). 


Berdasarkan  kedua  pendapat  di  atas, 
individu-individu  dalam  suatu  keluarga  me- 
rupakan  sumber  daya  yang  bernilai  ekono- 
mis.  Orientasi  ekonomis  sangat  terasa  dalam 
kehidupan  masyarakat  kota.  Oleh  sebab  itu, 
yang  dilakukan  oleh  keluarga  miskin  adalah 
memobilisasi  anggota- anggotanya  sehingga 
memperoleh  keuntungan-keuntungan  eko- 
nomis. Suami  atau  kepala  keluarga,  sebagai- 
mana dalam  keluarga- keluarga  tradisional, 
tidak  lagi  menjadi  pencari  nafkah  utama, 
karena  isteri  dan  anak  juga  terlibat  secara  in- 
tensif  mencari  nafkah. 

.  Karena  itulah,  ibu  rumah  tangga/isteri 
dalam  keluarga  miskin  mengambil  peranan 
yang  penting.  Keterlibatan  isteri/wanita  da- 
lam mencari  nafkah  sebenarnya  bukanlah 
hal  yang  baru.  Dalam  masyarakat- masyara- 
kat tradisional,  sesuai  dengan  sistem  pemba- 
gian  kerja  yang  berlaku,  wanita  telah  meme- 
gang  peranan  yang  penting  dalam  memenuhi 
kebutuhan  keluarga.  Mereka  terlibat  aktif 
dalam  kegiatan-kegiatan  pertanian  (berke- 
bun/beternak)  dan  pengelolaan  urusan  do- 
mestik  (lihat  Mahnowski,  1961;  Murphy  dan 
Murphy,  1974;  Ember  dan  Ember,  1992). 
Mengingat  tingkat  kebutuhan  hidup  masya- 
rakat tradisional  belum  begitu  kompleks  dan 
akses  ke  sumber  daya  alam  belum  menjadi 
persoalan,  maka  dibandingkan  dengan  ke- 
terlibatan wanita/ isteri  keluarga  miskin  di 
perkotaan  dalam  pencarian  nafkah,  ada  per- 
bedaan  intensitas,  baik  secara  kualitatif 
maupun  kuantitatif.  Dalam  masyarakat 
kompleks  peluang  wanita  memasuki  pasar 
kerja  lebih  besar  dan  masyarakat  pun  sudah 
tidak  mempersoalkan  kehadiran  pekerja 
wanita  di  luar  sektor  atau  pola-pola  tradi- 
sional (Rahardjo,  1975;  Goode,  1991). 

Sebenarnya,  keterlibatan  wanita  dalam 
mencari  nafkah  di  perkotaan  bukanlah  mo- 
nopoli  keluarga  miskin,  tetapi  juga  keluarga- 
keluarga  kelas  menengah  ke  atas.  Keterlibat- 
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an  itu  disebabkan  oleh  kondisi-kondisi  keti- 
dakstabilan  ekonomi  kota  yang  jika  tidak 
diantisipasi  dapat  mengancam  eksistensi  ke- 
luarga  (Rahardjo,  1980).  Sebagaimana  dika- 
takan  oleh  Goode  (1991)  bahwa  pada  masa 
awal  abad  ini  sangat  sedikit  wanita  yang 
bekerja  di  sektor-sektor  non  tradisional,  ke- 
cuali  mereka  yang  terdorong  oleh  kemiskin- 
an.  Ini  berarti,  wanita- wanita  dalam  keluar- 
ga  miskin  jauh  lebih  awal  keterlibatannya 
dalam  mencari  nafkah,  mendahului  keterli- 
batan  wanita  dari  keluarga  kelas  menengah 
ke  atas  di  perkotaan.  Oleh  sebab  itu,  keterli- 
batan  mencari  nafkah  wanita  dari  keluarga 
miskin  terlepas  dari  intervensi  ideologi  femi- 
nisme  atau  modernisasi  pendidikan,  yang 
mendorong  wanita  keluar  dari  peran  domes- 
tiknya  karena  dipandang  tidak  memberikan 
keuntungan  ekonomis  dan  status  sosial  (Bu- 
diman,  1982). 

Pilihan  pekerjaan  yang  dilakukan  oleh 
wanita  dari  keluarga  miskin  disesuaikan  de- 
ngan  kualifikasi  dan  potensi  sumber  daya 
yang  mereka  miliki.  Menjadi  seorang  pela- 
cur  pun  adalah  pilihan  rasional  yang  dapat 
mereka  perankan  (Murray,  1991).  Akan  te- 
tapi,  banyak  dari  ibu  rumah  tangga  keluarga 
miskin  di  Jakarta  yang  terlibat  dalam  perda- 
gangan  kecil-kecilan.  Dalam  bidang  peker- 
jaan yang  sama  itu,  pendapatan  wanita  bisa 
menyamai'kaum  laki-laki  (suami).  Oleh  se- 
bab itu,  mereka  pun  patut  disebut  sebagai 
pencari  nafkah  utama  keluarga  (Papanek, 
1986;  Jellinek,  1991;  Murray,  1991). 

Di  samping  ibu  rumah  tangga/isteri  ha- 
ms bekerja  di  luar  sektor  domestik,  anak- 
anak  juga  harus  menanggung  beban  yang 
sama.  Dalam  beragam  masyarakat  dan  ke- 
budayaan,  anak-anak  dipandang  memiliki 
nilai  ekonomis  dan  menjadi  sumber  bantuan 
penjamin  masa  depan  orang  tuanya  ketika 
memasuki  usia  senja  (Harjosukarto,  1978; 


Hoffman  dan  Manis,  1982).  Bagi  keluarga 
miskin  di  perkotaan,  anak  dilihat  sebagai 
sumber  daya  ekonomis  yang  sangat  penting, 
melebihi  statusnya  sebagai  pelanjut  keturun- 
an  sebagaimana  menjadi  pandangan  dunia 
yang  dominan  pada  keluarga-keluarga  tradi- 
sional, Kemiskinan  adalah  sebab  potensial 
timbulnya  pekerja  anak-anak.  Di  daerah 
perkotaan  sumbangan  anak-anak  yang  be- 
kerja dalam  menunjang  kelangsungan  hidup 
keluarga  miskin  sangat  berarti.  Sebuah  sur- 
vei  menunjukkan  bahwa  sumbangan  hasil 
kerja  anak  terhadap  total  pengeluaran  ru- 
mah tangga  mencapai40%  (Asra,  1993).  Se- 
suai  dengan  data  YKAI  1994,  sebagian  besar 
pekerja  anak  terlibat  dalam  sektor  ekonomi 
informal  perkotaan,  seperti  menjadi  peda- 
gang  kaki  lima,  pedagang  asongan,  penga- 
men,  penjaga  warung  di  malam  hari,  calo, 
pengemis,  penyemir  sepatu,  kondektur  ken- 
daraan  angkutan  umum,  tukang  parkir,  dan 
pemulung. 

Kampung-kampung  perkotaan  yang  di- 
huni  penduduk  miskin  bersifat  heterogen 
dari  segi  etnik,  asal-asul  daerah,  dan  tingkat 
sosial-ekonomi.  Dalam  struktur  masyarakat 
yang  demikian  kohesi  sosial  relatif  kuat,  ka- 
rena tidak  ada  seorang  pun  yang  dapat  hi- 
dup sendiri,  tanpa  bantuan  dan  hubungan 
dengan  orang  lain.  Mereka  saling  membantu 
jika  ada  kesulitan  hidup,  khususnya  yang 
berkaitan  dengan  kebutuhan  sosial-ekono- 
mi. Itulah  sebabnya  mereka  mengembang- 
kan  pranata-pranata  gotong  royong,  arisan, 
jaringan-jaringan,  dan  pola-pola  kehidupan 
desa.  Sikap  solidaritas  juga  ditampakkan 
pada  bergabungnya  beberapa  keluarga  ini 
yang  masih  berkerabat  atau  tidak  dalam  satu 
rumah  tangga  sebagai  jawaban  terhadap 
kondisi  kemiskinan  dan  keterbatasan  yang 
mereka  hadapi  (Baross,  1980;  Papanek  dan 
Kuntjoro-Jakti,  1986;  Murray,  1991;  Jelli- 
nek, 1991;  Evers,  1995). 
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Studi  yang  dilakukan  Stack  (1974)  telah 
mengungkapkan  bahwa  jaringan  sosial-bu- 
daya  atau  jaringan  kekerabatan  yang  penting 
bagi  keluarga-keluarga  miskin  dalam  menyi- 
kapi  dan  menghadapi  tekanan-tekanan  kehi- 
dupan  yang  berat  (sosial-ekonomi)  di  daerah 
an  yang  berat  (sosial-ekonomi)  di  daerah 
perkotaan.  Pemanfaatan  pranata-pranata 
atau  jaringan-jaringan  itu  akan  sangat  terasa 
nilai  pentingnya,  ketika  keluarga-keluarga 
miskin  dihadapkan  pada  kebutuhan-kebu- 
tuhan  sosial  ekonomi  yang  mendesak  sekali, 
misalnya  pada  saat  kelahiran,  sakit,  atau  ke- 
matian  salah  seorang  anggota  keluarganya. 
Studi  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Djaja- 
negara  dkk.  (1994)  menemukan  bahwa  sum- 
ber-sumber  pembiayaan  untuk  pengobatan 
dan  melahirkan  yang  dapat  diperoleh  ke- 
luarga-keluarga miskin  berasal  dari  majikan 
tempat  suami  atau  isteri  bekerja,  kerabat  ke- 
dua  belah  pihak,  pinjaman  dari  perkumpul- 
an  arisan,  pinjaman  bank  keliling,  dan  sum- 
bangan  atau  pinjaman  dari  para  tetangga. 
Oleh  karena  itu,  apabila  salah  satu  anggota 
keluarga  memerlukan  biaya  pengobatan 
yang  cukup  tinggi,  maka  keluarga  miskin 
tersebut  akan  berusaha  membentangkan  se- 
luruh  jaringan  sosial  yang  mereka  miliki. 

Diskusi  Teoritis 

Berdasarkan  uraian  di  atas  terdapat  be- 
berapa  strategi  adaptif  yang  dipilih  oleh  ke- 
luarga-keluarga miskin  di  DKI  Jakarta  guna 
mempertahankan  kelangsungan  hidup.  Stra- 
tegi itu  adalah  memobilisasi  dan  mendaya- 
gunakan  anggota- anggota  keluarga  mencari 
nafkah  di  luar  rumah  tangga,  seperti  isteri 
dan  anak  yang  harus  bekerja,  membentuk 
atau  mengembangkan  pranata  gotong  ro- 
yong,  arisan,  dan  mengembangkan  jaringan- 
jaringan  sosial  budaya.  Keterlibatan  isteri 


dan  anak  mencari  nafkah  keluarga,  telah 
menempatkan  pihak  suami  bukan  lagi  seba- 
gai  satu-satunya  penanggung  jawab  kelang- 
sungan hidup  keluarga  sebagaimana  dalam 
keluarga-keluarga  tradisional.  Tanggung 
jawab  kelangsungan  hidup  keluarga  menjadi 
menyebar  kepada  anggota-anggota  keluarga 
secara  merata.  Kenyataan  seperti  ini  akan 
membawa  implikasi  teoritis  yang  menarik 
diamati  karena  keluarga-keluarga  miskin  di 
perkotaan  semakin  tergeser  dari  pola-pola 
keluarga  dalam  masyarakat  tradisional. 

Dengan  mengutip  pendapat  Blood  dan 
Wolfe,  Sayogyo  (1983)  mengatakan  bahwa 
aspek  yang  terpenting  dalam  struktur  ke- 
luarga adalah  posisi  anggota-anggota  ke- 
luarga yang  terkait  dengan  distribusi  dan 
alokasi  kekuasaan  serta  pembagian  kerja 
dalam  keluarga.  Kekuasaan  tersebut  berhu- 
bungan  dengan  kemampuan  mengambil  ke- 
putusan  yang  dapat  mempengaruhi  kehidup- 
an  keluarga,  sedangkan  pembagian  kerja 
berkaitan  dengan  pola  peranan  yang  ada  da- 
lam keluarga  di  mana  masing-masing  anggo- 
ta keluarga  melakukan  pekerjaan-pekerjaan 
tertentu.  Faktor  kebudayaan  saja  tidak  akan 
mencukupi  untuk  menjelaskan  masalah  dis- 
tribusi dan  alokasi  kekuasaan  antara  laki- 
laki  dan  perempuan  atau  suami,  isteri,  dan 
anak-anak  dalam  keluarga;  kareija  itu,  ha- 
ms pula  diperhitungkan  pengaruh  sumber 
daya  individu  anggota  keluarga  yang  disum- 
bangkannya  dalam  menunjang  kehidupan 
keluarga,  seperti  ketrampilan,  tenaga  kerja, 
penghasilan  (uang),  dan  sebagainya. 

Bertolak  dari  pendapat  di  atas,  maka 
dapat  ditarik  kesimpulan  berikut: 

Pertama,  distribusi  dan  alokasi  kekuasa- 
an pada  anggota  keluarga  miskin  akan  sema- 
kin merata.  Dalam  hal  ini,  faktor- faktor  so- 
sial-ekonomi memainkan  peranan  yang  me- 
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nentukan.  Jika  hasil  kerja  anak  ikut  me- 
nyumbang  40%  dari  total  pengeluaran  ru- 
mah  tangga  setiap  harinya,  berarti  orang  tua 
anak  kebagian  60%  atau  masing-masing 
suami/isteri  memperoleh  porsi  30%.  Data 
ini  mengisyaratkan  bahwa  keputusan-kepu- 
tusan  keluarga  tidak  akan  didominasi  oleh 
kedua  orang  tua  atau  salah  satu  individu, 
misalnya  suami  atau  isteri,  sebagaimana  se- 
ring  terjadi  dalam  keluarga- keluarga  tradi- 
sional.  Karena  sumbangan  anak-anak  yang 
relatif  penting  terhadap  jaminan  kelang- 
sungan  kehidupan  keluarga,  maka  hal  ini 
berarti  anak-anak  juga  memiliki  "kekuasa- 
an"  untuk  ikut  mempengaruhi  keputusan- 
keputusan  keluarga,  sehingga  ia  tidak  dapat 
diabaikan  begitu  saja,  seperti  yang  sering 
terjadi  dalam  keluarga- keluarga  tradisional. 
Anak-anak  semakin  memiliki  kemandirian 
dan  kebebasan  berpendapat  yang  jika  di- 
abaikan oleh  orang  tua  justru  akan  merugi- 
kan  keberadaan  keluarga.  Mengakomodasi- 
kan  "kekuasaan"  anak  sangat  penting  arti- 
nya  untuk  menciptakan  kohesi  dalam  ke- 
luarga, sehingga  keluarga  memiliki  daya 
adaptif  yang  tinggi  terhadap  tantangan- 
tantangan  masa  depan  yang  penuh  ketidak- 
pastian.  Barangkali  juga  untuk  mengantisi- 
pasi  kemungkinan  negatif  terjadinya  "pem- 
berontakan"  anak-anak  yang  dapat  memba- 
hayakan  eksistensi  keluarga  miskin  di  per- 
kotaan,  orang  tua  akan  mengeksploitasi 
alasan-alasan  kultural  guna  tetap  mengikat 
keberadaan  anak-anak  agar  tetap  berada  da- 
lam jangkauan  keluarga, 

Kedua,  sistem  pembagian  kerja  secara 
seksual  tidak  lagi  berlaku  secara  masif,  seba- 
gaimana terjadi  pada  keluarga-keluarga  tra- 
disional. Batas-batas  perbedaan  kelamin  un- 
tuk pekerjaan-pekerjaan  tertentu  menjadi 
kabur.  Tanpa  memperhatikan  perbedaan  je- 
nis  kelamin,  mereka  akan  melakukan  peker- 
jaan  apa  saja  asalkan  menghasilkan  keun- 


tungan  ekonomi.  Batasan-batasan  jenis  kela- 
min dalam  menangani  pekerjaan  domestik 
juga  semakin  kabur,  karena  keluarga  lebih 
berorientasi  pada  produktivitas.  Perasaan 
tanggung  jawab  terhadap  eksistensi  keluarga 
menjadi  merata.  Hal  demikian  terjadi  kare- 
na kuatnya  tekanan  sosial  ekonomi  yang  ha- 
rus  disikapi  secara  fleksibel,  sekalipun  harus 
mengorbankan  kaidah-kaidah  kultural. 

Dengan  memperhatikan  kedua  hal  di 
atas,  kehidupan  keluarga-keluarga  miskin  di 
perkotaan  akan  lebih  demokratis  (?),  diban- 
dingkan  dengan  keluarga-keluarga  tradisio- 
nal di  mana  orang  tua  seringkali  menjadi 
aktor  yang  dominan  dalam  menentukan  ke- 
putusan-keputusan  keluarga.  Dibandingkan 
dengan  pola-pola  kekuasaan  dan  pembagian 
kerja  dalam  keluarga  tradisional  yang  relatif 
lebih  jelas,  terdapat  kemungkinan  yang  lain 
bahwa  keluarga-keluarga  miskin  di  perkota- 
an tidak  memiliki  pola  yang  jelas  (baku/ 
tetap)  dalam  kaitannya  dengan  distribusi 
dan  alokasi  kekuasaan  serta  pembagian  ker- 
ja. Terlebih  dari  itu,  anggota-anggota  ke- 
luarga miskin  di  perkotaan  telah  memainkan 
peranan  ganda  dalam  bentuknya  yang 
"alamiah"  sebagai  jawaban  terhadap  reali- 
tas  kemiskinan  yang  mereka  hadapi,  bukan- 
nya  peran  ganda  yang  artifisial  yang  sarat 
dengan  obsesi  gaya  hidup  dan  status  sebagai 
manifestasi  dari  hasil  internalisasi  ideologi 
feminisme  yang  biasanya  tampak  pada  ke- 
luarga-keluarga kelas  menengah  ke  atas  di 
perkotaan. 
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Dimensi  Politik  Ekonomi 
Pembangunan  Nasional: 
Kebijakan  dan  Reformasi 

Vidhyandika  Moeljarto 


Pendahuluan 


PEMBANGUNAN  nasional  telah  me- 
nunjukkan  suatu  prestasi  sebagai  ba- 
sil dari  proses  evolusi  yang  berawal 
dari  pembangunan  nasional  jangka  panjang 
pertama  sampai  dengan  pembangunan  na- 
sional jangka  panjang  kedua.  Prestasi  terse- 
but  mencakup  dimensi  ekonomi,  politik, 
maupun  sosio-kultural  dengan  akar  historis- 
nya  keadaan  negara  menjelang  dan  pada 
awal  pemerintahan  Orde  Baru. 

Prestasi  pembangunan  nasional  pada  di- 
mensi ekonomi  terefleksikan  dalam  gejala 
transformasi  struktural  masyarakat  agraris 
ke  masyarakat  industri.  Pada  dimensi  poli- 
tik, prestasi  ini  terwujud  dalam  pelembaga- 
an  struktur  politik  berdasar  atas  Pancasila 
dan  UUD  1945,  penyederhanaan  sistem  ke- 
partaian  melalui  fusi,  pelaksanaan  kedaulat- 
an  rakyat  dan  pemilihan  umum,  diterimanya 
Pancasila  sebagai  satu-satunya  asas  kehidup- 
an  bermasyarakat  dan  bernegara,  serta  dile- 
takkannya  premise  wawasan  Pancasila  seba- 
gai ideologi  terbuka  yang  memberi  ruang 
gerak  bagi  pemefintah  untuk  memberi  inter- 


pretasi  pada  Demokrasi  Pancasila  dalam 
konteks  pemecahan  masalah  situasional. 
Upaya  ini  sedikit  banyak  telah  menghasilkan 
tidak  saja  terefleksikan  melalui  pengem- 
bangan  delivery  mechanism  yang  menjang- 
kau  rakyat  banyak,  tetapi  juga  mengejawan- 
tah  pada  pelembagaan  norma  dan  nilai  baru, 
seperti  norma  keluarga  kecil,  kesadaran  ling- 
kungan  dan  sanitasi,  serta  orientasi  pasar  di 
kalangan  petani,  dan  sebagainya. 

Masalahnya  adalah  apakah  kinerja  pem- 
bangunan dalam  dimensi  ekonomi,  politik 
dan  sosial  di  atas,  sudah  sepenuhnya  dapat 
mengaktualisasikan  aspirasi  sosial  dan  poli- 
tik, ataupun  mewujudkan  masyarakat  yang 
berkeadilan  sosial.  Tulisan  ini  mengkaji  fak- 
tor-faktor  penghambat  terwujudnya  masya- 
rakat yang  berkeadilan  sosial  dengan  mengu- 
las:  (i)  dari  perspektif  historis  keadaan  eko- 
nomi dan  politik  negara  untuk  mendapatkan 
gambaran  awal  terjadinya  transformasi  me- 
nuju  keadaan  yang  "lebih  baik";  (ii)  dimen- 
si politik  ekonomi  pembangunan  nasional 
dengan  berasumsi  bahwa  belum  terciptanya 
masyarakat  yang  berkeadilan  sosial  bukan 
semata-mata  karena  kelangkaan  sumber- 
sumber  ekonomi  tetapi  juga  disebabkan  oleh 


POLITIK  EKONOMI  PEMBANGUNAN  NASIONAL 


37 


faktor-faktor  non  ekonomi  yang  tersamar; 
(iii)  pembangunan  sebagai  konsep  yang  sarat 
nilai  (value  loaded)  karena  di  dalamnya  ter- 
cakup  variabel  nilai  (value),  kepentingan 
(interest)  dan  kekuasaan;'  serta  (iv)  model- 
model  peran  negara  dalam  perekonomian 
serta  proses  formasi  suatu  kebijakan. 

Keadaan  Ekonomi  dan  Poli(ik  Nega- 
ra: Tinjaiian  Hisloris 

Stagnasi  ekonomi  masa  sebelum  Orde 
Baru  telah  menghasilkan  kehidupan  ekono- 
mi yang  suram.  Hal  tersebut  merupakan 
konsekuensi  logis  dari  kebijakan  pemerintah 
waktu  itu  yang  lebih  merefleksikan  political 
daripada  economic  overtone.  Sektor  ekono- 
mi terabaikan  karena  menempati  posisi  se- 
kunder  di  dalam  skala  prioritas  pembangun- 
an.^ Selain  itu,  juga  terjadi  sasaran-sasaran 
kebijakan  pembangunan  yang  bertentangan 
satu  sama  lain. 

Kehidupan  ekonomi  pada  belahan  perta- 
ma  dasawarsa  1960-an  ditandai  oleh  tingkat 
produksi  dan  investasi  di  berbagai  sektor 
ekonomi  yang  menunjukkan  titik  terendah 
semenjak  tahun  1950,  sementara  pendapat- 


'Lihat  Mochtar  Mas'oed,  Ekonomi  dan  Struktur 
Polilik  Orde  Baru  1966-1971  (Jakarta:  LP3ES,  1989), 
xvii. 

^Situasi  negara  pada  masa  pemerintahan  Soekarno 
memang  memberi  kesempatan  kepada  Soekarno  dan 
Angkatan  Darat  untuk  memperkuat  kekuasaan  politik 
mereka.  Selain  itu,  guna  menjaga  perimbangan  kekuat- 
an,  pemerintah  selalu  menunda  keput'usan-keputusan 
ekonomi  politik  yang  dapat  merugikan  unsur-unsur 
yang  ada  dalam  pemerintahan.  Akibatnya,  meskipun 
perimbangan  politik  dijaga  tetapi  keseimbangan  ekono- 
mi dikurbankan.  Lihat  Mohtar  Mas'oed,  Ekonomi  dan 
Siruktur  Polilik  ....  47.  Lihat  juga  James  Mackie,  Pro- 
blems of  Indonesian  Inflation  (Ithaca:  Cornell  Modern 
Indonesia  Project,  1967),  10. 


an  riil  per  kapita  lebih  rendah  dari  tahun 
1938.  Pertumbuhan  ekonomi  di  antara  ta- 
hun 1960-1965  hanya  mencapai  2%  rata- rata 
per  tahun  selama  periode  1960-1965.  Sedang 
defisit  anggaran  belanja  negara  yang  menca- 
pai  50%  dari  pengeluaran  total  negara,  di- 
tutup  antara  lain  melalui  pencetakan  uang 
yang  mengakibatkan  hiperinflasi  di  sekitar 
tahun  1964-1966  serta  melumpuhkan  per- 
ekonomian  nasional. 

Pada  tahun  1965-1966,  angka  inflasi 
mencapai  LSOO^."*  Inflasi  yang  melambung 
tinggi  tersebut  tidak  diikuti  dengan  pertum- 
buhan ekonomi  yang  berarti.  Pada  tahun 
1958  sampai  1965,  Produk  Domestik  Bruto 
(PDB)  hanya  meningkat  rata- rata  1,4%  per 
tahun,  bahkan  pada  tahun  1960  dan  1963 
pertumbuhan  rata-rata  jatuh  di  bawah  nol. 
Tingkat  pertumbuhan  ekonomi  tersebut  je- 
las  tertinggal  jauh  di  belakang  tingkat  per- 
tumbuhan rata-rata  penduduk  yang  diperki- 
rakan  2,5%  per  tahun. ^ 

^Anne  Booth  dan  Peter  McCawley,  "Perekonomian 
Indonesia  Sejak  Pertengahan  Tahun  Enampuluhan", 
dalam  buku  Anne  Booth  dan  Peter  McCawley  (eds.), 
Ekonomi  Orde  Baru  (Jakarta:  LP3ES,  1982),  5. 

''Stephen  Greenville,  "Kebijaksanaan  Moneter  dan 
Sektor  Keuangan  Formal",  dalam  buku  Anne  Booth 
dan  Peter  McCawley  (eds.),  Ekonomi  Orde  Baru  (Ja- 
karta: LP3ES,  1982),  140.  Inflasi  memang  selalu  men- 
jadi  masalah  di  Indonesia  sejak  merdeka,  tetapi  baru  se- 
sudah  krisis  1957-1958  inflasi  betul-betul  menjadi  ma- 
salah yang  serius.  Hal  ini  disebabkan  meningkatnya 
pembiayaan  militer  diikuti  oleh  menurunnya  pendapat- 
an  ekspor.  Penampilan  yang  mengecewakan  dalam  ke- 
giatan  ekspor  terutama  disebabkan  terjadinya  salah 
urus  di  perkebunan-perkebunan  yang  dinasionalisasi- 
kan  yang  kebanyakan  menghasilkan  komoditi  ekspor 
seperti  karet  dan  minyak  sawit.  Lihat  Moctar  Mas'oed, 
Ekonomi  dan  Struktur 47-48. 

^Bulletin  of  Indonesian  Economic  Studies  (BIESJ, 
no.  II  (Oktober  1968),  48.  Lihat  juga  Mohtar  Mas'oed, 
Ekonomi  dan  Struktur  Politik ....  48  dan  John  Bresnan, 
Managing  Indonesia:  The  Modern  Political  Economy 
(New  York:  Columbia  University  Press,  1993),  56-60. 


38 


ANALISIS  CSIS.  1996-1 


Potret  buram  ekonomi  bisa  dilihat  juga 
dari  data  tentang  perdagangan  dan  pemba- 
yaran  internasional.  Nilai  total  ekspor  pada 
tahun  1956  adalah  sebesar  $924,4  juta  dan 
turun  menjadi  $790,7  juta  dalam  tahun  1958 
ketika  nasionalisasi  perusahaan-perusahaan 
asing  telah  dimulai.  Pada  tahun  1965  angka 
tersebut  turun  lagi  menjadi  $705,9  juta. 

Hutang  juga  merupakan  masalah  besar 
pada  era  demokrasi  terpimpin.  Pada  kurun 
waktu  tersebut,  hutang  Indonesia  berjumlah 
$2,358  juta  di  dalam  konteks  kemampuan 
ekonomi  nasional  untuk  membayar  kembali 
amat  kecil.  Pembayaran  kembali  hutang  ter- 
sebut dijadwalkan  selama  tujuh  tahun,  di- 
mulai tahun  1966.  Selain  itu,  Indonesia  ma- 
sih  harus  membayar  kompensasi  untuk  peru- 
sahaan-perusahaan asing  yang  dinasionalisa- 
sikan.  Akhirnya  Indonesia  harus  membayar 
kembali  $530  juta  hutang  luar  negerinya 
yang  jatuh  tempo  pada  tahun  1966  serta 
membiayai  impor  bahan  pangan,  tekstil,  me- 
sin  dan  suku  cadang  yang  berjumlah  lebih 
dari  $600  juta.  Jumlah  total  devisa  yang  di- 
peroleh  pada  tahun  itu  diperkirakan  hanya 
$714  juta.^ 

Masalah  keuangan  yang  dihadapi  In- 
donesia menimbulkan  dampak  yang  berat 
terhadap  hampir  semua  sektor  ekonomi.  Ku- 
rangnya  biaya  pemeliharaan  juga  menyebab- 
kan  rusaknya  infrastruktur,  terutama  trans- 
portasi  dan  komunikasi.^  Secara  garis  besar, 
masalah- masalah  ekonomi  yang  dialami  In- 
donesia menjelang  dan  pada  awal  pemerin- 


Mohtar  Mas'oed,  Ekonomi  dan  Struktur  Pali- 
tik  ....  49.  Lihat  juga  Yahya  A.  Muhaimin,  Bisnis  dan 
Politik:  Kebijaksanaan  Ekonomi  Indonesia  1950-1980  (- 
Jakarta:  LP3ES,  1990),  51  dan  John  Bresnan,  Manag- 
ing Indonesia 67-72. 

^Bulletin  of  Indonesian  Economic  Studies  (BIES), 
no.  1  (Juni  1%S),  8-10. 


tahan  Orde  Baru  adalah  inflasi  yang  mem- 
bumbung  tinggi,  defisit  neraca  pembayaran, 
terkurasnya  cadangan  devisa  dan  kesulitan 
membayar  hutang  luar  negeri.* 

Keadaan  politik  Indonesia  menjelang 
dan  pada  awal  pemerintahan  Orde  Baru  juga 
ditandai  kondisi  yang  suram.  Instabilitas  po- 
litik mewarnai  situasi  politik  pada  waktu  itu. 
Keadaan  tersebut  antara  lain  disebabkan  se- 
jumlah  faktor,  seperti:^  (i)  kegagalan  ber- 
fungsinya  sistem  multi-partai  yang  bersum- 
ber  pada  maklumat  Wakil  Presiden  No.  X 
tertanggal  3  November  1945  dalam  konteks 
demokrasi  parlementer  yang  liberalistis;  (ii) 
percaturan  politik  pada  platform  ideologi 
tanpa  disertai  kristalisasi  dan  institusionali- 
sasi  rules  of  the  game  yang  mengatur  perca- 
turan politik  tersebut;  (iii")  fragmentasi  dan 
disintegrasi  birokrasi  yang  menimbulkan 
konflik  loyalitas  karena  penetrasi  dan  koop- 
tasi  partai  politik;  (iv)  pelembagaan  sosok 
partai  totaliter  di  kalangan  partai  politik 
yang  menuntut  loyalitas  total  bukan  hanya 
bagi  diri  anggotanya,  tetapi  juga  bagi  ang- 
gota  keluarganya  melalui  pembentukan  or- 
ganisasi  satelit  partai  (auxiliary  organiza- 
tions) sehingga  cenderung  menumbuhkan 
overlapping  cleavages  atau  pertentangan 
hampir  pada  seluruh  dimensi  kehidupan;  (v) 
penetrasi  ABRI  oleh  PKI;  dan  (vi")  interaksi 


*Mengenai  keadaan  ekonomi  Indonesia  pra  dan 
pasca-Orde  Baru  lihat  John  Bresnan,  Managing  Indo- 
nesia ...  serta  uraian  Selo  Soemardjan  mengenai  ke- 
adaan ekonomi  Indonesia  pada  waktu  itu  dalam  buku 
tersebut  hal.  55-56. 

'Moeljarto  Tjokrowinoto,  "Dua  Puluh  Lima  Tahun 
Pembangunan  Nasional:  Retrospeksi  dan  Prospeksi", 
makalah  dipresentasikan  pada  Seminar  Nasional  Demo- 
krasi dan  Keadilan  Sosial:  Agenda  Pembangunan  Na- 
sional Jangka  Panjang  II  dan  Rapat  Kerja  Nasional 
Pengurus  Pusat  IMAISPI,  Yogyakarta,  29  Oktober- 
1  November  1990. 
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politik  yang  bertumpu  pada  loyalitas  primo- 
dial,  khususnya  di  desa.'° 

Pembangunan  politik  yang  dimaksudkan 
untuk  mengeliminasi  destabilizing  factors 
tersebut  dilakukan  melalui  tiga  tahap,  yaitu: 
(i)  tahap  penghapusan  segala  hal  yang  ber- 
kaitan  dengan  ideologi  komunisme;  (ii)  ta- 
hap .pembangunan  struktur  dan  fungsi  poH- 
tik;  dan  (iii)  tahap  pembangunan  kultur  po- 
litik. 

Pada  tahap  pertama  dilakukan  pembu- 
baran  PKI  dengan  seluruh  organisasinya  dan 
penghapusan  perundang-undangan  yang 
mengandung  ide-ide  komunistis.  Tahap  ke- 
dua  dilakukan  dengan  restrukturisasi  dan  re- 
fungsionalisasi  lembaga-lembaga  politik  se- 
perti  MPR,  DPR,  lembaga  kepresidenan, 
Badan  Pemeriksa  Keuangan,  DPA  serta  in- 
frastruktur  politik  yang  berupa  partai  politik 
dan  organisasi  massa.  Dan  tahap  ketiga  ter- 
cermin  dalam  sosiaUsasi  politik  yang  diatur 
dengan  TAP  II/MPR/1978  tentang  P-4 
yang  mencakup  pembinaan  dan  pengem- 
bangan  kultur  politik  serta  penegasan  Pan- 
casila  sebagai  satu-satunya  asas  berbangsa 
dan  bernegara.^^  Momen  pengembangan 
kultur  politik  berlanjut  melalui  pernyataan 
politik  Presiden  yang  pada  dasarnya  menga- 
cu  pada  peluang  yang  lebih  besar  untuk  ber- 
beda  pendapat,  aktualisasi  prinsip  otonomi 
dan  desentralisasi,  dan  sebagainya. 

Langkah-langkah  rehabilitasi  dan  konso- 
lidasi  dalam  bidang  ekonomi  juga  dilaksana- 
kan  seiring  dengan  upaya  memperbaiki  si- 


Moeljarto  Tjokrowinoto,  "Strategi  Pembangunan 
Politik  pada  Pembangunan  Nasional  Jangka  Panjang", 
makalah  dipresentasikan  pada  Seminar  Ilmiah  dalam 
rangka  MUNAS  VI  KAGAMA,  Sanur,  Bali,  29  Juni-1 
Juli  1990. 

"Moeljarto  Tjokrowinoto,  "Dua  Puluh  Lima 
Tahun 6-7. 


tuasi  poUtik.  Dengan  mulai  diaturnya  pem- 
bangunan perekonomian  dalam  masa  lima 
tahun  yang  berkesinambungan,  kebijakan 
ekonomi  ditempuh  berasaskan  prinsip  eko- 
nomi pasar  yang  mengacu  pada  pertumbuh- 
an.  Kebijakan  di  atas  mencakup  prinsip- 
prinsip:  (a)  membangun  kembali  perekono- 
mian di  atas  prinsip- prinsip  mekanisme  pa- 
sar perekonomian  terbuka  dan  iklim  mone- 
ter  yang  stabil;  (b)  mengubah  sistem  ekono- 
mi alokatif  dan  distributif  menjadi  sistem 
ekonomi  insentif;  (c)  merangsang  kaum  en- 
terpreneur  untuk  mengadakan  investasi,  ino- 
vasi  dan  produksi  melalui  mekanisme  harga, 
kebijakan  pajak  dan  tarif,  perkreditan,  kebi- 
jakan anggaran  dan  kebijakan  moneter;  ser- 
ta (d)  menarik  investasi  dan  bantuan  luar 
negeri. 


Hasil  yang  Dicapai 

Penerapan  prinsip- prinsip  ekonomi  di 
atas  melalui  berbagai  macam  kebijakan  eko- 
nomi makro  yang  digariskan  pemerintah,  te- 
lah  menciptakan  momentum  yang  penting 
bagi  perekonomian  nasional.  Kebijakan- ke- 
bijakan tersebut  selain  membantu  perekono- 
mian Indonesia  melewati  masa- masa  kritis, 
juga  telah  mendorong  akselerasi  transforma- 
si  struktural  menuju  masyarakat  industri. 


M.  Sadli,  "Penerapan  Teknologi  dan  Kesempatan 
Kerja:  Pengalaman  Indonesia",  dalam  Prisma,  no.  3 
Tahun  II,  Juni  1973.  Lihat  juga  kebijaksanaan  peme- 
rintah dalam  perekonomian  sebagai  hasil  suatu  konpe- 
rensi  yang  dihadiri  negara  kreditor  non  komunis  pada 
tanggal  19  September  1966  di  Tokyo,  Jepang,  dalam 
buku  John  Bresnan,  Managing  Indonesia  ....  63-64. 
Serta  Sjahrir,  Refleksi  Pembangunan  Ekonomi  Indo- 
nesia 1968-1992  (Jakarta:  Gramedia,  1992),  khususnya 
Bab  II  mengenai  Kebijakan  Ekonomi  Indonesia:  Konti- 
nuitas  dan  Perubahan,  32-65. 
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Proses  transformasi  struktural  ini  ditan- 
dai  dengan  proliferasi  perubahan  struktur 
ekonomi,  makin  menurunnya  kontribusi  re- 
latif  sektor  pertanian  dan  makin  meningkat- 
nya  kontribusi  relatif  sektor  industri  dalam 
PDB  seperti  yang  tampak  pada  Tabel  1,'^ 
makin  meningkatnya  peranan  sektor  non 

Tabel  1 


Sektor 


Pertanian 

Pertambangan 

Industri 

Bangunan 

Perdagangan 

Pemerintahan 

Jasa 

Lain- lain 


Total 


Sumber:    Biro  Pusat  Statistik.'" 

Secara  garis  besar,  proses  liberalisasi  ekono- 
mi yang  disertai  oleh  adanya  peranan  aktif 
pemerintah  yang  bertujuan  memperkuat  me- 

'^Sebagai  perbandingan  dalam  periode  sebelum 
Orde  Baru  sektor  pertanian  menyumbang  52%  dari 
total  produksi  dan  72%  dari  seluruh  angkatan  kerja 
bekerja  di  sektor  tersebut.  Sebelum  Orde  Baru,  trans- 
formasi struktural  praktis  stagnant  karena  kontribusi 
sektor  pertanian  pada  tahun  1951  adalah  55,7%  dari 
pendapatan  nasional  dan  di  tahun  1964  share  itu  hanya 
turun  menjadi  51,5%  dari  PDB.  Begitu  fuga  di  sektor 
industri  manufaktur,  share  di  tahun  1960  adalah  8,4% 
dan  ditahun  1986  bahkan  turun  menjadi  8,2%.  Lihat 
Sjahrir,  Refleksi Pembangunan  ....  11. 

'^Lihat  juga  Sjahrir,  Refleksi  Pembangunan  ....  14- 

15. 


migas  dalam  ekspor  nasional,  makin  me- 
ningkatnya volume  dan  diversifikasi  komo- 
diti  industri  dalam  ekspor  nasional,  makin 
meningkatnya  peranan  sektor  swasta  dalam 
investasi  nasional  secara  keseluruhan,  dan 
lain  sebagainya. 


kanisme  pasar,  beserta  dengan  pemanfaatan 
modal  asing  yang  terarah  dan  kegiatan  eko- 
nomi yang  berorientasi  ekspor  serta  ditun- 
jang  iklim  politik  dan  pemerintahan  yang  re- 
latif stabil^^  telah  menciptakan  iklim  yang 
kondusif  bagi  proses  transformasi  struktural 
menuju  masyarakat  industri  dan  secara  ti- 
dak  langsung  mengubah  posisi  Indonesia 
dari  negata  yang  berpenghasilan  rendah  me- 
nuju negara  yang  berpenghasilan  menengah. 


"Hadi  Soesastro,  "Prospek  Indonesia  Memasuki 
Tahapan  Newly  Industrializing  County",  dalam  Ana- 
lisa.  no.  2  Tahun  1988:  63. 


PERUBAHAN  DALAM  DISTRIBUSI  OUTPUT  SEKTORAL 

(Persen) 


1967 

1977 

1980 

1985 

1988 

1990 

1992 

51,8 

34,7 

31,4 

22,6 

21,1 

19,5 

18,4 

3,7 

12,2 

9,4 

18,2 

17,3 

15,1 

14,4 

8,4 

11,9 

14,3 

15,9 

17,2 

19,2 

20,4 

1,6 

4,6 

5,7 

5,3 

5,1 

5,8 

6,2 

15,8 

16,2 

16,4 

14,9 

15,2 

16,1 

16,1 

5,5 

8 

8,8 

7,6 

7,8 

7,6 

7,1 

6,4 

3,3 

2.9 

3,7 

3,6 

3,4 

3,4 

6,8 

9,1 

11,4 

11,8 

12,5 

13,3 

14 

100         100         100         100         100         100  100 
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Meskipun  transformasi  struktural  bidang 
ekonomi  dan  politik  berhasil  menunjukkan 
suatu  prestasi,  tetapi  kedua  bidang  tersebut 
masih  belum  dapat  mewujudkan  tercapainya 
masyarakat  yang  berkeadilan  sosial.  Di  bi- 
dang ekonomi,'^  prestasi  ekonomi  yang  te- 
lah  dicapai  tidak  akan  memuaskan  kebutuh- 
an  sosial-politik,  apabila  tidak  dapat  mengu- 
rangi  kesenjangan  sosial  yang  menuntut  ke- 
adilan  sosial.  Keberhasilan  ekonomi  yang  te- 
lah  diraih  pada  hakekatnya  tidak  seharusnya 
dipandang  sebagai  ultimate  objective,  tetapi 
harus  dipandang  sebagai  upaya  untuk  men- 
ciptakan  persamaan  akses  yang  mengaktua- 
lisasikan  prinsip  keadilan  sosial. 

Raihan  dalam  bidang  ekonomi  ternyata 
masih  mengakibatkan  kesenjangan  yang  be- 
sar  dalam  pertumbuhan  antara  sel-sel  eko- 
nomi dalam  ekonomi  nasional  yang  mem- 
pertajam  karakteristik  dualistis  dari  eko- 
nomi nasional.  Kesenjangan  pertumbuhan 
tersebut  menyangkut  dimensi-dimensi  yang 
bervariasi,  seperti:  (i)  kesenjangan  pertum- 
buhan kota-desa,  dilihat  dari  segi  pendapat- 
an  maupun  infrastruktur;  (ii)  kesenjangan 
pertumbuhan  pendapatan  antara  pribumi 
dan  non  pribumi;  (iii)  kesenjangan  pertum- 
buhan sektoral  sebagaimana  tercermin  di  da- 
lam relatif  lebih  lambannya  perubahan  kom- 
posisi  penduduk  yang  bekerja  menurut  sek- 
tor  terhadap  perubahan  komposisi  produk 
domestik  bruto;  (iv)  kesenjangan  pertum- 
buhan angkatan  kerja  menurut  status  peker- 
jaan  sebagaimana  tercermin  dari  relatif  be- 
sarnya  proporsi  angkatan  kerja  yang  bekerja 
sebagai  swakerja  terhadap  buruh  dan  pengu- 


'^Persoalan  klasik  yang  dihadapi  bidang  ekonomi 
tetap  menuntut  jawaban  who  gets,  of  what,  how  much 
dalam  menelaah  fenomena  sosial  ekonomi.  Lihat  Mar- 
tin Staniland,  What  is  Political  Economy?  A  Study  of 
Social  Theory  and  Underdevelopment  (New  York:  Vail- 
Ballou  Press,  1985),  2. 


saha  dengan  pekerja  tetap;  (v)  adanya  kesen- 
jangan pertumbuhan  ekonomi  antara  Indo- 
nesia Bagian  Barat  dengan  Indonesia  Bagian 
Timur,  antara  Jawa  dan  Madura,  dengan 
bagian  Indonesia  yang  lain.  Berbagai  ke- 
senjangan di  atas  merupakan  konsekuensi 
logis  dari  kebijakan  ekonomi  makro  yang 
berorientasi  pertumbuhan  yang  cenderung 
memberi  prioritas  pada  growth  generating 
regions,  sectors,  maupun  social  groupings. 

Kesenjangan  pertumbuhan  di  atas  men- 
dorong  dirumuskannya  berbagai  macam  ke- 
bijakan pemerataan  seperti  program  bapak 
angkat,  kewajiban  konglomerat  untuk 
mengalokasikan  sahamnya  kepada  koperasi, 
program  Inpres  Desa  Tertinggal  (IDT),  alo- 
kasi  keuntungan  BUMN  bagi  golongan  eko- 
nomi lemah,  dan  lain  sebagainya. 

Raihan  dalam  bidang  politik  masih  juga 
menyisakan  kesenjangan  antara  tekad  poli- 
tik pemerintah  dan  aktualisasi  tekad  poli- 
tik.'^ Masih  terdapat  fenomena  tingkat  ke- 
tergantungan  yang  tinggi  kepada  para  biro- 
krat  dalam  berbagai  prakarsa  pengambilan 
keputusan,  terutama  dalam  inecraksi  antara 
suprastruktur  dan  infrastruktur  politik. 
Sosok  unbalanced  polity  ini  pada  akhirnya 
dapai  menghambat  aktualisasi  prinsip  ke- 

'^Djisman  S.  Simandjuntak,  "Deregulasi,  Demo- 
krasi  Ekonomi  dan  Koperasi",  dalam  Analisis,  Tahun 
XIX,  no.  3,  Mei-Juni  1990,  293-294.  Lihat  juga  Bam- 
bang  Sudibyo,  "Kebutuhan  Dasar  dan  Keadilan  So- 
sial", makalah  dipresentasikan  pada  Seminar  Nasional 
Ilmu-ilmu  Sosial  dan  Kongres  VI  HIPIIS,  Yogyakarta, 
16-21  April  1990,  5. 

'^Proses  pembangunan  cenderung  diwarnai  dengan 
banyaknya  bahasa  politik  yang  dipergunakan  aparat 
pemerintahan,  banyaknya  kebijakan  yang  hanya  di  atas 
kertas  tanpa  program  aksi.  Semuanya  menyebabkan 
masyarakat  jenuh  dengan  realitas  sosial-politik  yang 
berjalan.  Lihat  juga  Benedict  Anderson,  Language  and 
Power:  Exploring  Political  Cultures  in  Indonesia  (Itha- 
ca: Cornell  University  Press,  1990). 
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adilan  sosial.  Di  samping  itu,  kecenderungan 
berhimpitnya  struktur  politik  dengan  struk- 
tur  ekonomi  yang  terefleksikan  dari  feno- 
mena  beradanya  penguasaan  sumber-sum- 
ber  ekonomi  dan  sumber-sumber  politik 
pada  satu  tangan,  akan  memperlemah  kon- 
trol  sosial  yang  dapat  menghambat  pelaksa- 
naan  asas  keadilan  sosial.'^  Fenomena 
bureaucratic  polity  yang  menunjukkan  pe- 
ranan  negara  yang  dominan  ini  juga  tercer- 
min  dalam  proses  transformasi  struktural 
menuju  masyarakat  industrial.  Negara  amat 
berperanan  dalam  mengalokasikan  berbagai 
sumber  dan  menentukan  preferensi  kebijak- 
an,  sehingga  tidak  dapat  dikesampingkan 
adanya  kemungkinan  kepentingan  birokrasi 
akan  mewarnai  kebijakan  tersebut.  Oleh 
karena  itu,  dalam  situasi  di  mana  infrastruk- 
tur  politik  masih  lemah  dan  berada  di  dalam 
hubungan  ketergantungan  dengan  birokrasi 
tersebut,  tidak  mustahil  kepentingan  biro- 
krasi akan  mewarnai  proses  transformasi 
masyarakat  tersebut.  Segala  macam  alokasi 
sumber  dan  penentuan  pelaku  ekonomi  ini 
akan  mengalami  distorsi  dari  prinsip-prinsip 
yang  berlaku  di  dalam  mekanisme  pasar. 

Di  bidang  politik,  diterimanya  Pancasila 
sebagai  ideologi  bangsa  sebenarnya  merupa- 
kan  suatu  prestasi  tersendiri.^^  Dengan  dite- 
rimanya ideologi  Pancasila  tersebut  sebagai 
satu-satunya  asas  hidup  berbangsa  dan  ber- 
negara,  maka  persamaan  landasan  bagi  in- 
teraksi  politik  sudah  terbentuk.  Dalam  lan- 
dasan demokrasi,  semua  bentuk  perbedaan 
pendapat  dan  keanekaragaman  pandangan 
seharusnya  sudah  mendapat  tempat  yang  se- 


'^Moeljarto  Tjokrowinoto,  "Dua  Puluh  Lima 
Tahun 9-10. 

^"Konflik  ideologi  dilihat  sebagai  dosa  masa  lalu. 
Ketidakstabilan  politik  yang  menyebabkan  kehancuran 
ekonomi  dianggap  sebagai  akibat  dari  konflik  ideologi 
yang  tak  kunjung  se'lesai. 


mestinya.  Yang  masih  menjadi  persoalan 
adalah  proses  interpretasi  terhadap  ideologi 
tadi.  Tidak  bisa  dipungkiri  masih  terjadi  eks- 
klusivisme  dalam  menginterpretasikan  kehi- 
dupan  politik  yang  berdasar  demokrasi  Pan- 
casila. Eksklusivisme  dan  parochialisme  ini 
cenderung  memarginalisasikan  sebagian  dari 
anggota-anggota  masyarakat  dalam  interak- 
si  politik,  sehingga  bertentangan  dengan 
asas- asas  dasar  yang  meletakkan  batas-batas 
toleransi  dalam  memberi  interpretasi  Panca- 
sila secara  kontekstual,  sesuai  dengan  prin- 
sip  Pancasila  sebagai  ideologi  terbuka.^^ 
Ideologi  Pancasila  harus  terefleksikan  pada 
kultur  politik. 

Benturan  Kepentingan  Antara  Nega- 
ra dan  Individu 

Proses  transformasi  struktural  pemba- 
ngunan  ekonomi  Indonesia  menunjukkan 
bahwa  penyelesaian  masalah  pilihan  di  da- 
lam kehidupan  ekonomi  suatu  masyarakat 
selalu  tidak  terlepas  dari  konteks  sistem  po- 
litik, struktur  sosial,  ataupun  kehidupan  kul- 
tural  suatu  masyarakat.  Para  political  eco- 
nomist memperlihatkan  betapa  sistem  poli- 
tik merupakan  hal  yang  mengatur  hubungan 
di  antara  mereka  yang  memiliki  kekuatan 
politik  (power)  dengan  yang  tidak  atau  ku- 
rang  memilikinya,  sehingga  yang  didapat 
adalah  hubungan  di  antara  penguasa  (ruler) 
dan  masyarakat  (ruled). 

Kegiatan  ekonomi  sebagaimana  kegiat- 
an-kegiatan  lainnya  dalam  masyarakat  tidak 
terlepas  dari  konteks  pohtik  yang  ada  di  ma- 
syarakat yang  bersangkutan,  karena  sistem 

^'Lihat  Moeljarto  Tjokrowinoto,  "Dua  Puluh  Lima 
Tahun  10. 

^^Moeljarto  Tjokrowinoto,  "Dua  Puluh  Lima  Ta- 
hun ...",  11. 
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politik  bukan  saja  membentuk  power  rela- 
tionship di  suatu  masyarakat  tetapi  juga  tu- 
rut  menentukan  nilai  serta  norma  yang  ber- 

laku  yang  pengaruhnya  dirasakan  sampai  di 

23 

dalam  kegiatan  ekonomi. 

Kondisi  yang  menyebabkan  belum  terca- 
painya  pembangunan  politik  ekonomi  Indo- 
nesia yang  berkeadilan  seperti  yang  telah  di- 
sebutkan  di  atas,  terletak  pada  konsep  masih 
berhimpitnya  struktur  politik  dengan  struk- 
tur  ekonomi  yang  terefleksikan  dari  feno- 
mena  beradanya  penguasaan  sumber-sum- 
ber  ekonomi  dan  sumber-sumber  politik  pa- 
da  satu  tangan.^'*  Hal  ini  juga  mempenga- 
ruhi  proses  transformasi  struktural  menuju 
masyarakat  industri,  suatu  proses  yang  tidak 
berlangsung  dalam  kevakuman,  akan  tetapi 
berlangsung  dalam  konfigurasi  sosio-politik 
tertentu. 

Transformasi  struktur  ekonomi  yang 
pada  hakekatnya  menyangkut  perubahan 
dalam  proses  produksi  dan  distribusi  komo- 
diti  ekonomi  ini  tidak  dapat  dilepaskan  dari 
fenomena  hubungan  kekuasaan  dan 
hubungan  sosial.  Ada  pengaruh  timbal-balik 
antara  hubungan  sosial  dan  hubungan  ke- 
kuasaan dengan  perubahan  hubungan  eko- 
nomi yang  terjadi  dalam  proses  transformasi 
struktural  tadi.  Penerapan  kekuasaan  dan 
interaksi  sosial  dengan  segala  bentuknya  me- 
nipakan  faktor  penting  yang  menentukan  si- 


Lihat  Dorodjatun  Kuntjoro-Jakti,  "Pendekatan 
Politik-Ekonomi  atau  Ekonomi-Politik:  Jembatan  di 
Antara  Ilmu  Ekonomi  dan  Ilmu  Politik",  dalam  M.  Ar- 
sjad  Anwar,  Thee  Kian  Wie,  Iwan  Jaya  Azis  (eds.)i  Pe- 
mikiran,  Pelaksanaan,  dan  Periniisan  'Pembangunan 
Ekonomi  (Jakarta:  Gramedia,  1992),  183. 

^Upaya  mengurangi  keterlibatan  pemerintah  dan 
meningkatkan  efisiensi  sistem  perekonomian  dilakukan 
dengan  proses  debirokratisasi  dan  deregulasi.  Kedua 
proses  merupakan  reaksi  terhadap  gejala  birokratisasi 
daq  regulasi  yang  sudah  sangat  berlebihan. 


fat  sesuatu  sistem  ekonomi;  di  lain  pihak, 

proses  ekonomi  itu  sendiri  cenderung  mere- 

distribusikan  kekuasaan  dan  kekayaan  yang 
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mengubah  sistem  politik  dan  sistem  sosial. 

Analisis  kondisi  pembangunan  politik 
ekonomi  Indonesia  dewasa  ini  memperlihat- 
kan  suatu  gejala  sistem  ekonomi  legal  dan 
formal  yang  tidak  lagi  berfungsi  dengan  se- 
bagaimana  mestinya.  Selain  itu,  sistem  pem- 
buat  kebijakan  cenderung  hanya  melayani 
kepentingan  beberapa  gelintir  orang  saja. 
Keadaan  ini  disebabkan  elemen  politik  dan 
pasar  seringkaH  bertubrukan,  karena  efi- 
siensi pasar  yang  kompetitif  dengan  mudah 
diancam  intervensi  kebijakan  yang  berasal 
dari  tekanan  interest-group  dalam  pemerin- 
tahan,  sehingga  yang  terwujud  adalah  kebi- 
jakan pubUk  yang  terefleksikan  menurut  pi- 
lihan  rasional  tetapi  menghasilkan  outcome 
ekonomi  yang  irasional  dan  merugikan  ke- 
pentingan umum.  Bisa  juga  dikatakan 
bahwa  faktor- faktor  politis  seringkali  mem- 
pengaruhi  seleksi  kebijakan-kebijakan  eko- 
nomi, dan  sasaran-sasaran  politik  seringkali 
menghasilkan  konsekuensi  ekonomi  yang  se- 
baliknya  dari  yang  digariskan  kebijakan-ke- 
bijakan ekonomi. 

Manifestasinya  dapat  dilihat  dari  peri- 
laku  aparat  pemerintahan  yang  menunjuk- 
kan  praktek  otoriterisme  penguasa.  Subur- 
nya  praktek  otoriterisme  atas  sumber-sum- 
ber vital  masyarakat^^  merupakan  gejala 
dari  tidak  bekerjanya  mekanisme  politik  dan 


^'Mohtar  Mas'oed,  Ekonomi  dan  Struktur  Poli- 
tik ....  xvi. 

^^Public  goods  yang  seharusnya  menjadi  milik 
negara  karena  menguasai  hajat  hidup  banyak  orang, 
ada  kecenderungan  dimanfaatkan  pemerintah  dengan 
beberapa  kelompok  kepentingan  demi  kepentingan  pri- 
badi.  Fungsi  pengawasan  pemerintah  dalam  pendistri- 
busian  public  goods  tersebut  belum  berjalan  sebagai- 
mana- mestinya. 
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ekonomi  yang  partisipatif.  Hal  ini  terjadi 
karena  adanya  praktek  politik  di  mana  pe- 
merintah  berinteraksi  secara  tertutup  dengan 
sektor  swasta  besar.  Dalam  ketertutupan  ter- 
sebut,  transaksi  politik  dan  ekonomi  terjadi 
hanya  untuk  kepentingan  segelintir  kelom- 
pok  kepentingan  (interest  group)  yang  terli- 
bat  di  dalamnya.  Praktek  ini  biasany'a  didu- 
kung  sistem  hukum  yang  sengaja  dibiarkan 
kabur  dan  prosedur  penetapannya  dikendali- 
kan  di  tangan  kekuasaan  eksekutif  sehingga 
produk  hukum  yang  muncul  tetap  berpihak 
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pada  penguasa. 

Bentuk  hubungan  yang  muncul  di  antara 
kelompok  kepentingan  menghasilkan  kait- 
mengait  antara  patron,  dalam  hal  ini  elite 
penguasa,  dan  clients  yang  diwakili  golong- 
an  pengusaha  ataupun  kelompok- kelompok 
kepentingan  lainnya.  Relasi  di  antara  kedua- 
nya  dianggap  para  analis  politik  ekonomi  se- 
bagai  penyebab  terhambatnya  pembangun- 
an  ekonomi  di  negara-negara  berkembang 
karena  menghambat  terciptanya  perilaku 
yang  rasional.  Bentuk  hubungan  yang  dicip- 
takan  biasanya  bersifat  tradisional  yang 
menghalalkan  praktek  korupsi,  penyele- 
wengan,  koneksi  dan  pilih  kasih  yang  terse- 
lubung.  Hubungan  patronage  yang  terjadi 
cenderung  menimbulkan  kolusi  yang  meng- 
hambat "pintu  masuk"  terhadap  terbuka- 
nya  kesempatan  berusaha  kepada  semua  pi- 
hak  yang  berminat  secara  adil.^^ 


^^Lihat  Didik  J.  Rachbini,  "Praktek  Korporatisme 
dan  Implikasinya",  makalah  disampaikan  pada  Semi- 
nar Mengenang  Alfian:  Menelaah  Kembali  Format  Po- 
litik Orde  Baru  (LIPI,  14-15  Juni  1994),  1-5. 

Keadaan  ini  merupakan  gejala  praktek  monopoli 
atau  oligopoli  yang  terjadi  lewat  pemberian  sural  kepu- 
tusan  atau  "katebelece"  yang  kemudian  menumbuhkan 
praktek  percukongan.  Lihat  Dorodjatun  Kuntjoro- 
Jakti,  "Pendekatan  Politik  Ekonomi 178-179. 


Dengan  melihat  penjelasan  di  atas,  gam- 
baran  keadaan  politik  ekonomi  yang  tim- 
pang  sebetulnya  merupakan  resultante  dari 
tidak  adanya  sistem  politik  yang  demokratis. 
Keadaan  ini  nantinya  akan  diikuti  dengan 
terciptanya  sistem  pasar  yang  tidak  sempur- 
na  (imperfect  market).  Fenomena  di  atas 
merupakan  gejala  umum  yang  terdapat  di 
negara  sedang  berkembang  yang  strukturnya 
sangat  pluralistis.  Dengan  kehidupan  eko- 
nomi yang  dualistis,  maka  power  relation- 
ship masih  sukar  untuk  disusun  secara  de- 
mokratis murni.  Nilai  dan  norma  yang  di- 
junjung  tinggi  sering  merupakan  hal  yang  di- 
kemukakan  secara  ideologis  oleh  pemerin- 
tah,  sehingga  kepentingan  umum  atau  ne- 
gara lebih  diprioritaskan  daripada  kepen- 
tingan pribadi  dari  berbagai  golongan  ma- 
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syarakat.  Nantmya,  kebijakan  dan  im- 
plementasi  apa  pun  yang  muncul  bukan  lagi 
merupakan  produk  dari  mekanisme  pasar 
yang  sehat,  tetapi  cenderung  dihasilkan  me- 
lalui  invisible  hand  yang  mengatur  ekonomi 
pasar  dan  invisible  foot  yang  merupakan 
produk  dari  distorsi  politik.  Hasil  akhir  yang 
didapat  dari  proses  pembangunan  yang  tim- 
pang,  salah  satunya  adalah  makin  banyak- 
nya  kelompok- kelompok  marginal  yang 
belum  dapat  sepenuhnya  mengaktualisasi- 
kan  aspirasi  sosial,  politik  dan  hidup  dalam 
masyarakat  yang  berkeadilan  sosial. 

Kebijakan  dan  Reformasi 

Upaya  memperbaiki  kebijakan  pemba- 
ngunan politik  ekonomi  yang  tidak  sehat 
dan  memihak  kepada  kepentingan  segelintir 
orang,  memerlukan  pengkajian  kembali  pro- 
ses formasi  kebijakan  yang  dihasilkan  serta 


^'Dorodjatun  Kuntjoro-Jakti,  "Pendekatan  Politik- 
Ekonomi  ...",184. 
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mengidentifikasi  bagian-bagian  yang  tidak 
berfungsi.  Sebelumnya,  perlu  diperhatikan 
pula  proses  terciptanya  kebijakan  yang  ber- 
kaitan  dengan  peran  negara  dalam  pereko- 

30 

nomian. 

Permasalahan  klasik  yang  banyak  dijum- 
pai  di  negara  berkembang,  kembali  memper- 
tanyakan  bagaimana  seharusnya  peran  ne- 
gara dalam  pembangunan  ekonomi.  Seperti 
telah  disebutkan  di  atas,  kecenderungan  tim- 
bulnya  bureaucratic  polity  menunjukkan 
bahwa  peran  negara  dalam  perekonomian 
masih  cukup  besar.  Dengan  meminjam  dia- 
gram peran  negara  dalam  perekonomian 
dari  J.E.  Alt  dan  K.A.  Chrystal,^*  maka  pe- 
ran negara  dalam  (pembangunan)  ekonomi 
dapat  didiskripsikan  paling  sedikit  ke  dalam 
tiga  model,  yaitu  protective  (neutral),  pro- 
ductive (positive)  dan  exploitative  (negative). 

Model  protective  state  pada  dasarnya 
menggambarkan  peran  negara  yang  terba- 
tas.  Tugas  negara  hanya  menciptakan  atau 
menyediakan  pertahanan  (keamanan), 
hukum  dan  aturan.  Sistem  perekonomian  di- 
biarkan  berjalan  melalui  mekanisme  pasar 
dengan  intervensi  pemerintah  dalam  tingkat- 
an  yang  sangat  rendah.  Atau  dalam  istilah 
sosiologi,  aktivitas  masyarakatnya  dibiarkan 
berjalan  menurut  aturan  laissezfaire  (pasar 
bebas),  di  mana  kesejahteraan  seluruh  ma- 
syarakat  akan  terjamin  dengan  membiarkan 
individu  sebebas  mungkin  mengejar  kepen- 
tingan  dirinya. 


Peran  negara  juga  disamaartikan  dengan  peran 
pemerintah. 

^'j.E.  Alt  dan  K.A.  Chrystal,  Political  Economics 
(Brighton:  Wheatsheaf,  1983),  28-29,  dalam  karangan 
Gerald  M.  Meier,  "Policy  Lessons  and  Policy  Forma- 
tion", di  buku  Gerald  M.  Meier  (ed.).  Politics  and  Poli- 
cy Making  in  Developing  Countries:  Perspectives  on  the 
New  Political  Economy  iCaWfornia:  ICEG,  1991),  9. 


Dalam  productive  state,  peran  negara  sa- 
ngat terlihat  terutama  dalam  peran  positif- 
nya  mengoreksi  kegagalan  berfungsinya  sis- 
tem pasar.  Setelah  pasar  berfungsi  normal 
kembali,  maka  secara  otomatis  campur  ta- 
ngan  negara  akan  ditarik.  Kebijakan- kebi- 
jakan yang  muncul  biasanya  ditujukan  demi 
kepentingan  masyarakat  secara  umum.  Mo- 
del productive  state  ini  banyak  dipakai  di 
negara- negara  maju. 

Model  yang  dianut  exploitative  state 
memperlihatkan  campur  tangan  negara  yang 
kuat,  tetapi  cenderung  dikategorikan  negatif 
karena  intervensi  ditujukan  untuk  memaksi- 
malkan  keuntungan  bagi  lapisan  elite  atau 
kelompok-kelompok  kepentingan.  Model 
exploitative  ini  menciptakan  kegagalan  non 
pasar  (non  market  failure)  sebagai  akibat 
dari  aturan-aturan  ekonomi  yang  berlaku. 
Negara  (pemerintah)  dengan  kelompok-ke- 
lompok kepentirigan  cenderung  berkolabo- 
rasi  menguasai  sumber-sumber  ekonomi  ne- 
gara. Akibatnya,  non  market  failure  yang 
muncul  lebih  berbau  konflik  politis  karena 
benturan-benturan  kepentingan  dari  kelom- 
pok  masyarakat  atau  kelbmpok  kepentingan 
sendiri  yang  tidak  puas  dengan  kebijakan 
atau  realitas  sosial  ekonomi  yang  ada, 

Ketiga  model  peran  negara  dalam  per- 
ekonomian di  atas  bukan  merupakan  model 
yang  berdiri  terpisah,  tetapi  dapat  menun- 
jukkan suatu  proses  yang  berkesinambung- 
an.  Posisi  Indonesia  bila  dikaji  menurut  ke- 
tiga model  tersebut,  dapat  menjurus  pada 
model  exploitative  kalau  peran  negara  ter- 
lalu  dominan,  baik  dalam  pembuatan  dan 
penentuan  kebijakan  maupun  dalam  pe- 
nguasaan  sumber-sumber  negara  yang  tidak 
diimbangi  dengan  kontrol  sosial  yang  efek- 
tif.  Proyek-proyek  pembangunan  yang  se- 
cara normatif  "memihak  rakyat"  seperti 
pembangunan  dam,  jaringan  irigasi,  pe- 
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Diagram  1 


PERAN  NEGARA  DALAM  PEREKONOMIAN 
Protective  (neutral) 


Productive  (positive) 


Exploitative  (negative) 


Diagram  2 


PROSES  FORMASI  KEBIJAKAN 


Economist 


Predictions 

and 
Prescriptions 


Society-centered  forces 
Classes 

Interest  groups 
Parties  and  voters 


Imple- 

—> 

Policy 

menta- 

out- 

tion 

come 

Stale-centered  forces 
Technocrats 
Bureaucrats 
State  interest 


ngembangan  kawasan  terpadu  dan  sebagai- 
nya  mungkin  saja  memberi  peluang  bagi  pe- 
menuhan  kepentingan  yang  sempit.  High- 
cost  economy  sebagaimana  ditunjukkan 
oleh  tingginya  ICOR  agaknya  merefleksikan 
fenomena  ini. 

Perlu  tidaknya  campur  tangan  negara  (pe- 
merintah)  dalam  perekonomian  atau  mem- 
biarkan  perekonomian  berjalan  sesuai  de- 
ngan  mekanisme  pasar  masih  sering  diperde- 
batkan.  Perekonomian  yang  mengandalkan 
mekanisme  pasar  cenderung  menimbulkan 
penindasan  yang  kuat  terhadap  yang  lemah 
sebagai  akibat  persaingan  bebas.  Yang  kuat 
akan  semakin  kuat  dan  yang  lemah  menjadi 
semakin  lemah.  Kondisi  ini  akan  lebih  parah 
bila  yang  kuat  kemudian  saling  bersekutu 
dan  membentuk  kelompok  monopoli  atau 
oligopoli. 

Sebenarnya,  perlunya  campur  tangan  pe- 
merintah  dalam  perekonomian  dapat  ber- 


fungsi  menjaga  kemurnian  pasar  dan  mence- 
gah  efek  negatif  dari  sistem  pasar  bebas. 
Dari  titik  tekan  inilah  kondisi  perekonomian 
Indonesia  mengalami  suatu  situasi  yang  di- 
lematis.  Campur  tangan  pemerintah  yang 
terlalu  minim  dalam  sistem  perekonomian, 
dapat  menimbulkan  sistem  yang  mengun- 
tungkan  golongan  yang  mempunyai  bargain- 
ing position  kuat.  Tetapi  campur  tangan 
pemerintah  yang  berlebihan  dapat  menim- 
bulkan kelompok  birokrat  yang  berorientasi 
pada  kepentingan  yang  sempit. 

Dengan  kondisi  pembangunan  yang  be- 
lum  berjalan  sebagaimana  mestinya,  di 
mana  keputusan-keputusan  ekonomi  sering- 
kali  diwarnai  oleh  pertimbangan  kepenting- 
an oknum-oknum  atau  kelompok  dalam  bi- 
rokrasi,  perlu  ditinjau  bagaimana  proses 
formasi  kebijakan  yang  dihasilkan.  Proses 
formasi  kebijakan  melibatkan  banyak  pihak 
dengan  proses  yang  tidak  sederhana.  De- 
ngan mengacu  pada  diagram  proses  formasi 
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kebijakan  dari  Gerald  Meier,  akan  tampak 
pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  proses  for- 
masi  kebijakan  tersebut. 

Diagram  2  mendiskripsikan  proses  for- 
masi  kebijakan.  Pendekatan  tersebut  meru- 
pakan  proses  linear  yang  bermula  dari  perki- 
raan  (predictions)  dan  petunjuk  (prescrip- 
tions) dari  ahli  ekonomi^^  yang  disampaikan 
kepada  pembuat  kebijakan  (policy  maker). 
Dari  policy  maker  ini,  perkiraan  dan  petun- 
juk yang  ada  disampaikan  kepada  pilihan 
kebijakan  (policy  choice).  Tahap  implemen- 
tasi  dan  hasil  akhir  dari  kebijakan  (policy 
outcome)  merupakan  dua  proses  terakhir. 

Suatu  diskripsi  yang  lebih  kaya  terhadap 
proses  formasi  kebijakan  bagaimanapun  me- 
merlukan  pertimbangan  kekuatan  atau  sum- 
ber-sumber  lain  yang  mempengaruhi  peri- 
laku  pembuat  kebijakan.  Kekuatan- kekuat- 
an tersebut  dapat  dikategorikan  menjadi 
dua,  yaitu  society- centered  forces  dan  state- 
centered  forces.  Menurut  pendekatan  socie- 
ty-centered, pemerintah  berfungsi  secara  pa- 
sif.  Terdapat  societal  inputs  yang  ditujukan 
kepada  pemerintah,  sehingga  pilihan  kebi- 
jakan merupakan  dependent  variable.  Per- 
mintaan-permintaan  dari  masyarakat  me- 
munculkan  variasi  kebijakan  guna  meme- 
nuhi  permintaan  masyarakat  tersebut."^'* 

"Gerald  Meier,  "Policy  Lessons  10. 

^^Diagram  di  atas  secara  kebetulan  mendiskripsikan 
proses  formasi  kebijakan  ekonomi,  sehingga  peran  para 
ekonom  sebagai  salah  satu  aktor  utama  dalam  formasi 
tersebut  meming  menonjol.  Tetapi  tidak  dikesamping- 
kan  bahwa  awal  formasi  kebijakan  melibatkan  ahli-ahli 
lain.  Kecenderungan  yang  terjadi  sekarang  dalam  pro- 
ses formasi  suatu  kebijakan  melibatkan  para  ahli  secara 
multidisipliner. 

^Kalimat  ini  mengandung  makna  yang  ganda.  Kebi- 
jakan yang  ada  merupakan  usulan  murni  dari  masya- 
rakat karena  merefleksikan  kebutuhannya  atau  dapat 
juga  berarti  kebijakan  tersebut  ada  karena  pemerintah 
mengira  masyarakat  memerlukannya.  Sering  terjadi  be- 


Pendekatan  ini  juga  mengikutsertakan 
input-input  yang  berasal  dari  kelas,  kelom- 
pok  kepentingan  maupun  partai-partai  poli- 
tik. 

Pendekatan  state-centered  melihat  nega- 
ra  dengan  tujuannya  sendiri.  Negara  bersifat 
swantantra  (autonomous)  dan  peran  elite 
pembuat  kebijakan  sangat  aktif.  Pendekat- 
an ini  mengikutsertakan  para  teknokrat 
yang  mengabdikan  dirinya  dalam  pemerin- 
tahan  yang  bijak,  untuk  meningkatkan  kese- 
jahteraan  umum  dan  meningkatkan  efisiensi 
birokrasi  politik,  serta  terdapat  pula  kelom- 
pok  kepentingan  yang  memaksa  atau  mene- 
kan  pembuat  kebijakan  dengan  dalih  untuk 
kepentingan  negara. 

Kondisi  proses  formasi  kebijakan  di  In- 
donesia dapat  disejajarkan  dengan  diagram 
di  atas.  Bedanya  bahwa  kekuatan  yang  ter- 
dapat baik  dalam  society-centered  dan  state- 
centered  cenderung  saling  tumpang-tindih. 
Atau  dengan  kata  lain,  sangat  sulit  mengkla- 
sifikasikan  kekuatan- kekuatan  yang  terda- 
pat  dalam  kedua  forces  tadi  secara  tegas. 
Bagaimana  pun,  kekuatan- kekuatan  dari 
state-centered  lebih  dominan  untuk  memak- 
sakan  kepentingan  sempit  kekuatan  tersebut 
kepada  pembuat  kebijakan. 

Terlalu  mudanya  suatu  proses  formasi 
kebijakan  "diatur"  merupakan  akibat  dari 
tidak  adanya  kekuatan- kekuatan  lain  yang 
berfungsi  sebagai  control- mechanism  terha- 

da  pendapat  antara  persepsi  masyarkat  dan  pemerintah 
dalam  formasi  kebijakan  ini.  Makna  kedua  lebih  ber- 
sifat politis  dan  menguntungkan  pembuat  kebijakan 
yang  bersangkutan. 

^^Ada  kecenderungan  bahwa  anggota  kedua  forces 
tadi  juga  berperan  sebagai  policy  maker.  Tugas  yang  di- 
bebankan  kepada  mereka  tidak  hanya  sebatas  memfor- 
mulasikan  atau  mengusulkan  suatu  kebijakan,  tetapi 
juga  dapat  berfungsi  sebagai  pengambil-manfaat  lang- 
sung  dari  outcome  kebijakan  yang  dikeluarkan. 
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dap  proses  formasi  kebijakan  tersebut,  dan 
kalaupun  ada  fungsinya  juga  lemah.  Dengan 
model  formasi  kebijakan  yang  sangat  dipe- 
ngaruhi  oleh  banyaknya  invisible  hand,  su- 
dah  jelas  bahwa  yang  disebut  sebagai  "aspi- 
rasi-aspirasi  yang  mewakili  masyarakat 
luas"  tidak  akan  tersampaikan  dengan  be- 
nar.^^  Proses  disetujuinya  suatu  kebijakan 
dari  tangan  policy  maker  cenderung  mem- 
pertimbangkan  kekuatan  kelompok-kelom- 
pok  "penekan"  dan  motivasi  atau  self  in- 
terest yang  dapat  diraih  di  balik  kebijakan 
yang  muncul. 

Situasi  politik  ekonomi  Indonesia  yang 
dihasilkan  melalui  proses  formasi  kebijakan 
cenderung  terpengaruh  oleh  semakin  ba- 
nyaknya aktor  politik  yang  melakukan  ma- 
nuver  politik  atas  dasar  nilai  yang  feodalistis 
dan  primodialisme.  Mudah  ditebak  bahwa 
perilaku  yang  demikian  cenderung  merugi- 
kan  kepentingan  masyarakat  luas. 

Penutup 

Situasi  obyektif  yang  terjadi  dalam  pem- 
bangunan  politik  ekonomi  Indonesia  me- 
ngandung  dua  makna  yang  besar.  Pertama, 
situasi  yang  ada  merupakan  pengaruh  besar 
dari  perilaku  individu-individu  yang  tertam- 
pung  dalam  dua  kekuatan- kekuatan  besar  di 
atas,  yaitu  society-centered  dan  state- 
centered.  Kedua,  situasi  yang  terjadi  meru- 
pakan reaksi  aktif  dan  kritis  dari  bagaimana 
masyarakat  mempersepsikan  kebijakan- ke- 
bijakan yang  ada  sesuai  dengan  realitasnya. 

Lapisan  yang  peduh  dengan  kondisi  po- 
litik ekonomi  negaranya  akan  berusaha 

^Kalaupun  ada  bahasa  politik  yang  "bergaya"  me- 
nyanggupi  menampung  aspirasi-aspirasi  yang  ada,  cen- 
derung hanya  janji  di  atas  kertas  tanpa  program  aksi 
yang  berarti. 


mQnguiSLvaksin  predicitions  dan  prescriptions 
dengan  harapan  untuk  mereformasi  kebijak- 
an yang  tidak  mengenai  sasarannya.  Proses 
formasi  dan  reformasi  kebijakan  perlu  meli- 
hat  ikatan  kuat  kondisi  politik  dan  ekonomi 
yang  terjadi. 

Dalam  bidang  ekonomi,^^  perlu  keseim- 
bangan  antara  pertimbangan  economizing 
dan  sociologizing,  keseimbangan  antara  ke- 
bijakan ekonomi  dan  kebijakan  sosial  dan 
politik.  Karenanya,  upaya  meletakkan  de- 
mokrasi  politik  harus  sejajar  dengan  upaya 
meletakkan  demokrasi  ekonomi.  Dengan  de- 
mikian, sistem  alokasi  yang  menjamin  efi- 
siensi  perlu  diikuti  dengan  terwujudnya  sis- 
tem sosial  yang  menjamin  keadilan  sosial, 
sehingga  optimasi  efisiensi  tidak  meniada- 
kan  upaya-upaya  untuk  mewujudkan  opti- 
masi.keadilan  sosial.  Sumber-sumber  kesen- 
jangan  pertumbuhan  ekonomi  di  antara  ber- 
bagai  sel-sel  ekonomi  yang  terletak  pada  per- 
bedaan  kepekaan  sel-sel  terhadap  rangsang- 
an  ekonomi  dan  ketimpangan  di  dalam  dis- 

39 

tribusi  rangsangan  perlu  segera  dipecah- 
kan  melalui  strategi  pembangunan  yang  ber- 
orientasi  pada  optimasi  pertumbuhan  bagi 
setiap  warga  negara. 

Pembangunan  bidang  politik  harus  me- 
nekankan  strategi  empowerment  yang  diper- 
lukan  untuk  mewujudkan  balanced  polity. 
Selain  itu,  sikap  eksklusivisme  dan  paro- 
chialisme  perlu  dihindari  sejalan  dengan  me- 
ningkatnya  pengaruh  infrastruktur  politik. 
Secara  garis  besar  dapat  diungkapkan  bah- 
wa upaya  meningkatkan  performance  pem- 

^^Masih  perlu  dipertanyakan  kembali  apakah  /ess 
politics  berarti  menghasilkan  better  economics  dan  se- 
baliknya. 

^^Lihat  Moeljarto  Tjokrowinoto,  "Dua  Puluh  Lima 
Tahun  11-12. 

•"Bamtang  Sudibjo,  "Kebutuhan  Dasar  8. 


POLITIK  EKONOMI  PEMBANGUNAN  NASIONAL 


49 


bangunan  sangat  ditentukan  oleh  bagaimana 
menciptakan  pemerintahan  yang  "baik" 
dan  "bersih".'*^  Dari  sini  dapat  dilihat  nanti- 
nya  kualitas  dari  kebijakan  pemerintah  yang 
dihasilkan  serta  peran  situasi  politik  dan 
ekonomi  yang  akan  menentukan  kualitas  ter- 
sebut. 
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Perdagangan  Bebas 
dan  Kesiapan  Indonesia 

Nurjaman  A  rsjad 


1SU  perdagangan  bebas  bukanlah  hal 
yang  baru.  Akan  tetapi,  dewasa  ini  isu 
tersebut  tampaknya  lebih  banyak  lagi 
memiliki  kekuatan  politik.  Amerika  Serikat 
merupakan  pendukung  politik  utama  di  da- 
lam  mewujudkan  perdagangan  bebas  di  du- 
nia. 

Perdagangan  bebas  berarti  perwujudan 
persaingan  di  pasar.  Di  dalam  perkembang- 
annya,  perdagangan  internasional  banyak 
diwarnai  persaingan  yang  tidak  jujur  (unfair 
trade)  dan  banyak  dihambat  prpteksi-pro- 
teksi  dan  hambatan-hambatan  perdagangan 
lainnya. 

Dengan  demikian,  persoalannya  adalah 
mampukah  kekuatan  politik  mewujudkan 
perdagangan  bebas  di  dunia  yang  "benar- 
benar  perdagangan  bebas"  (genuine  free 
trade).  Apa  syarat-syaratnya  supaya  perda- 
gangan bebas  benar-benar  dapat  diwujud- 
kan?  Apa  manfaatnya  perdagangan  bebas 
bagi  semua  bangsa,  terutama  bagi  bangsa- 
bangsa  di  negara-negara  berkembang?  Ba- 
gaimana  kesiapan  Indonesia  di  dalam  meng- 
hadapi  perdagangan  bebas  dalam  iahun2020 
sesuai  dengan  "Deklarasi  Bogor"  yang  dic^ 


tuskan  dalam  pertemuan  APEC  di  Indonesia 
(November  1994)? 

Argumen  Perdagangan  Bebas 

Perdagangan  bebas  sebagai  ide  atau  ar- 
gumen sudah  lama  dicetuskan  orang  yakni 
sejak  abad  18.  Salah  satu  pencetus  ide  perda- 
gangan bebas  pada  abad  tersebut  adalah 
Adam  Smith  yang  diberi  julukan  Bapaknya 
ilmu  ekonomi  yang  sejak  terbitnya  buku  be- 
sar  "The  Wealth  of  Nations"  (1776)  oleh 
Adam  Smith,  ilmu  ekonomi  terlepas  dari  il- 
mu filsafat,  menjadi  ilmu  tersendiri  dan 
mandiri. 

Munculnya  argumen  perdagangan  bebas 
yang  klasik  pada  abad  1 8  seiring  dengan  la- 
hirnya  falsafah  hberalisme  sebagai  falsafah 
yang  menentang  absolutisme  (kekuasaan  ra- 
ja) di  abad  pertengahan. 

Pada  zaman  kekuasaan  raja- raja,  mer- 
kantilisme  merupakan  aliran  perdagangan 
internasional  yang  dominan  pada  waktu  itu, 
terutama  di  abad  16,  17  dan  18.  Menurut 
aliran  tersebut,  perdagangan  luar  negeri  sua- 
tu  negara  harus  diatur  oleh  pemerintah  se- 
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hingga  ekspor  diupayakan  lebih  besar  dari- 
pada  impor,  karena  ekspor  akan  mengaki- 
batkan  emas  mengalir  ke  dalam  negeri. 
Emas  adalah  sumber  kekuatan  ekonomi 
bangsa.  Sejak  itu,  proteksi-proteksi  dan  rin- 
tangan-rintangan  lainnya  banyak  menggang- 
gu  jalannya  persaingan  sehat  dalam  perda- 
gangan  internasional.  Pemerintah  banyak 
turut  campur  dalam  perdagangan  luar  nege- 
ri. 

Aliran  liberalisme  menolak  turut  campur 
pemerintah  dalam  perdagangan  internasio- 
nal. Menurut  aliran  liberalisme,  merkantilis- 
me  tidak  akan  membawa  kemakmuran  dan 
keadilan  dalam  perdagangan  internasional. 
Perdagangan  bebaslah  yang  membawa  ke- 
makmuran bangsa-bangsa  di  dunia  yakni 
melalui  pembagian  kerja  dan  spesialisasi  in- 
ternasional. Masing-masing  negara  sebaik- 
nya  mengekspor  komoditi  yang  paling  efi- 
sien  diproduksi  di  dalam  negeri,  dan  meng- 
impor  barang,  apabila  tidak  efisien  dipro- 
duksi di  dalam  negeri.  Perdagangan  bebas 
akan  mengakibatkan  semua  negara  di  dunia 
akan  lebih  baik  dari  sebelumnya. 

Pembagian  kerja  antar  bangsa  akan 
membawa  manfaat  timbal-balik.  Dengan 
demikian,  perdagangan  bebas  dan  perda- 
gangan terbuka  memungkinkan  tiap  bangsa 
memperluas  produksinya  dan  juga  memper- 
luas  kemungkinan  berkonsumsi,  jadi  me- 
ningkatkan  standar  hidup  penduduk  di  du- 
nia.' 

Telah  disebutkan  di  muka  bahwa  perda- 
gangan bebas  secara  internasional  berarti 

'Paul  A.  SamueisonA  William  D.  Nordhaus,  Eco- 
nomics (edisi  ke-12),  Singapura:  Mcgrow-Hill  Book 
Co.,  1985,  857.  Para  perintis  argumen  perdagangan  in- 
ternasional berdasarkan  spesialisasi  dan  pembagian  ker- 
ja dunia  adalah  antara  lain:  (i)  Adam  Smith  (absolute 
advantage);  (ii)  David  Ricardo (comparative  advantage) 
dan  Heckscher-Ohlin  (factor  endowment). 


persaingan  internasional.  Para  ekonom  bia- 
sa  berpandangan  bahwa  persaingan  akan 
mengharuskan  perusahaan-perusahaan  yang 
bersaing  di  pasar  menciptakan  efisiensi, 
mengembangkan  dan  menguasai  teknologi, 
dan  banyak  melakukan  inovasi. 

Apabila  terwujud  persaingan  bebas  se- 
cara internasional,  maka  setiap  perusahaan 
akan  dapat  memanfaatkan  "economies  of 
scale";  perusahaan  bisa  menjadi  besar  dan 
produksi  diperluas,  karena  perdagangan  be- 
bas dapat  memperluas  pasar.  Manfaat  ada- 
nya  "economies  of  scale"  yang  diterima 
suatu  negara  disebut  manfaat  dinamis 
(dynamic  gains)}  Perusahaan-perusahaan 
kecilpun  dapat  memanfaatkan  "economies 
of  scale"  yakni  melalui  penggabungan  peru- 
sahaan (merger). 

Singkat  kata,  teori  ekonomi  telah  mem- 
buktikan  bahwa  perdagangan  bebas  interna- 
sional akan  memperbaiki  efisiensi  perekono- 
mian  suatu  negara  dan  juga  dunia,  akan  me- 
wujudkan  distribusi  pendapatan  yang  lebih 
baik,  mempromosikan  pertumbuhan  ekono- 
mi dan  akhirnya  dapat  menaikkan  kesejah- 
teraan  ekonomi. 

Keikutsertaan  negara  dalam  perdagang- 
an bebas  secara  internasional,  berarti  harus 
mengurangi  tarif  dan  kuota  impor.  Dengan 
demikian,  perdagangan  bebas  akan  mendo- 
rong  alokasi  sumber  daya  dalam  lingkup  glo- 
bal (worldwide),  sehingga  optimalitas  Pareto 
akan  tercapai.^ 


^Lihat  lebih  jauh  Paul  R.  Krugman  &  Maurice  Ob- 
stfeld,  International  Economics,  Theory  and  Policy, 
London:  Scott,  Foresman  and  Company,  1988,  205- 
206. 

^Franklin  R.  Root,  International  Trade  and  Invest- 
ments (edisi  ke-6),  Ohio:  South- Western  Publishing 
Co.,  1990,  142.  Pareto  optimum  menggambarkan  efi- 
siensi ekonomi  di  mana  tidak  mungkin  lagi  suatu  pihak 
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Dengan  demikian  ekonom  Barat  atau 
yang  berpendidikan  Barat  tidak  meragukan 
lagi  akan  faham  perdagangan  bebas  interna- 
sional  yang  akan  membawa  kemakmuran 
bangsa-bangsa.  Perdagangan  bebas  secara 
internasional  berarti  keterbukaan,  yang  ber- 
arti  pula  demokrasi  ekonomi  ditegakkan  di 
seluruh  dunia. 

Dari  uraian-uraian  di  muka,  dapat  disim- 
pulkan  bahwa  perdagangan  bebas  secara  in- 
ternasional adalah  positif,  yakni: 

1 .  total  produksi  dunia  akan  bertambah; 

2.  barang-barang  yang  tersedia  di  dunia  ju- 
ga  bertambah; 

3.  mempromosikan  efisiensi  dalam  produk- 
si dan  tercapai  alokasi  sumber  daya  yang 
optimum; 

4.  memperbaiki  kualitas  barang; 

5.  memperluas  pasar  dalam  lingkup  dunia 
(worldwid  market); 

6.  meningkatkan  standar  hidup  bangsa- 
bangsa.'^ 

Akan  tetapi,  di  dalam  kenyataannya  per- 
dagangan bebas  internasional  sulit  dicapai, 
selalu  ada  turut  campur  pemerintah  dalam 
perdagangan  dan  bisnis  internasional.  Me- 
ngapa?  Akan  dijawab  dalam  pembahasan 
berikut  ini. 

Proteksi  dan  Turut  Campur  Peme- 
rintah 

Perdagangan  bebas  di  dalam  perwujud- 
annya  tidak  semudah  perdagangan  bebas  se- 
bagai  ide.  Banyak  hambatan  dan  kesulitan 

akan  memperbaiki  keadaannya  tanpa  merugikan  pihak 
lain. 

''Nanshi  F.  Matsuura,  International  Business:  A 
New  Era,  Tokyo:  Harcourt  Brace  Jovanovich,  Publish- 
ers, 1991,  75. 


di  dalam  mewujudkan  perdagangan  bebas 
secara  internasional,  terutama  faktor  per- 
timbangan  politik.  Memang,  suatu  ide  tidak 
hanya  diterima  karena  logikanya  saja,  tetapi 
juga  demi  kepentingan  politik. 

Ada  suatu  pendapat  bahwa  perdagangan 
bebas  adalah  alternatif  dari  sudut  global,  te- 
tapi tidak  dari  sudut  nasional,  turut  campur 
pemerintah  dalam  perdagangan  internasio- 
nal (pengenaan  tarif  bea  masuk,  misalnya) 
justru  dapat  meredistribusikan  keuntungan 
(gain)  yang  diperoleh  dari  perdagangan  dan 
dapat  meredistribusikan  pendapatan  dalam 
batas  suatu  negara  serta  mehndungi  kelang- 
sungan  pasar  dalam  negeri.^ 

Disamping  itu,  pemerintah  dapat  mewu- 
judkan hak  politik  buruh  dalam  arena  eko- 
nomi yakni  melindungi  buruh  terhadap  bu- 
ruh luar  negeri  yang  murah  (tercermin  dalam 
harga  komoditi  impor  yang  murah), ^ 

Dengan  demikian,  proteksi  dilakukan  pe- 
merintah menurut  penganutnya  amat  diper- 
lukan  untuk  kepentingan  nasional  suatu  ne- 
gara. Faham  proteksionisme  membenarkan 
turut  campur  pemerintah  dalam  perdagang- 
an internasional  untuk:  (0  mengurangi  kom- 
petisi  asing  atas  barang  dan  jasa  suatu  ne- 
gara misalnya  atas  barang-barang  buatan 
dalam  negeri  seperti  stereo,  perlengkapan 
video,  mobil,  baja,  sepatu  dan  tekstil  (sekali- 
gus  mencegah  pengangguran);  (ii)  memulih- 
kan  kesehatan  neraca  perdagangan  dan  ne- 
raca  pembayaran  pada  umumnya;  dan  (iii) 
melindungi  suatu  kelompok  industri  kunci, 

'Peter  B.  Kenen,  The  International  Economy  (edisi 
ke-2),  Singapura:  Prentice-Hall  International  Inc., 
1989,  160. 

*Melvyn  B.  Kraus,  "Business  in  International  En- 
vironment", dalam  Jules  Hackman  (ed.),  Business 
Problems  of  Eighties,  Indiana  Polis:  Bobbs-Merrie 
Educational  Publishing,  1980,  34. 
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karena  amat  vital  untuk  keamanan  dan  kese- 
jahteraan  ekonomi  suatu  negara,  seperti  mi- 
salnya  mobil,  pesawat  ruang  angkasa,  baja, 
minyak  bumi,  dan  energi  nuklir. 

Bentuk  proteksi  yang  dijalankan  suatu 
negara  tidak  hanya  berbentuk  tarif  bea  ma- 
suk  dan  bea  keluar  saja  (import/export 
duties)  tetapi  juga  dalam  bentuk  non  tarif 
yang  biasa  disebut  "non  tariff  barriers" 
(NTBs),  seperti:  (i)  kuota  impor;  (iO  kuota 
ekspor;  (iii)  klasifikasi  dan  penilaian  pa- 
bean;  (iv)  peraturan  "anti  dumping";  (vi) 
pengadaan  teknikal  dan  peraturan  kesehat- 
an;  (vii)  pengadaan  barang  pemerintah  (gov- 
ernment procurement);  dan  (viiO  pajak- 
pajak.*  Kebijakan  kurs  mata  uang  seperti 
kebijakan  kurs  berganda  (multiple  exchange 
rate)  bisa  dikategorikan  sebagai  salah  satu 
bentuk  proteksi  seperti  pernah  dijalankan  di 
Indonesia  pada  1960-an. 

Sebagai  catatan  dapat  dikemukakan  di 
sini  bahwa  NTBs  sebagai  tindakan  protek- 
sionisme  dipandang  lebih  ketat  sifatnya  se- 
bagai upaya  membatasi  perdagangan  luar 
negeri  daripada  proteksi  dalam  bentuk  tarif, 
karena  tarif  adalah  reaksi  terhadap  pasar, 
sedangkan  NTBs  tidak  dikaitkan  dengan  me- 
kanisme  pasar  -  NTBs  sebagai  tindakan  pro- 
teksionis  lebih  absolut  dan  tidak  fleksibel  di 

q 

dalam  rangka  membatasi  perdagangan. 


Ansel  M.  Sharp,  et.al..  Economics  of  Social  Issues 
(edisi  ke-9),  Boston:  Richard  D.  Irwin  Inc.,  1990,  216- 
217. 

*Uraian  lebih  lanjut,  lihat  Franklin  R.  Root,  op. 
cit.,  180-188.  Butir(iii)  sampai  dengan (viii)  disebut  pro- 
teksionisme  gaya  baru. 

'Oleh  karena  itu  GATT  (sekarang  WTO)  sangat  me- 
ngecam  NTBs  yang  dijalankan  negara- negara. 


Perdagangan  Tidak  Jujur  (Unfair 
Trade) 

Proteksi  juga  diadakan  untuk  mengha- 
dapi  perdagangan  tidak  jujur  di  dunia. 
Alasan  itulah  yang  tampaknya  dijadikan  da- 
sar  kebijakan  proteksi  pemerintah  Amerika 
Serikat  padahal  negara  ini  kampiun  kebebas- 
an.  Melalui  Undang-undang  Perdagangan 
Amerika  Serikat  1974  dan  1988,  Presiden 
Amerika  Serikat  memperoleh  lebih  banyak 
lagi  otoritas  untuk  melakukan  tindakan  ba- 
lasan  (retaliation)  terhadap  praktek-praktek 
tidak  jujur  dalam  perdagangan  internasio- 
nal'O 

Praktek-praktek  perdagangan  interna- 
sional  yang  dianggap  tidak  jujur  bisa  berupa 
konsesi  tarif,  pembatasan  impor,  "dump- 
ing" dan  subsidi  ekspor,^'  Juga  pelanggaran 
atas  "intellectual  (industrial)  property 
rights"  (patents,  copyrights  dan  lain  seba- 
gainya  dikategorikan  Amerika  Serikat  seba- 
gai praktek  perdagangan  tidak  ]U}ux  (unfair 
trade). 

Dengan  adanya  praktek-praktek  perda- 
gangan tidak  jujur,  timbul  proteksionisme 
gaya  baru  (the  new  protectionism).  Disebut 
demikian,  karena  proteksi  dititikberatkan 
pada  bentuk-bentuk  baru  non  tarif  seperti 
yang  telah  disebutkan  di  muka  (lihat  catatan 
kaki  butir  8). 

Tujuan  diperkenalkannya  proteksionis- 
me gaya  baru  sama  seperti  proteksionisme 
tradisional  yakni  untuk  membatasi  impor 
dan  mendorong  ekspor.  Menurut  para  pa- 


'"Franklin  R.  Root,  op.  cit..  220. 

"Ekspor  Indonesia  pernah  dikategorikan  Amerika 
Serikat  sebagai  praktek  tidak  jujur  yaitu  pada  waktu  In- 
donesia memperkenalkan  sertifikat  ekspor  dan  penge- 
naan  bunga  murah  atas  kredit  ekspor. 
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kar,  proteksionisme  gaya  baru  lebihr  spesifik 
dan  intensif,  menjauhi  semangat  "free 
trade",  merugikan  konsumen  (kualitas  ba- 
rang  yang  relatif  rendah  sedangkan  harga- 
nya  relatif  mahal),  serta  dampaknya  atas 
perdagangan  dan  keuangan  internasional  sa- 
ngat  membahayakan. 

Latar  belakang  diperkenalkannya  pro- 
teksionisme gaya  baru  adalah  peristiwa- 
peristiwa  awal  dasawarsa  1970,  yakni  pada 
waktu  OPEC  melakukan  politik  embargo 
minyak,  sekaligus  menaikkan  harga  minyak 
di  sekitar  4  kali  lipat  (1973/1974),  serta  ber- 
jangkitnya  resesi  ekonomi  dunia  (1974- 
1975).  Peristiwa-peristiwa  tersebut  menim- 
bulkan  masalah  pengangguran  dan  kesulitan 
neraca  pembayaran  yang  cukup  parah,  ter- 
utama  dialami  negara-negara  industri  maju. 

Tampaknya,  resesi  ekonomi  dunia  dija- 
dikan  alasan  diperkenalkannya  proteksionis- 
me gaya  baru.  Akan  tetapi,  pada  waktu  re- 
sesi berakhir,  ternyata  proteksi  tidak  ber- 
akhir  juga.  Bahkan  tuntutan  untuk  proteksi 
semakin  meningkat.  Sebenarnya  tuntutan 
rakyat  untuk  proteksi  ditentang  oleh  peme- 
rintah  (misalnya  pada  masa  pemerintahan 
Reagan  di  Amerika  Serikat  yang  liberal  kon- 
servatif)  dengan  alasan  proteksi  banyak 
menghilangkan  manfaat  perdagangan  bebas 
dan  adanya  kecemasan  akan  pembalasan 
(retaliation)  negara  lain.  Akan  tetapi,  peme- 
rintah  (Reagan)  harus  tunduk  pada  kehen- 
dak  rakyat  (demokrasi). 

Proteksionisme  Adalah  Obat  Palsu 

Proteksi  memang  dapat  dianggap  baik 
sebagai  instrumen  untuT^melindungi  industri 
dalam  negeri  yang  belum  maju  dan  belum 
kuat  bersaing,  Sebagai  konsekuensinya,  pro- 
teksi akan  membatasi  impor.  Satu-satunya 


fungsi  pembatasan  impor  adalah  seharusnya 
untuk  melakukan  penyesuaian  struktural  se- 
hingga  kegiatan  ekonomi  tidak  terputus- 
putus.  Akan  tetapi,  pembatasan  impor  ha- 
rus bersifat  temporer  dan  tidak  boleh  digu- 
nakan  untuk  melindungi  proses  penyesuaian 
secara  terus-menerus.  Bagaimanapun  cu- 
rangnya  praktek-praktek  perdagangan  inter- 
nasional, harus  dikoreksi  melalui  negosiasi 
liberalisasi  perdagangan  dan  bukan  melalui 
tindakan  proteksionis  (pembatasan  im- 
por).'^ 

Dengan  demikian,  adalah  jelas,  bahwa 
proteksi  akan  mengganggu  sifat  keterbuka- 
an  suatu  perdagangan  dalam  konteks  inter- 
nasional. Pada  gilirannya,  keterbukaan  da- 
lam perdagangan  internasional  merupakan 
syarat  mutlak  bagi  berhasilnya  proses  penye- 
suaian ekonomi  (restrukturisasi).  Jadi,  un- 
tuk menjaga  kelancaran  cara  bekerjanya  sis- 
tem  perdagangan  terbuka,  tindakan  protek- 
sionis harus  dihilangkan.^'* 

Proteksionisme  gaya  baru  yang  dijalan- 
kan  negara-negara  maju  memang  semakin 
menekan  termasuk  bagi  masuknya  barang- 
barang  hasil  industri  negara-negara  berkem- 
bang,  terutama  negara-negara  industri  baru 
(NICs),  ke  pasaran  negara-negara  maju.  Ko- 
moditi  industri  yang  diekspor  negara-negara 
berkembang  yang  terkena  politik  proteksi 
negara-negara  maju  antara  lain  tekstil,  se- 
patu,  pesawat  televisi,  hasil  pangan  yang  di- 


Lihat  lebih  jauh  artikel  Dominick  Salvatore, 
"Sources  of  the  New  Protectionism",  daXam  Economic 
Impact  (1980/2):  9. 

'^Dominick  Salvatore,  ibid.,  11. 

'"•Lihat  juga  artikel  Nurdjaman  Arsjad,  "Perda- 
gangan dan  Proteksionisme  Gaya  Baru",  dimuat  dalam 
kumpulan  karangannya  (Nurdjaman  Arsjad),  ed.,  Eko- 
nomi, Keuangan  dan  Moneter  (Jakarta:  Intermedia, 
1992):  118-123. 
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proses,  elektronik,  baja  dan  produksi  kapal 
laut.'^ 

Juga  hasil-hasil  pertanian  yang  diekspor 
negara-negara  berkembang  akan  kalah  ber- 
saing  di  pasaran  negara-negara  maju,  karena 
hasil-hasil  pertanian  negara  maju  banyak  di- 
subsidi  oleh  pemerintah  mereka. 

Proteksionisme  gaya  baru  dapat  mening- 
katkan  perselisihan  antara  negara-negara 
maju  dan  negara-negara  berkembang,  bah- 
kan  antar  negara  maju  itu  sendiri  (contoh 
perang  dagang  antara  Amerika  Serikat,  Je- 
pang  dan  Uni  Eropa  atau  Masyarakat  Ero- 
pa). 

Proteksionisme  gaya  baru  lebih  didasar- 
kan  atas  pertimbangan  politis  daripada  per- 
timbangan  ekonomis.  Dengan  demikian,  ke- 
mauan  poHtik  suatu  pemerintah  diharapkan 
setidak-tidaknya  mengurangi  proteksionis- 
me gaya  baru. 

Menurut  J.  de  Larosiere,  mantan  Direk- 
tur  Pelaksana  IMF,  bahwa  proteksionisme 
adalah  "obat  palsu"  yang  menciptakan  ilusi 
bahwa  pengangguran  bisa  dilenyapkan  de- 
ngan proteksionisme,  sedangkan  di  pihak 
lain  para  konsumen  dirugikan  dalam  bentuk 
kenaikan  harga-harga  dan  menurunnya  pen- 
dapatan  riil  mereka.  Jalan  yang  benar  untuk 
memerangi  pengangguran,  menurut  de 
Larosiere  selanjutnya,  adalah  memperkuat 
ekonomi  dan  industri  suatu  negara.'^ 

Proteksionisme  sebagai  "obat  palsu" 
juga  menciptakan  ilusi  bahwa  perbaikan  ne- 
raca  perdagangan  (neraca  pembayaran  pada 
umumnya)  bisa  dilenyapkan  derigan  protek- 


Negara-negara  berkembang  yang  disebut  NICs, 
antara  lain  Brasil,  Meksiko,  Hongkong,  Taiwan,  Korea 
Selatan  dan  Singapura. 

IMF  Survey  {\1  November  1982):  382. 


si-proteksi,  padahal  kepincangan  dan  ke- 
munduran  neraca  pembayaran  adalah  seba- 
gai refleksi  dari  kepincangan  perekonomian 
dalam  negeri  dan  kurangnya  memiliki  kebi- 
jakan  ekonomi  nasional  yang  baik. 

Argumen  yang  mengecam  proteksionis- 
me seperti  disebut  di  muka,  juga  dibenarkan 
Lester  C.  Thurow,  seorang  profesor  kena- 
maan  dari  MIT  yang  berpendapat  bahwa  de- 
fisit  yang  besar  dalam  neraca  perdagangan 
Amerika  Serikat  bukanlah  dikarenakan  per- 
dagangan tidak  jujur,  tetapi  karena  hasil 
produksi  Amerika  Serikat  tidak  kompetitif, 
apaka'h  dalam  pasar  tertutup  ataupun  dalam 

17 

pasar  terbuka. 

Apakah  Perdagangan  Bebas  Segala- 
galanya? 

Sebenarnya  dalam  prakteknya,  tidak  ada 
perdagangan  bebas  yang  benar- benar  sem- 
purna.  Jadi,  kita  harus  berhati-hati  di  dalam 
menerapkan  konsep  perdagangan  bebas. 

Dengan  demikian,  syarat  untuk  mewu- 
judkan  perdagangan  bebas  (baca:  persaing- 
an  semnurna)  dalam  kenyataannya  adalah 
tidaklah  mudah,  bahkan  secara  politik,  ha- 
rus diperjuangkan. 

Di  dalam  perdagangan  bebas  atau  per- 
saingan  sempurna  tidak  akan  terjadi  mono- 
poli  atau  oligopoli,  tidak  akan  ada  diferen- 
siasi  produk,  juga  tidak  akan  ada  "interna- 
tional) economies  of  scale"  (karena  besar- 
nya  perusahaan  bersifat  atomistis),  dan 
tidak  ada  pengabaian,  ketidakpastian  serta 
tidak  ada  risiko. 


'^Leste  C.  Thurow,  Zero  Sum  Solution  (New  York: 
Simon  &  Schuster,  Inc.,  1985),  91. 
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Syarat-syarat  tersebut  tidak  mungkin  da- 
pat  diwujudkan  secara  baik,  tetapi  paling  ti- 
dak melalui  perjuangan  (melalui  kesepakat- 
an  dan  negosiasi)  bisa  diupayakan  untuk 
memperbaiki  berfungsinya  pasar-pasar  yang 
kompetitif  yakni: 

1.  Mengupayakan  kebijakan  anti  monopoli 
(anti  trust  policy)  untuk  menghilangkan 
atau  mencegah  monopoli. 

2.  Perbaikan-perbaikan  di  dalam  arus  infor- 
masi  kepada  para  konsumen  dan  produ- 
sen  untuk  mengurangi  pengabaian  dan 
risiko. 

3.  Menciptakan  pajak-pajak  dan  subsidi- 
subsidi  untuk  menghilangkan  segala  per- 
bedaan  antara  manfaat  dan  biaya  privat 
dan  manfaat  dan  biaya  secara  sosial. 

4.  Tindakan-tindakan  lain  yang  mempro- 

t  o 

mosikan  persamgan. 

Upaya-upaya  untuk  mewujudkan  perda- 
gangan  bebas  seperti  disebut  di  muka,  juga 
tidak  mudah.  Dalam  hal  ini  diperlukan  "po- 
litical will"  dari  pemerintah  atau  kekuatan- 
kekuatan  politik  di  suatu  negara.  Dalam 
konteks  global,  perdagangan  bebas  harus  di- 
ciptakan  melalui  kerja  sama  antar  negara- 
negara. 

Sejak  usainya  Perang  Dunia  II,  diupaya- 
kan sistem  atau  tata  ekonomi  dunia  yang  be- 
bas melalui  kerja  sama  antar  bangsa-bangsa. 
Telah  banyak  diupayakan:  (i)  perdagangan 
internasional  yang  bebas  dan  terbuka;  (ii) 
perpindahan  modal  dan  teknologi  secara  be- 
bas; dan  (iii)  tersedianya  sumber  daya  alam 
yang  cukup  bagi  proses  produksi  negara- ne- 
gara di  dunia. 

Akan  tetapi,  di  dalam  perkembangan- 
nya,  perwujudan  tiga  prinsip  tersebut  tidak 
memuaskan,  telah  terjadi  "gap"  antara  cita- 

'^Frankiin  R.  Root,  op.  cit..  143. 


cita  dan  kenyataan. 

Jurang  pemisah  (gap)  antara  negara- ne- 
gara maju  dan  negara- negara  berkembang, 
meskipun  mungkin  tidak  semakin  melebar, 
namun  tetap  masih  ada;  kondisi  pertukaran 
(terms  of  trade)  negara- negara  berkembang 
pada  umumnya  masih  tetap  merugi,  sumber 
daya  alam  tidak  selalu  cukup  tersedia,  dan 
pengambilan  keputusan  di  bidang  ekonomi 
internasional  kurang  menguntungkan  nega- 
ra-negara  berkembang. 

Perusahaan  raksasa  multinasional  yang 
beroperasi  di  negara- negara  berkembang  se- 
ring  mengecewakan.  Sering  dirasakan  bah- 
wa  transfer  laba  perusahaan-perusahaan  ter- 
sebut jauh  lebih  besar  dari  nilai  investasi  me- 
reka  yang  diwujudkan  di  negara- negara  ber- 
kembang. Perusahaan-perusahaan  multina- 
sional di  samping  banyak  membawa  man- 
faat bagi  negara- negara  berkembang,  juga 
banyak  menimbulkan  dampak  negatif  seper- 
ti penyediaan  teknologi  yang  kurang  mema- 
dai,  meningkatnya  ketergantungan  negara- 
negara  berkembang  pada  perusahaan-peru- 
sahaan tersebut,  mengurangi  kedaulatan  ne- 
gara-negara  berkembang  di  dalam  meman- 
faatkan  sumber  daya  alam,  serta  bisa  terjadi 
penghisapan-penghisapan  oleh  perusahaan- 

19 

perusahaan  tersebut. 

Dari  uraian-uraian  di  atas  dapat  ditarik 
pelajaran  bahwa  negara- negara  berkembang 
perlu  mempersiapkan  diri  untuk  terjun  ke 
dalam  perdagangan  bebas.  Peningkatan 
daya  saing  negara- negara  berkembang  me- 
lalui industrialisasi  dan  modernisasi  pertani- 
an  perlu  senantiasa  dikembangkan  di  sam- 
ping kondisi  pasar  diupayakan  akomodatif 
terhadap  persaingan  sehat. 

"Lihat  lebih  jauh  Betty  Jane  Punnett  &  David  A. 
Ricks,  International  Business  (Boston:  PWS  Publishing 
Company,  1992),  204-205. 
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Krisis  ekdnomi  dan  keuangan  yang  di- 
derita  Meksiko  baru-baru  ini  adalah  bukti 
nyata  bahwa  perdagangan  bebas  bisa  meru- 
gikan  negara  berkembang,  apabila  belum 
siap  terjun.  Sritua  Arief  dalam  tulisannya 
menunjukkan  bahwa  berdasarkan  dua  pene- 
litian  yang  terpisah  yang  dilakukan  antara 
Rudiger  Dornbush  dari  MIT  dan  Satori- 
Nakamoto  dari  Osaka  City  University  disim- 
pulkan  bahwa  liberaHsasi  perdagangan  yang 
dilakukan  Meksiko  dalam  rangka  Nafta 
telah  membawa  akibat  negatif  bagi  neraca 
perdagangan  Meksiko.  Hal  tersebut  bisa  ter- 
jadi  karena  Meksiko  belum  siap  dan  matang 
untuk  terjun  dalam  perdagangan  bebas  da- 

20 

lam  rangka  Nafta. 

Dari  ilustrasi  singkat  di  muka  jelaslah 
bahwa  perdagangan  bebas  tidak  begitu  saja 
menguntungkan  semua  negara,  apabila 
syarat-syaratnya  tidak  terwujud.  Eksistensi 
GATT  (sekarang  WTO)  adalah  suatu  tanda 
bahwa  perdagangan  bebas  dan  terbuka  se- 
cara  internasional  baru  terwujud  melalui 
kerja  sama  antar  negara-bangsa  dengan  ko 
ordinasi  dari  GATT.  Akan  tetapi,  dalam 
menjalankan  misinya  selama  ini,  GATT  ba- 
nyak  mengalami  erosi  dalam  arti  GATT  ku- 
rang  mampu  "memaksakan"  ketentuan-ke- 
tentuan  GATT  untuk  ditaati  oleh  negara- 
negara  anggotanya,  baik  negara- negara  ma- 
ju  maupun  negara- negara  berkembang.  Su- 
dah  cukup  lama,  negara- negara  anggota 
GATT  banyak  melangsungkan  perdagangan 
internasional  mereka  melalui  perjanjian  bi- 
lateral dan  restriksi  "sukarela"  dalam  eks- 
por  barang  (voluntary  export  restrictions). 
Ini  jelas  menyalahi  azas  "most  favored  na- 
tions" (MFN),  suatu  azas  yang  melarang 
negara- negara  anggota  GATT  melakukan 
perdagangan  diskriminatif. 

^Lihat  lebih  jauh  Sritua  Arief,  "Meksiko,  Korban 
Nafta",  Kompas  (26  Januari  1995):  4-5. 


Dengan  berlakunya  Putaran  Uruguay  se- 
karang ini,  diharapkan  kerja  sama  interna- 
nasional  di  sektor  perdagangan  secara  luwes, 
terbuka  dan  bebas  akan  terwujud  lebih  baik 
lagi.  Setelah  "Tokyo  Round"  (1973-1979) 
kerja  sama  perdagangan  internasional  secara 
bebas  dan  multilateral  justru  semakin  ter- 
abaikan.^^  Dalam  Putaran  Uruguay  ini,  pe- 
ranan  GATT  diganti  dengan  WTO  (World 
Trade  Organization)  yang  menjalankan 
fungsinya  sejak  Januari  1995. 

Kesiapan  Indonesia  dalam  Mengha- 
dapi  Perdagangan  Bebas 

Sepanjang  sejarah  kebijakan  ekonomi, 
sebenarnya  Indonesia  belum  pernah  mem- 
praktekkan  perdagangan  bebas  dalam  rang- 
ka kegiatan  perdagangan  luar  negerinya. 
Memang,  sejak  lahirnya  kekuatan  Orde 
Baru  (1966),  perekonomian  Indonesia  sema- 
kin terbuka  dan  mencapai  puncaknya  de- 
ngan diperkenalkannya  kebijakan  deregulasi 
dan  privatisasi  dalam  arti  luasnya  yakni  se- 

22 

jak  dawawarsa  1980. 

Perekonomian  terbuka  yang  dilakukan 
Orde  Baru  belum  berarti  perdagangan  be- 
bas. Perekonomian  Indonesia  telah  meneri- 
ma  alih  teknologi,  alih  kapital,  dan  pinjam- 
an  dari  luar  negeri,  tetapi  liberaHsasi  perda- 
gangan belum  banyak  dilaksanakan.  Bah- 
kan  dalam  dasawarsa  1970,  pemerintah  me- 
lakukan tindakan  proteksi  nyaris  secara 
penuh  untuk  melindungi  industri  yang  baru 
dibangun  (industri  substitusi  impor).  Baru 

^' Tokyo  Round  adalah  putaran  perdagangan  inter- 
nasional (di  bawah  kesepakatan  GATn  yang  dijiwai 
semangat  "free  trade"  (liberaHsasi  perdagangan),  yang 
di  dalam  kenyataan  menjauhi  semangat  "free  trade". 

^Bisa  juga  dihitung  sejak  liberaHsasi  sistem  devisa 
Indonesia  1970. 
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setelah  perekonomian  Indonesia  mengalami 
musibah  dalam  dasawarsa  1980  (khususnya 
dalam  periode  1982-1987),  pemerintah  harus 
memperhatikan  pandangan  perdagangan 
bebas  yang  semakin  dominan,  karena  ekspor 
komoditi  industri  yang  padat  karya  dan  bu- 
kan  migas  akan  dijadikan  motor  penggerak 
perekonomian  Indonesia.  Strategi  ini  meru- 
pakan  konsekuensi  logis  untuk  mengatasi 
ketergantungan  perekonomian  Indonesia 
pada  minyak.  Dengan  demikian,  sekarang 
Indonesia  lebih  memusatkan  perhatiannya 
pada  ekspor  (export-led  growth  policy) P"^ 

Apabila  Indonesia  ingin  terjun  ke  dalam 
perdagangan  bebas  secara  internasional,  In- 
donesia harus  benar-benar  siap  dengan  pe- 
nuh  perhitungan  dan  kehati-hatian.  Indone- 
sia harus  memenangkan  persaingan  dalam 
pasar  global,  bukan  sebaliknya.  Di  lain  pi- 
hak,  perdagangan  bebas  mengharuskan  In- 
donesia membuka  perekonomian  terhadap 
impor  yang  berarti  harus  menghilangkan  se- 
gala  macam  bentuk  proteksi  (tarif,  kuota 
dan  lain  sebagainya).^^ 

Untuk  memperoleh  kemenangan  dalam 
pasar  dunia,  Indonesia  harus  dapat  mencip- 
takan  efisiensi  yang  tinggi  dan  meningkat- 
kan  produktivitas.  Ini  berarti  menyangkut 
kualitas  sumber  daya  (input)  termasuk  ma- 
nusianya.  Penguasaan  teknologi  dan  ke- 


Kecenderungan  seperti  yang  diuraikan  di  atas  juga 
dapat  dilihat  di  Meksiko  sekarang  ini  di  mana  dengan 
semangat  "free  trade",  Meksiko  masuk  Nafta  (1992). 
Lihat  lebih  jauh  Ravi  Batra,  The  Myth  of  Free  Trade 
(New  York:  Maxwell  Macmillan  International,  1993), 
91-97. 

Indonesia  sebenarnya  pernah  mempraktekkan  se- 
bagian  dari  "free  trade"  (walaupun  masih  terbatas) 
yaitu  sejak  ikut  dalam  "ASEAN  Preferential  Trading 
Arrangements"  (1977),  di  mana  negara-negara  anggota 
ASEAN  menyetujui  untuk  71  jenis  komoditi  yang  di- 
perdagangkan  memperoleh  keringanan  tarif  bea  masuk. 


mampuan  berinovasi  juga  merupakan  faktor 
untuk  mendukung  perwujudan  efisiensi  dan 
produktivitas  yang  tinggi  sehingga  dapat 
memperkuat  daya  saing  Indonesia  di  pasar 
global. 

Sekarang  terdapat  suatu  keinsyafan 
bahwa  untuk  menghadapi  persaingan  bebas 
Indonesia  tidak  hanya  mengandalkan  cu- 
kupnya  kekayaan  alam  yang  dimiliki  dan 
adanya  buruh  murah,  akan  tetapi  harus  juga 
memperhatikan  efisiensi  dan  produktivitas. 

Jadi,  kunci  keberhasilan  bagi  Indonesia 
untuk  menang  dalam  perdagangan  bebas  se- 
cara internasional  adalah  mutu  barang  seba- 
gai  hasil  dari  upaya  menciptakan  efisiensi, 
dan  produktivitas  yang  harus  didukung  oleh 
teknologi  dan  inovasi. 

Ada  pertanyaan  yang  menggoda:  Siap- 
kah  dan  mampukah  perekonomian  Indone- 
sia terjun  ke  dalam  perdagangan  bebas  se- 
cara global? 

Pertanyaan  tersebut  di  atas  mungkin  ber- 
nada  pesimistis,  mengingat  Indonesia  mela- 
lui  kepala  negaranya  sudah  melakukan 
"commitment"  untuk  ikut  berpartisipasi 
dalam  perdagangan  bebas  baik  dalam 
rangka  Putaran  Uruguay,  APEC  maupun 
AFTA. 

Untuk  menjawabnya  secara  pasti  dan 
akurat,  tentunya  perlu  diadakan  penelitian 
dan  survei  yang  seksama  atas  kesiapan  Indo- 
nesia. Selanjutnya  perlu  diwujudkan  lang- 
kah-langkah  (dari  segenap  kekuatan  ekono- 
mi  di  Indonesia)  untuk  mewujudkan  kesiap- 
an Indonesia  untuk  bersaing  di  pasar  global. 

Secara  jujur  harus  diakui  bahwa  kekuat- 
an ekonomi  Indonesia  semakin  meningkat, 
restrukturisasi  ekonomi  semakin  terwujud 
baik  melalui  >  modernisasi  dan  diversifikasi, 
dalam  sektor  pertanian,  industri  manufak- 
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tur,  industri  pengolahan  bahan  mentah,  in- 
fra struktur  dan  Iain  sebagainya.  Kebijakan 
deregulasi  memperkuat  sektor  swasta  sambii 
membina  sektor  swasta  melakukan  efisiensi 
untuk  memperkuat  daya  saingnya. 

Akan  tetapi  secara  jujur  harus  diakui 
pula  bahwa  bisnis  Indonesia  harus  lebih  ba- 
nyak  lagi  belajar  bagaimana  mewujudkan 
persaingan  sehat.  Praktek-praktek  persaing- 
an  tidak  jujur  masih  terasa  di  sana-sini  da- 
lam  arena  pasar  domestik. 

Peluang  dan  kesempatan  berbisnis  dira- 
sakan  tidak  adil  dan  merata.  Untuk  itu,  pe- 
merintah  dituntut  untuk  memecahkan  masa- 
lah  ini  secara  terus-menerus  berikut  peman- 
tauannya.  Setiap  pelaku  bisnis  harus  mem- 
peroleh  informasi  yang  sama  dan  adil,  meng- 
upayakan  adanya  kebijakan  anti  monopoli 
untuk  memperkuat  daya  saing,  dan  banyak 
lagi  hal-hal  yang  tidak  bisa  dibahas  di  sini. 
Adalah  kewajiban  pemerintah  untuk  men- 
jaga  pasar  agar  selalu  bersifat  kompetitif  se- 
cara sehat  bukan  membiarkan  kegiatan  bis- 
nis yang  tidak  jujur. 

Ada  satu  sinyalemen  yang  patut  dijadi- 
kan  pelajaran  yakni  bahwa  pasar  yang  tidak 
kompetitif  sering  menjadi  sumber  penyebab 
inflasi  (cost  push  and  structural  inflation). 
Akibatnya,  apabila  diadakan  kebijakan  anti 
inflasi  melalui  pendekatan  m.oneter  saja 
akan  mengakibatkan  meningkatnya  pe- 
ngangguran.  "Cost  push  inflation"  menim- 
bulkan  kenaikan  biaya  walaupun  daya  beli 
masyarakat  lemah. 

Prof.  Sumitro  sering  bejkata  kebijakan 
deregulasi  harus  dapat  lebih  banyak  lagi 
membenahi  sektor  riil.  Memang,  membe- 
nahi  sektor  riil  lebih  sulit  dan  kompleks  dan 
banyak  benturan  kepentingan  di  sektor  ini. 
Akan  tetapi,  apabila  pembenahan  sektor  riil 
tidak  dilakukan  secara  cepat  (walaupun  ha- 


rus tetap  berhati-hatO  dalam  konteks  mewu- 
judkan pasar  yang  kompetitif  dan  efisien,  di- 
khawatirkan  Indonesia  belum  siap  bersaing 
secara  global. 


Penutup 

Sebagai  suatu  konsep  atau  pemikiran, 
perdagangan  bebas  sudah  lama  dicetuskan 
para  ahh.  Akan  tetapi,  dalam  kenyataannya 
(dalam  praktek)  perwujudan  perdagangan 
bebas  banyak  mengalami  kesulitan,  hambat- 
an  dan  tantangan  hingga  sekarang  ini. 

Perdagangan  bejpas  secara  internasional 
berarti  persaingan  sehat  di  pasar  global.  Per- 
wujudan pasar  persaingan  yang  bebas  dan 
sehat  tidaklah  mudah.  Untuk  itu,  diperlukan 
antara  lain  kekuatan  yang  sama  dari  para 
pelaku  vperusahaan)  yang  bersaing  di  pasar, 
mengupayakan  pasar  terbebas  dari  kekuatan 
monopoli  dan  kolusi,  serta  adanya  informasi 
yang  jujur  dan  adil  bagi  setiap  produsen  dan 
konsumen,  sehingga  bisa  dihindari  risiko 
dan  pengabaian. 

Dalam  kenyataannya,  perdagangan  in- 
ternasional banyak  diwarnai  oleh  perda- 
gangan tidak  jujur  dan  tindakan  proteksi 
yang  berlebih  dan  tidak  wajar,  seperti  per- 
mainan  tarif,  pembatasan  kuota  baik  impor 
dan  ekspor  dan  berbagai  bentuk  proteksi 
yang  termasuk  ke  dalam  kategori  "the  new 
protectionism". 

Di  sini  terdapat  kesimpulan  bahwa  terse- 
lenggaranya  perdagangan  bebas  dan  sehat 
harus  diwujudkan  melalui  kerja  sama  antar 
negara-bangsa.  Tanpa  kerja  sama,  jangan 
harap  terwujud  perdagangan  bebas  yang 
"sebenar-benarnya  perdagangan  bebas". 
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Kemauan  negara-negara  di  dunia  untuk 
berpartisipasi  dalam  perdagangan  bebas  se- 
makin  tampak  lagi  dewasa  ini  dibanding  de- 
ngan  keadaannya  di  waktu-waktu  yang  lam- 
pau.  Putaran  Uruguay  dengan  WTO-nya  itu 
menawarkan  kepada  negara-negara  di  dunia 
untuk  mewujudkan  perdagangan  bebas  yang 
jujur  dan  adil.  Persatuan-persatuan  regional 
seperti  Uni  Eropa,  Nafta,  Afta  dan  APEC, 
bisa  juga  dijadikan  forum  untuk  bangsa- 
bangsa  belajar  dan  melatih  diri  dalam  me- 
ngadakan  persaingan  bebas  dalam  pasar  glo- 
bal, walaupun  regionalisme  tersebut  bisa 
menjadi  blok-blok  perdagangan  yang  justru 
bisa  mengancam  perdagangan  bebas  di  pasar 
global. 

Indonesia,  sebagai  negara  yang  pereko- 
nomiannya  sudah  terbuka,  harus  melibatkan 
diri  dalam  perdagangan  bebas  secara  global 
karena  komitmen  sudah  dinyatakan  oleh  Ke- 
pala  Negara.  Dengan  demikian,  perekono- 
mian  Indonesia  harus  memperkuat  daya 
saingnya  guna  menghadapi  perdagangan  be- 
bas secara  internasional  baik  dalam  forum 
Putaran  Uruguay,  AFTA  maupun  APEC. 

Tampaknya,  Indonesia  masih  harus  ba- 
nyak  lagi  melatih  diri  untuk  menjadi  pesaing 
yang  tangguh  dan  kuat  dalam  pasar  global. 
Kunci  keberhasilan  dalam  bersaing  bagi  In- 
donesia adalah  mutu,  bukan  hanya  mengan- 
dalkan  kekayaan  alam  yang  melimpah  serta 
buruh  murah.  Tingginya  daya  saing  harus 
didukung  oleh  penggunaan  teknologi,  ke- 
pandaian  berinovasi  dan  peran  pemerintah 
yang  senantiasa  mengadakan  pembaruan 
dan  deregulasi  ekonomi. 
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Peningkatan  Efektivitas 
Sektor  Keuangan  untuk  Kemandirian 
Pembiayaan  Pembangunan* 

P.  Nurwadono 


Pendahuluan 


W ALAUPUN  secara  resmi  peme- 
rintah  menganut  anggaran  berim- 
bang,  namun  dalam  kenyataan- 
nya,  menurut  standar  teoritis,  anggaran 
yang  diterapkan  pemerintah  adalah  anggar- 
an defisit.'  Pada  umumnya  anggaran  defisit 
dapat  dibiayai  dengan  sumber  internal,  baik 
melalui  penjualan  obligasi  di  dalam  negeri, 
pencetakan  uang,  atau  peningkatan  modal 
domestik,  maupun  dengan  sumber  eksternal 
seperti  hutang  luar  negeri  atau  penjualan 
obligasi  di  luar  negeri. 


*Artikel  ini  merupakan  perbaikan  dari  makalah 
yang  telah  dipresentasikan  pada  Seminar  memperingati 
40  tahun  FE-UGM,  Radisson  Plaza,  15-16  September 
1995. 

'Lihat  misalnya,  Anne  Booth  arid  Peter  McCawIey, 
"Fiscal  Policy",  dalam  Anne  Booth  &  Peter  McCawIey 
(eds.),  The  Indonesian  Economy  During  the  Soeharto 
Era  (Kuala  Lumpur:  Oxford  University  Press,  1981), 
126-161,  atau  Mukul  G.  Asher  dan  Anne  Booth,  "Fiscal 
Policy",  dalam  The  Oil  Boom  and  After:  Indonesian 
Economic  Policy  and  Performance  in  the  Soeharto  Era 
(Singapore:  Oxford  University  Press,  1992),  41-76. 


Perbedaan  dalam  cara  pembiayaan  ang- 
garan defisit  tersebut  membawa  konsekuensi 
tersendiri  bagi  perekonomian  domestik.  Se- 
bagai  contoh,  pencetakan  uang  akan  mem- 
bawa perekonomian  domestik  pada  kondisi 
yang  sangat  rentan  untuk  terjadinya  inflasi 
karena  adanya  pertambahan  jumlah  uang 
beredai  (JUB).  Contoh  lain  dengan  hutang 
luar  negeri  yang  menimbulkan  kewajiban 
pembayaran  hutang  pokok  dan  bunganya, 
dan  pada  gilirannya  akan  mengurangi  ting- 
kat  konsumsi  domestik  serta  mengganggu 
stabihtas  neraca  transaksi  berjalan.  Penjual- 
an obiigasi  baik  di  luar  negeri  maupun 
dalam  negeri  juga  memberikan  dampak 
pada  timbulnya  kewajiban  pembayaran  di 
waktu  yang  akan  datang. 

Anggaran  defisit  di  Indonesia  tidak  ha- 
nya  dilakukan  oleh  pemerintah  Orde  Baru 
tetapi  juga  oleh  pemerintah  Orde  Lama.  Ha- 
nya  saja,  perbedaannya  terletak  dalam  cara 


Dari  sudut  pandang  Overlapping  Generation  Model 
yang  diperkenalkan  oleh  Ramsey,  ditunjukkan  bahwa 
penjualan  obligasi  juga  menimbulkan  kewajiban  bagi 
"generasi  penerus".  Lihat  misalnya  Blanchard,  Olivier 
dan  Stanley  Fischer,  Lectures  on  Macroeconomics. 
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membiayai  anggaran  defisit  tersebut.  Peme- 
rintah  Orde  Lama  menutup  anggaran  defisit 
melalui  pencetakan  uang.''  Sedangkan  peme- 
rintah  Orde  Baru  membiayai  defisit  anggar- 
annya  dengan  jalan  melakukan  komitmen 
hutang  luar  negeri.  Kesamaan  langkah  da- 
lam  strategi  anggaran  pemerintah  ini  dapat 
dipahami,  karena  sebagai  negara  dalam  ta- 
hap  awal  pembangunan,  Indonesia  membu- 
tuhkan  tersedianya  infrastruktur  memadai, 
yang  tentu  saja  membutuhkan  biaya  yan  be- 
sar. 

Langkah  melalui  hutang  luar  negeri  yang 
ditempuh  oleh  pemerintah  Orde  Baru  pada 
kenyataannya  setiap  tahun  dapat  diperguna- 
kan  sebagai  dana  pelengkap  pembangunan. 
Bahkan  dana  pelengkap  tersebut  telah  men- 
jadi  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari  struk- 
tur  penerimaan  pemerintah  Indonesia.  Ke- 
adaan  ini  menimbulkan  besarnya  ketergan- 
tungan  dalam  struktur  penerimaan  terhadap 
hutang  luar  negeri.'*  Namun,  pada  saat  ini 
sebagian  hutang  tersebut  sudah  jatuh  tempo 
dan  harus  segera  dilakukan  pembayaran  po- 
kok  dan  cicilannya.  Oleh  karenanya,  perlu 
dilakukan  langkah  penyesuaian  dalam  su- 
sunan  anggaran  pemerintah  serta  perekono- 
mian  secara  umum.^ 


^Sebagai  contoh  pada  tahun  1963,  untuk  membiayai 
anggaran  defisit  bagi  pembiayaan  perang  di  Irian  Barat 
dan  Konfrontasi  dengan  Malaysia,  pemerintah  melaku- 
kan pencetakan  uang  baru  yang  berakibat  pada  sangat 
tingginya  kenaikan  tingkat  harga  domestik. 

^Walaupun  demikian,  setiap  kali  memperoleh  ko 
mitmen  hutang  baru  diindikasikan  oleh  retorika  peme- 
rintah sebagai  wujud  kepercayaan  negara-negara  donor 
kepada  pemerintah  Indonesia. 

'Dari  sudut  pandang  "Teori  Permainan",  komit- 
men hutang  baru  bukan  merupakan  bentuk  kepercaya- 
an lagi  melainkan  wujud  kekhawatiran  negara  donor. 
Penjelasan  lebih  detil  lihat  pada  Appendix  A. 


Semakin  ketatnya  persaingan  di  pasar 
dunia  serta  struktur  keuangan  internasional^ 
yang  sedang  mengalami  banyak  goncangan, 
menyebabkan  langkah  penyesuaian  yang  ha- 
rus diambil  menghadapi  banyak  kendala 
yang  selalu  berubah.  Kondisi  ini  memberi- 
kan  dorongan  untuk  mengkaji  kembali  ke- 
bijaksanaan  hutang  luar  negeri,  serta  sekali- 
gus  menyiapkan  berbagai  kebijaksanaan 
pendukung  agar  dapat  meningkatkan  ke- 
mandirian  pembiayaan  pembangunan. 

Artikel  ini  akan  diawali  dengan  pemba- 
hasan  mengenai  fakta  dan  kondisi  hutang 
Indonesia  yang  semakin  memburuk,  dan  ke- 
mudian  akan  diuraikan  alternatif  pan- 
dangan  mengenai  masih  berlanjutnya  pem- 
berian  hutang  kepada  Indonesia.  Bagian  se- 
lanjutnya  akan  menekankan  pentingnya 
mempertinggi  efektivitas  sektor  keuangan 
untuk  menunjang  pembiayaan  pembangun- 
an serta  prasyarat  yang  diperlukan  untuk 
mempertinggi  efektivitas  itu. 

Beberapa  Fakta  Hutang  Indonesia 

Pada  tahun  1980,  total  hutang  Indonesia 
mencapai  US$20,944  juta,  di  mana  US$2,775 
juta  atau  sekitar  13,2%-nya  merupakan  hu- 
tang jangka  pendek  (short-term  debt).  Pada 
tahun  1993,  komposisi  hutang  jangka  pen- 
dek semakin  membesar,  mencapai  23,1% 
dari  total  hutang  US$89,539  juta.  Diban- 
dingkan  dengan  rata- rata  seluruh  negara 
berkembang,  komposisi  hutang  Indonesia 
dari  tahun  1980  hingga  1993  menjadi  lebih 
buruk.  Rata-rata  hutang  jangka  pendek  se- 
luruh negara  berkembang  pada  tahun  1980 


*Apresiasi  nilai  mata  uang  yen  menyebabkan  naik- 
nya  beban  pembayaran  hutang  Indonesia,  mengingat 
40,7%  hutang  jangka  paiyang  Indonesia  dalam  bentuk 
yen. 
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sebesar25,l%  dari  total  hutang,  dan  kemu- 
dian  turun  menjadi  19,3%  pada  tahun  1993. 
Membandingkan  rata- rata  komposisi  hutang 
jangka  pendek  terhadap  total  hutang  seluruh 
negara  berkembang  yang  mengalami  penu- 
runan,  maka  dengan  Indonesia  yang  menga- 
lami peningkatan,  mengindikasikan  posisi 
relatif  Indonesia  di  antara  negara- negara 
berkembang  lain  dalam  masalah  hutang. 

Komposisi  mata  uang  dari  hutang  Indo- 
nesia menghasilkan  gejala  yang  cukup  riskan 
dalam  konstelasi  keuangan  dunia  seperti 
saat  ini.  Dominasi  yen  atas  hutang  Indonesia 
yang  mencapai  lebih  dari  40%  total  hutang, 
sementara  sebagian  besar  hasil  impor  dalam 
bentuk  US$  menjadikan  kesulitan  tersendiri 
bagi  pemerintah  pada  saat  yen  mengalami 
apresiasi  terhadap  US$  seperti  yang  terjadi 
akhir-akhir  ini. 

Besarnya  international  reserves  diban- 
dingkan  dengan  total  hutang  sering  diguna- 
kan  sebagai  indikasi  tingkat  "keamanan" 
pembayaran  hutang.  Pada  tahun  1980,  indi- 
kator  tersebut  masih  mencapai  lebih  dari 
30%.  Artinya,  30%  dari  total  hutang  pada 
saat  itu,  dapat  dibayar  dengan  mengguna- 
kan  international  reserves  yang  dimiliki  pe- 
merintah. Namun,  pada  tahun  1990  indika- 
tor  tersebut  turun  drastis  menjadi  sekitar 
13%,  dan  kemudian  mencapai  14%  pada  ta- 
hun 1993  (lihat  Tabel  1). 

Ketergantungan  ekonomi  Indonesia  akan 
hutang  semakin  membesar  dari  waktu  ke 
waktu.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  indikator 
besarnya  proporsi  total  hutang  terhadap 
GNP.  Tabel  1  menunjukkan  bahwa  pada 
tahun  1980,  proporsi  tersebut  hanya  menca- 
pai 28%,  dan  kemudian  menirigkat  pesat 
menjadi  66,2%  pada  1990,  walaupun  akhir- 
nya  turun  menjadi  65,9%  pada  1993.  Indi- 
kator ini  menunjukkan  bahwa  pada  saat  per- 


Tabel  1 


BEBERAPA  INDIKATOR  HUTANG  INDONESIA 
1980-1993 
(dalam  Persen) 


Rasio 

1980 

1990 

1993 

EDT/XGS 

9,42 

223.8 

219,4 

EDT/GNP 

28,0 

66,2 

65,9 

INT/XGS 

6.5 

12,5 

11,3 

INT/GNP 

1,9 

3,7 

3.4 

RES/EDT 

32,5 

12,9 

13,9 

Short/EDT 

13,2 

16,7 

23,1 

Sumber:    World  Debt  Tables.  1994-1995. 

Keterangan:    EDT=  Total  Hutang; 

INT  =  Pembayaran  Bunga; 
XGS=  Nilai  Ekspor  Barang  dan  Jasa; 
Short  =  Hutang  Jangka  Pendek; 
RES  =  International  Reserves. 

ekonomian  mengalami  kesulitan  seperti 
pada  tahun  1990,  proporsi  hutang  luar  nege- 
ri  terhadaj)  GNP  relatif  mengalami  pening- 
katan. 

Hal  yang  lebih  memprihatinkan  lagi  ada- 
lah  meningkatnya  rasio  pembayaran  bunga 
terhadap  GNP  seperti  terlihat  dalam  Tabel 
1.  Pada  tahun  1980,  rasio  tersebut  masih  se- 
besar  1 ,9% ,  yang  kemudian  meningkat  men- 
jadi 3,4%  pada  tahun  1993.  Indikator  ini 
menunjukkan  bahwa  3,4%  dari  total  output 
perekonomian  Indonesia  digunakan  untuk 
membayar  bunga.  Sepintas  kenaikan  rasio 
tersebut  tidak  terlalu  besar,  tetapi  harus  di- 
ingat  bahwa  pertumbuhan  GNP  Indonesia 
mencatat  laju  yang  sangat  cepat,  sehingga 
diklasifikasikan  dalam  negara  di  Asia  Teng- 
gara  dengan  kinerja  yang  cukup  baik,  yang 


'Indonesia  digolongkan  sebagai  "High  Performing 
Asian  Economies".  Lihat,  The  East  Asian  Miracles 
(Oxford  University  Press,  1993),  1. 


64 


ANALISIS  CSIS,  1996-1 


berarti  laju  pertambahan  pembayaran  bunga 
tentu  lebih  besar  dari  laju  pertumbuhan 
GNP  selama  1980-1993. 

Dari  total  output  yang  dihasilkan  oleh 
orang  Indonesia  (GNP)  pada  tahun  1980, 
hanya  sekitar  4%  yang  digunakan  untuk 
membayar  bunga  dan  cicilan  hutang.  Akan 
tetapi,  pada  tahun  1993  meningkat  menjadi 
hampir  10%  dari  total  output  yang  dihasil- 

D 

kan.  Peningkatan  yang  cukup  besar  ini 
mengisyaratkan  semakin  besarnya  proporsi 
output  yang  tidak  dapat  dimanfaatkan  oleh 
masyarakat. 

Melihat  kondisi  hutang  Indonesia  terse- 
but,  sudah  saatnya  kita  harus  memikirkan 
suatu  kebijaksanaan  yang  menjadi  titik  bahk 
untuk  menimbulkan  kemandirian  ekonomi 
tanpa  harus  mengorbankan  kepentingan 
pembiayaan  pembangunan.  Aset  dan  selu- 
ruh  sumber  daya  yang  telah  dimiliki  akan 
menjadi  tidak  berguna,  apabila  pembiayaan 
pembangunan  masih  bergantung  pada  hu- 
tang luar  negeri,  karena  pada  kenyataannya 
kita  dihadapkan  pada  kondisi  yang  sulit  un- 
tuk menutup  pembayaran  hutang  tersebut. 

Hutang  dan  Teori  Permainan 

Walaupun  kondisi  hutang  Indonesia  se- 
cara  obyektif  membawa  konsekuensi  yang 
semakin  berat,  namun  kenyataannya  hutang 
Indonesia  tetap  dilanjutkan.  Bahkan,  ketika 
komitmen  hutang  baru  sudah  didapatkan, 
banyak  pihak  yang  menyatakan  bahwa  hal 
itu  merupakan  wujud  dari  kepercayaan  ne- 
gara  donor  kepada  perekonomian  Indone- 
sia. 


*Indikator  ini  diperoleh  dari  rasio  cicilan  ditambah 
dengan  pembayaran  bunga  dibagi  dengan  GNP. 


Benarkah  demikian?  Dengan  dasar  teori 
permainan  (game  theory)  yang  banyak  digu- 
nakan untuk  menganalisis  perilaku  perusa- 
haan  dalam  pasar  oligopoli,  akan  diperoleh 
alternatif  pandangan  yang  lain.  Contoh  kla- 
sik  dalam  pengantar  teori  tersebut  adalah 
prisoner's  dillema.  yang  mengisahkan  ada- 
nya  dua  orang  yang  sudah  pasti  bersalah, 
tetapi  pihak  penyidik  kesulitan  memperoleh 
pengakuan  langsung  dari  keduanya. 

Langkah  yang  diambil  penyidik  kemu- 
dian  adalah  memisahkan  keduanya,  dengan 
imbalan  apabila  salah  satu  dari  mereka  me- 
ngaku,  maka  orang  yang  mengakii  akan  be- 
bas,  sementara  yang  tidak  mengaku  akan  di- 
hukum  15  tahun  penjara.  Apabila  keduanya 
sama-sama  tidak  mengaku,  maka  keduanya 
diancam  hukuman  10  tahun  penjara.  Tetapi 
apabila  keduanya  sama-sama  mengaku,  hu- 
kumanriya  hanya  mencapai  5  tahun  penjara. 
Penjahat  yang  rasional  pasti  akan  memilih 
untuk  mengaku,  dengan  kemungkinan  hu- 
kuman adalah  5  tahun  apabila  penjahat 
yang  lain  juga  mengaku,  atau  bahkan  bebas 
apabila  penjahat  lain  tidak  mau  mengaku. 
Pilihan  ini  mempunyai  konsekuensi  yang 
jauh  lebih  ringan  dibandingkan  tidak  me- 
ngaku. Pilihan  untuk  tidak  mengaku  akan 
dihadapkan  para  penjahat  dengan  kemung- 
kinan dihukum  10  tahun  (kalau  temannya 
tidak  mau  mengaku)  atau  15  tahun  (kalau  te- 
mannya mengaku). 

Dalam  kasus  hubungan  Indonesia  de- 
ngan negara  donor,  kondisi  yang  hampir 
sama  juga  terjadi.  Sudah  jamak  diketahui 
bahwa  hutang  luar  negeri  menjadi  bagian 
yang  tidak  terpisahkan  (inherent)  dalam 
struktur  anggaran  pemerintah  Indonesia. 
Apabila  negara  donor  tiba-tiba  berniat 
menghentikan  bantuannya,  maka  Indonesia 
pasti  akan  kesulitan  mencari  sumber  peneri- 
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maan  pengganti  hutang.  Langkah  yang  pa- 
ling mudah  ditempuh  adalah  dengan  mengu- 
rangi  pengeluaran  pemerintah.  Dalam  jang- 
ka  pendek,  kebijaksanaan  itu  pasti  akan 
menimbulkan  resesi  perekonomian,  yang  ke- 
mungkinan  besar  akan  diikuti  dengan  turun- 
nya  kemampuan  pemerintah  untuk  memba- 
yar  hutang  yang  telah  jatuh  tempo.  Dengan 
kata  lain,  negara  donor  juga  memperoleh 
kemungkinan  untuk  merugi  dari  tindakan- 
nya  menghentikan  bantuan  tersebut. 

Oleh  karenanya,  tindakan  yang  paling 
rasional  dari  negara  donor  adalah  menerus- 
kan  bantuan  bagi  Indonesia.  Dengan  cara 
itulah  hutang- hutangnya  yang  telah  jatuh 
tempo  bisa  tetap  terbayar.  Dan  itulah  pilih- 
an  yang  paling  rasional  bagi  negara  donor, 
dan  memberikan  resiko^  yang  lebih  kecil 
bagi  negara  donor. 

Dari  sudut  pandang  Indonesia,  apabila 
pemerintah  bermaksud  menghentikan  pin- 
jaman  luar  negeri,  maka  alternatif  penggan- 
tinya  harus  disiapkan  terlebih  dahulu.  Keti- 
dakpastian  mencari  alternatif  pengganti 
akan  menimbulkan  kontraksi  anggaran  yang 
juga  mengakibatkan  resesi  perekonomian. 
Maka,  langkah  yang  paUng  rasional  bagi  In- 
donesia adalah  juga  untuk  meneruskan  ber- 
hutang,  sambil  berupaya  mencari  pengganti 
hutang  luar  negeri.  Keputusan  kedua  belah 
pihak  untuk  sama-sama  meneruskan.  hu- 
bungan  hutang-piutang  ini  mempunyai 
dasar  teori  yang  sama  dengan  keputusan  ke- 
dua penjahat  dalam  contoh  di  atas,  yang  da- 
lam teori  permainan  dikenal  dengan  kondisi 
Nash  Equilibrium. 


Peran  Modal  Domestik 

Salah  satu  kunci  sukses  pembangunan 
bagi  negara  sedang  berkembang  adalah  ke- 
mampuannya  untuk  menyerap  modal  do- 
mestik.'^ Resep  tersebut  tampaknya  telah 
berhasil  diterapkan  di  negara- negara  indus- 
tri  baru.^'  Upaya  peningkatan  modal  domes- 
tik banyak  ditentukan  oleh  efektivitas  sistem 
keuangan  di  suatu  negara.  Hanya  saja,  ke- 
cenderungan  yang  terjadi  di  negara  sedang 
berkembang  bahwa  sistem  keuangan  masih 
didominasi  oleh  pemerintah  maupun  per- 
bankan  saja.'^ 

Tampaknya  dominasi  pemerintah  dan 
perbankan  di  negara  yang  sedang  berkem- 
bang telah  menjadi  salah  satu  kunci  sukses 
bagi  negara- negara  industri  baru,  dengan 
mengupayakan  modal  domestik  melalui  ta- 
bungan  domestik.  Hongkong,  misalnya, 
pada  tahun  1991  rasio  tabungannya  terha- 
dap  GDP  sebesar  31,8%,  sedang  Singapura 
mempunyai  rasio  tabungan  tertinggi  di  an- 
tara  negara- negara  industri  baru,  yaitu  men- 
capai 47,14%.'^  Sedangkan  Indonesia,  rasio 
tabungannya  terhadap  GDP  pada  tahun 
1993  mencapai  28,5%.'"*  Bagi  Indonesia, 


'"Westview  Special  Studies  in  Social,  Political  and 
Economic  Development,  Finance  and  Third  World  Eco- 
nomic Growth,  Boulder,  1988,  6. 

"Lihat  The  East  Asian  Miracles,  203-220. 

'^Lihat  misalnya,  Michael  Atkin,  Stock  Markets  in 
Developing  Countries:  Finance  for  Firms  or  Gambling 
for  Speculators?.  Dalam  Bernhard  Fisher  (ed.).  Invest- 
ment and  Financing  in  Developing  Countries  (West  Ger- 
many: Baden,  1994). 

•'Data  untuk  Hongkong  diambil  d&n  Key  Indicators 
of  Developing  Asian  and  Pacific  Countries  (ADB, 
1992).  Data  untuk  Singapura  diambil  dari  Statistical 
Yearbook  of  Singapore.  1993. 


'Resiko  tersebut  adalah  tidak  terbayarnya  hutang 
yang  telah  jatuh  tempo. 


'^Lihat  World  Bank,  Trends  in  Developing  Eco- 
nomies, 1994.  Bahkan  dalam  Anwar  Nasution,  "Lalu 
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Tabel  2 


TINGKAT  BUNGA  NOMINAL,  TINGKAT  INFLASI 
DAN  TINGKAT  BUNGA  RIIL  INDONESIA 
(dalam  Persen) 


Tfl  h  1 1  n 
A  diiuii 

Tingkat  Bunga  Deposit 

Tingkat  Inflasi 

Tingkat  Bunga  Riil 

ly /o 

6,00 

8,09 

-  2,09 

107Q 

6,00 

16,28 

-10,28 

1  Qfin 

6,00 

17,93 

-11,93 

1981 

6,00 

12,11 

-  6,11 

1982 

6,00 

9,53 

-  3,53 

1983 

o,mj 

11,79 

-  5,79 

1984 

16,00 

10,38 

5,62 

1985 

18,00 

4,85 

13,15 

1986 

15,39 

5,83 

9,56 

1987 

16,78 

9,18 

7.6 

1988 

17,72 

8,02 

9,7 

1989 

18,63 

6,46 

12,17 

1990 

17,30 

12,48 

4,82 

1991 
1992 

23,27 
20,37 

9,4 
7,49 

13,87 
12,88 

Sumber:   International  Financial  Statistics,  beberapa  terbitan,  diolah. 


tingginya  akumulasi  tabungan  domestik  se- 
cara  otomatis  mampu  menjawab  dua  tan- 
tangan  yang  saat  ini  dihadapi  oleh  perekono- 
mian  Indonesia,  yaitu  kebutuhan  akan  sum- 
ber dana  pembangunan  serta  peningkatan 
kemandirian  ekonomi. 

Peningkatan  tabungan  domestik  dapat 
dicapai  melalui  peningkatan  tabungan  swas- 
ta  (private  saving)  maupun  tabungan  peme- 
rintah  (public  saving).  Masih  rendahnya  ra- 
sio  tabungan  terhadap  GDP  Indonesia  di- 
bandingkan  dengan  beberapa  negara  lain  di 


Lintas  Modal  dan  Kebijaksanaan  Moneter  dalam  Era 
Keterbukaan",  pidato  pengukuhan  Guru  Besar,  10 
Agustus  1995,  menunjukkan  bahwa  tabungan  dalam 
negeri  dari  tahun  1981  hingga  1994  tidak  pernah  lebih 
dari20<%. 


atas  cukup  mengherankan,  mengingat  bebe- 
rapa tahun  terakhir  ini,  tingkat  bunga  riil 
perbankan  Indonesia  menunjukkan  angka 
yang  positif  (lihat  Tabel  2). 

Dari  fenomena  masih  rendahnya  tingkat 
tabungan  di  satu  sisi  dengan  relatif  tingginya 
tingkat  bunga  riil  di  pasar  uang  Indonesia, 
diketahui  bahwa  para  penabung  di  Indone- 
sia tidak  hanya  mempertimbangkan  faktor 
tingkat  bunga  riil  saja  dalam  keputusannya 
untuk  menabung.  Para  penabung  kemung- 
kinan  juga  mempertimbangkan  faktor  sta- 
bilitas  ekonomi  makro,  seperti  depresiasi 
mata  uang  rupiah  yang  terus  berlanjut,  an- 
caman  terjadinya  devaluasi  rupiah,  dan  ber- 
bagai  variabel  lain.  Apabila  faktor- faktor  di 
atas  menjadi  pertimbangan  bagi  para  pena- 
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Tabel  3 

PERBANDINGAN  ANTARA  KREDIT  INVESTASI 


DENGAN  TOTAL  KREDIT  PERBANKAN  DI  INDONESIA  1989-1993 

(uaiam  iviiiiar  Kupidn^ 

Posisi  Kredit 

Kredit 

rcrsentase  Kreuii  invesiasi 

Tahun 

Perbankan 

Investasi 

Terhadap  Kredit  Perbankan 

1989 

58.975 

14.988 

25,41 

1990 

85.863 

21.452 

24,98 

1991 

96.055 

26.531 

27,62 

1992 

101.669 

35.994 

35,40 

1993 

120.619 

42.352 

35,11 

Sumber:    Statistik  Ekonomi  dan  Keuangan  Indonesia,  Laporan  Bulanan  Bank  Indonesia,  March  1995. 


bung,  maka  manajemen  ekonomi  makro 
(macroeconomic  management)  yang  baik 
menjadi  prasyarat  bagi  peningkatan  tabung- 
an  swasta,  yang  berarti  pula  peningkatan  ter- 
sedianya  modal  domestik. 

Walaupun  demikian  prasyarat  tersebut 
belum  mencukupi.  Kecenderungan  tingginya 
peran  perbankan  di  negara  sedang  berkem- 
bang,  seperti  yang  telah  diungkapkan  di 
atas,  sangat  beralasan  karena  dari  hasil  pe- 
ngamatan  yang  dilakukan,  hampir  sebagian 
besar  (90%)  investasi  yang  dilakukan,  di- 
biayai  dengan  menggunakan  tabungan  do- 
mestik.'^ Namun  hal  itu  tampaknya  belum 
terjadi  di  Indonesia,  dari  perbandingan  an- 
tara  jumlah  kredit  investasi  per  sektor  terha- 
dap total  kredit  yang  disalurkan  perbankan, 
terlihat  bahwa  sampai  dengan  tahun  1993 
kurang  dari  40%  seluruh  kredit  perbankan 
digunakan  untuk  kredit  investasi  (lihat  Tabel 
III).  Artinya,  sebagian  besar  kredit  yang  di- 
salurkan masih  dipergunakan  untuk  penya- 
luran  kredit  jenis  lain,  termasuk  di  antara- 
nya  kredit  konsumsi,  seperti  kredit  pemilik- 

'^Westview  Special  Studies  in  Social,  Political  and 
Economic  Development,  op.  cit.,  6. 


an  rumah,  kendaraan,  dan  sebagainya. 

Untuk  mencari  faktor  penyebab  disalur- 
kannya  kredit,  yang  bukan  kredit  untuk  in- 
vestasi, adalah  di  luar  pembahasan  paper 
ini.  Akan  tetapi,  satu  hal  yang  dapat  diung- 
kapkan dari  fakta  ini  adalah  masih  rendah- 
nya  fungsi  lembaga  keuangan  perbankan  da- 
lam  penyediaan  dana  untuk  investasi  yang 
secara  tidak  langsung  membantu  pembiaya- 
an  pembangunan  dalam  arti  luas.  Dengan 
kata  lain,  faktor  pengembangan  kelembaga- 
an  (institutional  Development)  juga  menjadi 
syarat  lain  bagi  upaya  peningkatan  modal 
domestik  melalui  sektor  keuangan  untuk 
mencapai  kemandirian  pembiayaan  pemba- 
ngunan. 

Sumber  modal  domestik  yang  lain  adalah 
tabungan  pemerintah  (public  saving).  Di  be- 
berapa  negara  industri,  peran  tabungan  pe- 
merintah cukup  besar  dengan  adanya /orcet/ 
saving.    Oleh  karena  perangkat  tersebut  be- 


"Untuk  kasus  Singapura  misalnya,  peran  Central 
Provident  Fund  {CPF,  forced  saving)  mampu  menyum- 
bang  lebih  dari  25Vo  dari  total  tabungan  dan  sekaligus 
berfungsi  sebagai  social  security  system. 


68 


ANALISIS  CSIS.  1996-1 


Tabel  4 


STRUKTUR  PENGELUARAN  PEMERINTAH  DI  NEGARA-NEGARA  ASEAN  TAHUN  1993 

(dalam  Persen) 


Negara 


Penyelenggaraan 
Pemerintahan 


Pendidikan 


Kesehatan 


Perumahan 


Indonesia 

Malaysia 

Filipina 

Singapura 

Thailand 


29,75 
15,64 
11,65 
12,33 
11,19 


9,97 
20,29 
15,03 
22,27 
21,06 


2,72 
5,72 
4,13 
6,08 
8,15 


1,58 
5,53 
1,71 
6,69 
2,70 


Sumber:  Government  Finance  Statistics  Yearbook,  International  Monetary  Fund,  1994. 
Catatan:    Tidak  semua  jenis  pengeluaran  (oleh  penulis)  dalam  tabel  di  atas. 


lum  tersedia  di  Indonesia,  upaya  untuk  me- 
ningkatkan  tabungan  pemerintah  dapat  dila- 
kukan  melalui  peningkatan  penerimaan 
maupun  pengurangan  pengeluaran  anggaran 
pemerintah. 

Upaya  peningkatan  pajak  pada  kondisi 
seperti  yang  dihadapi  Indonesia  saat  ini, 
tampaknya  hanya  akan  membawa  kelesuan 
perekonomian,  mengingat  sifatnya  yang 
membawa  kebocoran  dalam  pendapatan  na- 
sional.  Di  samping  itu,  membandingkan  per- 
sentase  beberapa  jenis  pajak  terhadap  total 
penerimaan  pemerintah  Indonesia,  terlihat 
bahwa  persentase  pajak  penghasilan,  pro- 
perty tax  dan  pajak  pertambahan  nilai  di  In- 
donesia paling  tinggi  dibandingkan  dengan 
negara  lain  di  ASEAN. Dengan  dasar  ter- 
sebut,  tampaknya  peningkatan  pajak  hams 
menjadi  pilihan  terakhir  bagi  upaya  pening- 
katan tabungan  pemerintah,  dalam  kondisi 
perekonomian  Indonesia  saat  ini. 


Upaya  lain  bagi  peningkatan  tabungan 
pemerintah  adalah  pengurangan  pengeluar- 
an pemerintah.  Dari  struktur  pengeluaran 
(lihat  Tabel  4),  terlihat  bahwa  pengeluaran 
pemerintah  yang  paling  besar  termasuk  da- 
lam kategori  pengeluaran  untuk  penyeleng- 
garaan pemerintahan  public  services 
and  public  order),  yang  meUputi  pembayar- 
an  gaji  pegawai,  pembelian  barang,  dan  se- 
bagainya.  Oleh  karenanya  titik  berat  pengu- 
rangan pengeluaran  harus  ditekankan  pada 
sektor  tersebut.  Sementara  subsidi  untuk 
pendidikan,  kesehatan  dan  perumahan 
dapat  lebih  ditingkatkan. 

Dalam  sarannya  kepada  negara- negara 
sedang  berkembang  yang  bermaksud  menja- 
lankan  proses  stabihsasi  ekonomi  di  dalam 
kondisi  ekonomi  yang  diwarnai  dengan  hu- 
tang  luar  negeri,  Dornbusch  menganjurkan 
untuk: 


^^Kecuali  property  tax,  di  mana  persentasenya  masih 
lebih  rendah  dibandingkan  dengan  Singapura. 


'^Lihat  Dornbusch,  Rutiiger,  Stabilization,  Debt 
and  Reform  (United  Kingdom:  Harvester  Wheatsheaf, 
1993),  5. 
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-  mengefisienkan  administrasi  pemerin- 
tahan; 

-  mengurangi  penyerapan  tenaga  di  sektor 
pemerintahan; 

-  privatisasi; 

-  perbaikan,  perawatan  dan  penekanan  in- 
vestasi  pada  prasarana  sosial  dan  ekono- 
mi. 

Data  struktur  pengeluaran  dalam  Tabel  4  di 
atas,  tampaknya  mendukung  dan  selaras  de- 
ngan  apa  yang  dikemukakan  oleh  Dorn- 
busch  tersebut,  yaitu  tingginya  biaya  penye- 
lenggaraan  pemerintahan,  serta  relatif  ren- 
dahnya  investasi  pada  prasarana  sosial  dan 
ekonomi  dibandingkan  dengan  negara- 
negara  ASEAN  lainnya.  Pengurangan  di 
satu  jenis  dikombinasikan  dengan  penam- 
bahan  di  jenis  pengeluaran  yang  lain  (de- 
composition), dalam  konteks  pembicaraan 
di  atas  dapat  meningkatkan  tabungan  peme- 
rintah,  yang  pada  akhirnya  meningkatkan 
tersedianya  modal  domestik. 

Dominasi  pemerintah  dan  perbankan  da- 
lam penyediaan  modal  domestik  seperti  di- 
ungkapkan  oleh  Atkin  (1994),  tampaknya 
terjadi  juga  di  Indonesia  dalam  skala  ter- 
tentu.  Hal  itu  ditunjang  oleh  fakta  masih  re- 
latif lambatnya  perkembangan  di  pasar  mo- 
dal Indonesia  dibandingkan  beberapa  nega- 
ra  berkembang  lain.'^  Walaupun  sudah  di- 
resmikan  pada  tahun  1977,  namun  pasar 


Kerangka  analisis  yang  memasukkan  pasar  modal 
dalam  upaya  peningkatan  modal  domestik  dapat  dijum- 
pai  pada  artikel-artikel  di  Weerasekera,  Y.M.W.B., 
Domestic  Resources  Mobilization  in  the  SEACEN 
Countries  (Kuala  Lumpur:  SEACEN,  1993),  atau 
United  Kingdom  Delegation  Agencies  for  the  Sale  of 
Government  Bonds  in  Underdeveloped  Countries,  da- 
lam Konperensi  Mobilization  of  Domestic  Capital:  Re- 
port and  Documents  of  the  First  Working  Party  of  Ex- 
ports, UN  Economic  Commission  for  Asia  and  the  Far 
East,  1955. 


modal  Indonesia  baru  berkembang  relatif  ce- 
pat  pada  awal  tahun  1990-an  (lihat  Tabel  5). 

Tabel  5 

PERKEMBANGAN  BURSA  EFEK  JAKARTA 
1977,  1987,  1990  DAN  1993 


Jumlah  Volume 
Tahun  Perusahaan  Perdagangan 

"Listed"  (Juta  Rupiah) 


1977 

1 

1,6 

1987 

24 

8,7 

1990 

122 

28.970,8 

1993 

174 

77.454,1 

Sumber:  International  Planning  &  Administration 
Department,  The  Nomura  Securities,  seperti 
dikutip  dari  Siregar,  Reza  Y.  (1994). 


Meskipun  telah  mengalami  perkembang- 
an yang  relatif  cepat  pada  awal  tahun  1990- 
an,  namun  peranan  pasar  modal  sebagai 
lembaga  keuangan  relatif  belum  berkem- 
bang dibandingkan  dengan  beberapa  negara 
lain  di  kawasan  Asia.  Kapitalisasi  pasar  yang 
dapat  dilakukan  di  pasar  modal  Indonesia 
baru  mencapai  US$34,473,5  juta^^  atau  ha- 
nya  mencapai  28%  dari  kapitalisasi  pasar  di 
Thailand,  dan  bahkan  kurang  dari  20%  ka- 
pitalisasi pasar  di  Malaysia.  Cina,  sebuah 
negara  yang  relatif  baru  dalam  membuka 
perekonomiannya,  kapitalisasi  pasar  modal- 
nya  telah  dapat  melebihi  Indonesia  (lihat 
Tabel  6). 


Data  diambil  dari  Trends  in  Developing  Eco- 
nomics: The  Emerging  Capital  Markets,  World  Bank 
Book,  1994. 
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Tabel  6 


KAPITALISASI  PASAR  DI  BERBAGAI  NEGARA 
PADA  BULAN  MEI  1994 
(dalam  Juta  US$) 


Negara 

Kapitalisasi  Pasar 

Cina 

38.916,2 

Indonesia 

34.473,5 

Malaysia 

179.309,9 

Filipina 

42.510,0 

Thailand 

121.565,9 

Sumber:    World  Bank,  Trends  in  Developing  Eco- 
nomies: The  Emerging  Capital  Market,  1994. 


Salah  satu  ukuran  untuk  melihat  efekti- 
vitas  fungsi  kelembagaan  pasar  modal  ada- 
lah  rasio  kapitalisasi  pasar,  yang  merupa- 
kan  perbandingan  antara  nilai  dari  keselu- 
ruhan  saham  yang  listed  dengan  GDP.  Hasil 
pengamatan  menunjukkan  bahwa  rasio  ka- 
pitalisasi pasar  di  Hongkong,  Malaysia  dan 
Korea  Selatan  lebih  besar  dari  1,  sedangkan 
Argentina,  Nigeria  dan  Indonesia  masih  ku- 

22 

rang  dan  0,06.  Kenyataan  di  atas  semakin 
menunjukkan  relatif  belum  efektifnya  fung- 
si institusi  keuangan  pasar  modal,  di  dalam 
sistem  keuangan  Indonesia  sebagai  sarana 
penunjang  pembiayaan  pembangunan  da- 
lam arti  luas,  Maka,  aspek  pengembangan 
institusi  di  sektor  keuangan  dalam  upaya  pe- 
ningkatan  modal  domestik  melalui  pasar 
modal,  juga  menjadi  prasyarat  penting  bagi 
kemandirian  pembiayaan  pembangunan. 

Kurang  efektifnya  fungsi  pasar  modal  ti- 
dak  dapat  dilepaskan  dari  masalah  mana- 
jemen  ekonomi  makro,  seperti  misalnya  ma- 


^'Lihat  World  Bank  Policy  Research,  "Stock  Mar- 
kets &  Economic  Growth",  Bulletin,  March- April, 
1995. 

^Op.  cit.,  6. 


salah  tingginya  tingkat  bunga  pasar  uang  do- 
mestik. Kondisi  tingkat  bunga  yang  tinggi, 
tidak  menghasilkan  iklim  yang  kondusif  ba- 
gi upaya  peningkatan  kapitalisasi  pasar  di 
pasar  modal.  Hal  ini  menunjukkan  kaitan 
fungsi  manajemen  ekonomi  makro  dalam 
upaya  peningkatan  modal  domestik  melalui 
pasar  modal, 

Catatan  Penutup 

Tampaknya,  faktor  pengembangan  ke- 
lembagaan (institutional  development)^^  di 
sektor  keuangan  merupakan  aspek  vital  da- 
lam proses  pembangunan  ekonomi  di  In- 
donesia pada  waktu  yang  akan  datang.  Di 
samping  itu,  manajemen  ekonomi  makro  ti- 
dak kalah  pentingnya  bagi  pencapaian  ke- 
mandirian pembiayaan  pembangunan  mela- 
lui peningkatan  efektivitas  sektor  keuangan 
tersebut. 

Namun  demikian,  kinerja  di  sektor  riil 
tidak  dapat  dilepaskan  dari  upaya  pengefek- 
tifan  sektor  keuangan  ini.  Praktek-praktek 
yang  banyak  terjadi  di  sektor  riil  Indonesia 
seperti  kartel,  pemberian  proteksi  yang  ber- 
lebihan,  kolusi,  dan  sebagainya,  akan  me- 
nyulitkan  upaya  peningkatan  efektivitas  ke- 
lembagaan di  sektor  keuangan.  Dengan  kata 
lain,  masih  banyak  kemungkinan  untuk 
mengefektifkan  sektor  keuangan  yang  pada 
akhirnya  akan  meningkatkan  kemandirian 
pembiayaan  pembangunan.  Walaupun  de- 


Diskusi  mendalam  tentang  hal  ini  dapat  dilihat 
pada  Siregar,  Reza  Y,  Impacts  of  International  Capital 
Flows  to  the  Institutional  Development  and  Macro- 
economic  Management:  A  Case  of  Indonesia,  paper 
dipresentasikan  pada  Konperensi  Tahunan  ke-32  Philip- 
pines Economic  Society  dan  Konperensi  ke-19  Federa- 
tion of  ASEAN  Economic  Associations,  December  8-9, 
1994,  di  Manila. 
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mikian,  langkah-langkah  secara  detil  masih 
memerlukan  studi  yang  lebih  mendalam. 
Hanya  saja,  yang  kita  butuhkan  saat  ini  ada- 
lah  tekad  memanfaatkan  kemungkinan  yang 
ada  dengan  sungguh-sungguh. 
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Analisis  Perkembangan 
Ekonomi  Makro  Indonesia  1995 
dan  Prospek  1996 

Alkadri 


Pendahuluan 


BERBAGAI  perkiraan  mengenai  be- 
sarnya  laju  pertumbuhan  ekonomi 
Indonesia  tahun  1995  tampaknya  ti- 
dak  jauh  berbeda  dengan  tahun  1994  yang 
melaju  sebesar  7,3%.  Ini  berarti  prediksi 
yang  dilontarkan  para  pengamat  pada  akhir 
1994  lalu  tidak  terlalu  meleset,  Ketika  itu 
Bank  Indonesia  dan  Asian  Development 
Outlook  1994  memasang  angka  7,0%.  Eco- 
nit  Advisory  Group,  Merryll  Linch  sekitar 
7,5%.  Sedangkan  Nomura  Research  Insti- 
tute meramalkan  sebesar  7,3%. 

Untuk  tahun  1996  angka  pertumbuhan 
ekonomi  Indonesia  diproyeksikan  sedikit  di 
bawah  tahun  1995  karena  pemerintah  akan 
berupaya  meredam  perekonomian  yang  cen- 
derung  overheating.  Upaya  pendinginan  te- 
lah  dimulai  dengan  menaikkan  reserve  re- 
quirement bank  dari2%  menjadi  3%.  Selan- 
jutnya,  pemerintah  tampaknya  akan  mem- 
pertahankan  tingkat  suku  bunga  perbankan 
yang  relatif  tinggi.  Lalu  berusaha  menahan 
laju  impor  untuk  mengurangi  pembengkak- 
an  defisit  transaksi  berjalan.  Realisasi  inves- 


tasi  pada  tahun  1996  besar  kemungkinan 
akan  lebih  rendah  dibandingkan  tahun  1995. 
Selain  itu,  sebagian  besar  pertumbuhan  eko- 
nomi di  negara-negara  tujuan  ekspor  utama 
Indonesia  juga  cenderung  menurun. 

Merryll  Linch  memprediksi  ekonomi  In- 
donesia akan  melaju  6,9%  pada  tahun  1996. 
Sedangkan  Indef  (Institute  for  Development 
of  Economics  and  Finance),  Bank  of  Ame- 
rica, dan  International  Monetary  Fund 
(IMF)  meramal  7,3%,  Asian  Development 
Bank  (ADB)  memprediksi  7,0%.  Pemerin- 
tah sendiri  mematok  pertumbuhan  ekonomi 
rata- rata  7, 1  %  per  tahun  selama  Repelita  VI. 
Dilihat  dari  perspektif  Asia,  Indonesia  men- 
duduki  ranking  ketujuh  setelah  Singapura, 
Malaysia,  Thailand,  Cina,  Vietnam  dan  Ko- 
rea Selatan.  Dengan  kata  lain,  di  tingkat 
ASEAN  Indonesia  hanya  unggul  atas  Filipi- 
na  dan  Brunei  Darussalam. 

Di  balik  estimasi  pertumbuhan  ekonomi 
tahun  1995  dan  1996  di  atas,  penyakit  makro 
dalam  perekonomian  nasional  ternyata  be- 
lum  juga  bisa  dielakkan,  bahkan  makin 
memprihatinkan.  Pertama,  meski  berhasil 
ditekan  tetap  satu  digit,  tetapi  inflasi  1995 
masih  sulit  dikekang  hingga  5%-6%.  Selama 
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Januari-November  1995  inflasi  telah  menca- 
pai  7,85%,  sedikit  di  bawah  periode  tahun 
sebelumnya  yang  8,72%.  Kedua.  defisit 
transaksi  berjalan  makin  memprihatinkan 
karena  terus  membengkak,  yakni  dari 
US$2,298  miliar  (1993)  menjadi  US$2,960 
miliar  (1994),  dan  ditaksir  melonjak  hingga 
US$6,5  miliar  tahun  1995.  Lonjakan  defisit 
ini  terutama  disebabkan  laju  pertumbuhan 
impor  nonmigas  jauh  lebih  tinggi  dibanding- 
kan  laju  ekspornya. 

Di  sisi  lain,  selama  1968- Juni  1995,  ku- 
mulatif  hutang  luar  negeri  pemerintah  telah 
mencapai  US$65,080  miliar.  Setelah  ditam- 
bah  hutang  BUMN  (US$4,995  miliar),  swas- 
ta  (sekitar  US$30  miHar),  dan  "musibah" 
yendaka,  lalu  dikurangi  pembayafan  cicilan 
pokok  dan  bunga,  maka  hutang  luar  negeri 
Indonesia  keseluruhannya  diperkirakan  su- 
dah  melampaui  US$100  miliar.  Membeng- 
kaknya  hutang  luar  negeri,  sementara  laju 
ekspor  nonmigas  melamban,  membuat  DSR 
(Debt  Service  Ratio)  masih  tetap  sekitar 
32%. 

Di  sektor  moneter-perbankan,  jumlah 
uang  beredar  (Ml)  sampai  Agustus  1995 
mencapai  1^48.381  triliun,  naik  8,52%  ke- 
timbang  Januari  1995.  Suku  bunga  sim- 
panan  juga  terus  memperlihatkan  kenaikan, 
yakni  dari  rata-rita  13,3%  (Januari  1995) 
menjadi  15,4%  (Agustus  1995)  untuk  depo- 
sito  12  bulan.  Begitu  pula  dengan  suku 
bunga  pinjaman,  yang  naik  dari  rata- rata 
18,0%  menjadi  19,1%  untuk  kredit  modal 
kerja.  Sedangkan  penghimpunan  dana  pihak 
ketiga  oleh  perbankan  tumbuh  26,51%  dan 
penyaluran  kredit  melaju  26,98% .  Sementa- 
ra itu,  kredit  macet  semakin  meningkat. 
Hingga  Juni  1995,  nominal  kredit  macet 
telah  mencapai  Rp9.971  triliun,  atau  4,80% 
dari  posisi  kredit  yang  disalurkan  perbank- 
an. 


Dalam  hal  penanaman  modal,  Indonesia 
mencatat  prestasi  yang  mengagumkan.  Di- 
bandingkan  periode  yang  sama  tahun  sebe- 
lumnya, selama  Januari-Agustus  1995 
PMDN  mencatat  kenaikan  8,91%  menjadi 
Rp42.897  triliun.  Sedangkan  PMA  yang  dise- 
tujui  menanjak  81,85%  menjadi  US$29,968 
miliar,  dengan  tingkat  realisasi  sudah  di  atas 
50%.  Peningkatan  PMA  ini  antara  lain 
dapat  dikatakan  sebagai  hasil  dari  kebijakan 
deregulasi  PP  20/1994.  Namun  demikian, 
secara  riel  pertumbuhan  investasi  di  Indone- 
sia masih  di  bawah  prestasi  rekan-rekan 
ASEAN  lainnya.  Selama  1992-1995,  pertum- 
buhan riel  investasi  Indonesia  hanya  berki- 
sar4-5%,  sementara  Malaysia,  Filipina,  dan 
Thailand  sudah  di  atas  10%  per  tahun. 

Berdasarkan  perkembangan  inflasi,  defi- 
sit transaksi  berjalan,  hutang  luar  negeri, 
jumlah  uang  beredar,  suku  bunga,  ekspansi 
kredit,  dan  investasi  di  atas,  ekonomi  makro 
Indonesia  selama  1995  cenderung  mengalami 
overheating,  mirip  dengan  kondisi  pereko- 
nomian  tahun  1990-1991. 

Sebelum  dipaparkan  secara  lebih  mende- 
tail  mengenai  kinerja  perekonomian  na- 
sional  tahun  1995  dan  prospek  tahun  1996, 
ada  baiknya  terlebih  dahulu  kita  simak  per- 
kembangan perekonomian  dunia  belakang- 
an  ini. 

Perekonomian  Internasional 

Ramalan  IMF,  ADB,  Merryll  Linch 
maupun  Bank  of  America  umumnya  menya- 
takan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  di  seba- 
gian  besar  negara  maju  dan  negara  berk  em- 
bang  mengalami  peningkatan  pada  tahun 
1995,  tapi  menurun  pada  tahun  1996,  kecuali 
di  Jerman  dan  Jepang.  Menurut  IMF,  eko- 
nomi Jerman  yang  tumbuh  negatif  1,1% 
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pada  tahun  1993  dan  mampu  melonjak  hing- 
ga  sekitar  2,3%  tahun  1994,  diperkirakan 
meningkat  lagi  menjadi  1,5%  tahun  1995 
dan  3,0%  tahun  1996.  Begitu  pula  dengan 
Jepang  yang  sempat  mandek  di  bawah  1% 
tahun  1993  dan  1994,  diestimasi  membum- 
bung  menjadi  2,5%  (1995)  dan  2,8%  (1996). 


Sebaliknya,  pertumbuhan  ekonomi  Amerika 
Serikat  diramal  akan  terus  mengalami  penu- 
runan.  Jika  pada  tahun  1993  PDB  negara  ini 
masih  mampu  tumbuh  3,1%,  lalu  naik  men- 
jadi 4,1%  (1994),  maka  dua  tahun  berikut- 
nya  diestimasi  merosot  menjadi  3,0%  tahun 
1995  dan  2,6%  tahun  1996  (lihat  Tabel  1). 


Tabel  1 


LAJU  PERTUMBUHAN  PDB  RIEL  DAN  INFLASI  DI  BEBERAPA  NEGARA, 

1994-1996  (%) 


Negara 


Pertumbuhan  PDB  Riel 


1994 


1995^ 


1996' 


1994 


Inflasi 
1995' 


1996' 


AS 

Jepang 
Jerman 

Korea  Selatan 
Hongkong 
Taiwan 
Singapura 

Indonesia 

Malaysia 

Thailand 

Filipina 

Vietnam 

Cina 
India 


4,1 
0,6 
2.9 

7,6 
5,5 
6,4 
10,0 

7,3 
8,7 
8.4 
4.5 
15,0 

11,8 
5,4 


3,0 
2.5 
2.8 

9.4 
5.0 
6,4 
8.0 

7.5 
9.0 
8,6 
5.5 
9.0 

10,0 
5.7 


2,6 
3.4 
3.0 

7.5 
5.2 
6.5 
7.2- 

7.0 
8.0 
8.5 
6.0 
3.8 

9.0 
6.0 


2.6 
0.7 
3.0 

6.4 
8.1 
3.9 
3,8 

9.3 
4,2 
4,7 
9.0 
14,4 

21.7 
10.4 


3,1" 
0,9*' 
2.6*' 


6.0 
9.0 
4.5 
3,5 

7,9'= 
4,5 
4.5 
8,0 
9,5 

18,0 
8.0 


3.4 
3.4 
2,5 

5.0 
8,5 
3.0 
2.0 

7.4 
4.0 
4,0 
8,5 
9.5 

10,0 
9.0 


Keterangan:  a)  Angka  perkiraan.  Pertumbuhan  PDB  Riel  AS,  Jepang,  dan  Jerman  oleh  IMF,  dan  negara- negara 
lainnya  oleh  ADB.  Laju  inflasi  AS.  Jepang,  dan  Jerman  oleh  IMF,  Vietnam  oleh  Bank  of 
America,  dan  negara- negara  lain  oleh  Merryll  Linch. 

b.  Hingga  Triwulan  II 

c.  Hingga  November 

Sumber:   -  IMF,  World  Economic  Outlook 

-  ADB,  The  Asian  Wall  Street  Journal 

-  Bank  of  America,  Country  Outlook 

-  Merryll  Linch,  Asian  Economic  Commentary 

-  Bank  Indonesia,  Statistik  Ekonomi  -  Keuangan  Indonesia 


PERKEMBANGAN  EKONOMI  MAKRO  INDONESIA 


75 


Pertumbuhan  ekonomi  yang  melambat 
diperkirakan  akan  dirasakan  pula  oleh  NIEs 
(Newly  Industrial  Economics)  Asia  yang  ter- 
diri  dari  Singapura,  Taiwan,  Korea  Selatan, 
dan  Hongkong.  ADB  memperkirakan  per- 
tumbuhan ekonomi  di  keempat  negara  ini 
merosot  cukup  tajam  dari  rata-rata  7,2% 
(1995)  menjadi  6,6%  (1996).  Sedangkan  un- 
tuk  negara- negara  ASEAN  (di  luar  Singa- 
pura, Brunai,  dan  Vietnam)  diestimasi  me- 
nurun  dari  rata-rata  7,7%  (1995)  menjadi 
7,4%  (1996).  Khusus  untuk  Filipina,  per- 
tumbuhan ekonominya  terus  menunjukkan 
kenaikan,  yakni  dari  4,5%  tahun  1994  men- 
jadi 5,5%  (1995)  dan  6,0%  (1996).  Begitu 
pula  dengan  India.  Setelah  tumbuh  5,4% 
tahun  1994,  ADB  memperkirakan  laju  eko- 
nomi India  akan  mencapai  5,7%  tahun  1995 
dan  6,0%  tahun  1996. 

Penurunan  pertumbuhan  ADB  riel  lain- 
nya  juga  diperkirakan  dialami  oleh  Cina, 
yakni  dari  11,8%  (1994)  menjadi  10,0% 
(1995)  dan  9,0%  (1996).  Vietnam  pun  be- 
gitu, yang  mengalami  kemerosotan  drastis 
dari  15%  tahun  1994  menjadi  sekitar  9,0% 
tahun  1995  dan  8,8%  tahun  1996.  Negara- 
negara  Asia  lainnya  diduga  pertumbuhan 
ekonominya  meningkat  pada  tahun  1995, 
untuk  kemudian  menurun  pada  tahun  1996. 

Namun  demikian  secara  keseluruhan  per- 
ekonomian  dunia  diperkirakan  melaju  dari 
rata-rata  2,5%  tahun  1994,  lalu  sekitar  3,0% 
tahun  1995,  dan  menjadi  3,7%  tahun  1996. 
Khusus  untuk  perdagangan  dunia,  akan  ter- 
jadi  pertumbuhan  dari  6,0%  (1994)  menjadi 
6,5%  (1995)  dan  6,8%  (1996). 

Dalam  hal  laju  inflasi,  IMF  memperkira- 
kan bahwa  negara- negara  industri  menga- 
lami sedikit  kenaikan  dari  rata-rata  2,3% 
(1994)  menjadi  2,6%  (1995).  Sebaliknya, 
Merryll  Linch  memprediksi  laju  inflasi  di 


negara- negara  NIEs  akan  merosot  dari  rata- 
rata  5,8%  (1995)  menjadi  4,6%  (1996),  dan 
di  ASEAN  (Thailand,  Indonesia,  Filipina, 
dan  Malaysia)  menyusut  dari  6,8%  (1994) 
menjadi  6,2%  (1995)  dan  6,0%  (1996). 

Faktor  eksternal  lainnya  yang  menunjang 
pertumbuhan  ekonomi  tahun  1996  adalah 
prospek  harga  minyak  yang  lebih  baik  di- 
banding  tahun  1995.  Membaiknya  harga  mi- 
nyak di  pasar  dunia  antara  lain  disebabkan 
oleh  meningk^tnya  konsumsi  minyak  dunia 
sebagai  akibat  dari  menguatnya  kegiatan 
ekonomi  di  negara-negara  industri  maju, 
serta  relatif  stabilnya  produksi  minyak 
OPEC  maupun  non-OPEC.  Rencana  Gabon 
untuk  mengundurkan  diri  dari  keanggotaan 
OPEC  tidak  akan  banyak  berpengaruh  pada 
perkembangan  harga  minyak  dunia  karena 
produksi  minyak  negara  ini  relatif  kecil,  ha- 
nya  350.000  barel  per  hari. 

Sementara  itu  kesepakatan  pelaksanaan 
AFTA  (ASEAN  Free  Trade  Area)  mulai  ta- 
hun 2003  secara  bertahap  akan  mendorong 
kenaikan  volume  perdagangan  intra- 
ASEAN.  Pada  tahun  1994  lalu,  perdagang- 
an intra- ASEAN  telah  mencapai  US$1 1 1-099 
miliar,  meningkat  40,50%  dibandingkan  ta- 
hun 1993  yang  US$79,073  miliar.  Sedangkan 
pangsa  perdagangan  intra- ASEAN  (minus 
Vietnam)  meningkat  dari  18,51%  menjadi 
20,04% .  Khusus  untuk  produk  dalam  skema 
CEPT  yang  mulai  diterapkan  sejak  1993, 
terjadi  pertumbuhan  sebesar  43,81%,  yakni 
naik  dari  US$64,376  miliar  menjadi 
US$92,582  miliar.  Sementara  itu  jumlah  pos 
tarif  dalam  CEPT  meningkat  dari  42.079 
pos  tarif  lama  menjadi  43.895  pos  tarif  baru, 
terdiri  dari  39,7%  untuk  tarif  0%,  47,8% 
tarif  0%-5%,  dan  12,5%  tarif  di  atas  5%. 
Dalam  tiga  tahun  terakhir  kerja  sama  eko- 
nomi, khususnya  perdagangan,  di  negara- 
negara  ASEAN  mencatat  kemajuan  yang  sa- 
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ngat  berarti  ketimbang  25  tahun  sebelum- 
nya. 

Sedangkan  kesepakatan  APEC  (Asia 
Pacific  Economic  Cooperation)  mendorong 
liberalisasi  perdagangan  dan  investasi  tahun 
2010,  akan  membuat  perekonomian  Indone- 
sia makin  terbuka.  Arus  modal  akan  menga- 
lir  dalam  jumlah  besar.  Kesemuanya  ini  me- 
rupakan  peluang  besar  untuk  meningkatkan 
ekspor  nonmigas.  Melalui  AFTA,  Indonesia 
diharapkan  mampu  meraih  peluang  yang  be- 
sar dalam  APEC. 

Perekonomian  Makro  1995  dan  Pros- 
pek  1996 

Untuk  mengkaji  kinerja  dan  prospek 
ekonomi  Indonesia  secara  makro,  ada  baik- 
nya  pembahasan  ditekankan  terlebih  dahulu 
kepada  Neraca  Pembayaran.  Alasannya,  ke- 
bijakan  mengenai  neraca  pembayaran  meru- 
pakan  kebijakan  makro  yang  pokok  dan 
sangat  strategis.  Kebijakan  ini  tidak  hanya 
bertujuan  menjaga  stabilitas  kesinambungan 
pembangunan  di  dalam  negeri  (berkaitan  de- 
ngan  APBN),  tapi  juga  memelihara  keutuh- 
an  hubungan  luar  negeri  (terutama  hubung- 
an  perdagangan,  investasi  dan  keuangan). 

Neraca  Pembayaran 

Dari  Tabel  2  terlihat  bahwa  realisasi  se^ 
mentara  total  ekspor  Indonesia  selama 
Januari-September  1995  telah  mencapai 
US$33,793  miliar,  naik  16,85%  dibanding 
Januari-September  1994  (US$28,919  miliar). 
Dari  total  ini,  ekspor  nonmigas  menyum- 
bang  US$26,007  miliar  (76,96%),  naik 
17,84%  ketimbang  periode  sebelumnya 
(US$22,070  miliar).  Sementara  itu  realisasi 
ekspor  migas  meningkat  9,37%,  yakni  dari 
US$7,119  miliar  menjadi  US$7,793  miliar. 


Tersendatnya  laju  ekspor  nonmigas  ter- 
utama disebabkan  merosotnya  beberapa  ko- 
moditi  ekspor  andalan.  Selama  Januari- 
Agustus  1995,  nilai  ekspor  tekstil  dan  pro- 
duk  tekstil  (TPT)  menurun  14,60%  diban- 
dingkan  periode  sebelumnya.  Kayu  olahan 
anjlok  18,16%,  dan  makanan  dan  minuman 
merosot  18,55%.  Namun  penurunan  ini  ma- 
sih  bisa  diimbangi  oleh  kenaikan  nilai  ekspor 
elektronika  sebesar  28,23%,  karet  dan  pro- 
duk  karet  65,98%,  serta  kertas  dan  pulp 
88,45%. 

Meskipun  pemerintah  masih  mampu  me- 
ningkatkan ekspor,  namun  impor  ikut  pula 
melonjak,  bahkan  melebihi  laju  kenaikan 
ekspor.  Selama  Januari-September  1995,  pe- 
ngeluaran  devisa  untuk  impor  nonmigas  te- 
lah mencapai  US$30,101  miliar,  yang  berarti 
naik  28,95%  dibandingkan  periode  tahun  se- 
belumnya (US$23,343  miliar).  Dengan  demi- 
kian  selama  periode  Januari-September  1995 
neraca  perdagangan  mengalami  surplus  se- 
besar US$3,692  miliar,  merosot  36,85%  ke- 
timbang periode  sebelumnya  (US$5,846  mi- 
liar). 

Selama  Januari-September  1995,  defisit 
neraca  jasa  telah  mencapai  US$9,446  miliar, 
melonjak  20,07%  dibandingkan  Januari- 
September  1994  yang  US$7,867  miliar. 
Membengkaknya  defisit  neraca  jasa  teruta- 
ma dikarenakan  oleh  dua  hal.  Pertama,  se- 
bagian  besar  ekspor  Indonesia  mash  dilaku- 
kan  dengan  menggunakan  jasa  pelayaran 
asing.  Pada  tahun  1994,  devisa  yang  dike- 
luarkan  untuk  komponen  ini  mencapai 
US$3,189  miliar  (29,86%  dari  total  defisit 
neraca  jasa  tahun  1994  yang  US$10,601 
miliar).  Sedangkan  hingga  triwulan  pertama 
1995  ongkos  angkut  tersebut  sudah  menca- 
pai US$923  juta.  Kedua.  pendapatan  inves- 
tasi neto  selalu  menunjukkan  angka  nega- 
tif,  di  mana  pada  tahun  1994  berjumlah 
US$4,693    miliar   dan    triwulan   I  1995 
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US$1,504  miliar. 

Komponen  neraca  jasa  yang  mengalami 
surplus  hanyalah  transfer  penghasilan  (re- 
mittance) Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI)  dan 
pariwisata,  yang  masing-masing  mencatat 
nilai  sebesar  US$449  juta  dan  US$2,675 
miliar  untuk  tahun  1994.  Sedangkan  hingga 
triwulan  I  1995  masing-masing  adalah 
US$139  juta  dan  US$820  juta. 

Berdasarkan  perkembangan  surplus  ne- 
raca perdagangan  dan  defisit  neraca  jasa  di 
atas,  maka  defisit  transaksi  berjalan  selama 
Januari-September  1995  membengkak 
184,71%  menjadi  US$5,754  miliar,  setelah 
periode  sebelumnya  hanya  US$2,021  miliar. 
Sementara  itu,  cadangan  devisa  hingga  Sep- 
tember 1995  mencapai  US$14,260  miliar,  di 
mana  sekitar  50%  merupakan  US$  dan  sisa- 


nya  berbagai  valuta  asing  kuat  lainnya.  Tar- 
get cadangan  devisa  sampai  akhir  1995  ada- 
lah sekitar  US$15,9  miliar,  cukup  untuk  ke- 
perluan  impor  nonmigas  selama  5,3  bulan. 
Dengan  demikian  pemerintah  belum  perlu 
menggunakan  pinjaman  siaga. 

MeHhat  perkembangan  transaksi  berja- 
lan di  atas,  beberapa  permasalahan  dan  se- 
kaligus  tantangan  yang  cukup  berat  akan 
menghadang  Neraca  Pembayaran  tahun 
1996  dan  besar  kemungkinan  berlanjut  pada 
tahun- tahun  berikutnya.  Pertama,  mem- 
bengkaknya  defisit  transaksi  berjalan,  di 
mana  untuk  tahun  1995  diduga  bisa  men- 
capai US$6,5  miliar.  Kedua,  meningkatnya 
pembayaran  cicilan  pokok  dan  bunga  hu- 
tang  luar  negeri,  searah  dengan  menggelem- 
bungnya  total  hutang  pemerintah,  BUMN, 
dan  swasta  yang  telah  menembus  US$100 


Tabel  2 


NERACA  PEMBAYARAN  INDONESIA,  1994-1995 
(US$  Miliar) 


Januari-September 


1994 

1994 

1995 

TRANSAKSI  BERJALAN 

-  2.960 

-  2.021 

-  5.754 

+ 

184,71 

Neraca  Perdagangan 

7.901 

5.846 

3.692 

36,85 

Ekspor  Barang 

40.223 

28.919 

33.793 

+ 

16,85 

Nonmigas 

30.292 

22.070 

26.007 

+ 

17,  84 

Migas 

9.931 

7.119 

7.786 

+ 

9,37 

Impor  Barang 

-32.322 

-23.343 

-30.101 

+ 

28,95 

Neraca  Jasa  (Neto) 

-10.861 

-  7.867 

-  9.446 

-1- 

20,07 

Cadangan  Devisa  (USS  Miliar) 
Cadangan  Devisa  (Bulan) 
Depresiasi  Rp/$  (%) 

13.158 
5,0 
3,68 

12.442 
4,4 
2,78 

14.260 
4,7 
3,13 

Sumber:    Bank  Indonesia. 
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miliar.  Hingga  tahun  1994  realisasi  pemba- 
yaran  cicilan  pokok  dan  bunga  hutang  luar 
negeri  oleh  pemerintah  mencapai  US$8,283 
miliar,  sedangkan  untuk  semester  I  1995  se- 
besar  US$4,010  miliar. 

Ketiga,  melambannya  laju  ekspor  non- 
migas  serta  melonjaknya  pertumbuhan  im- 
por.  Untuk  tahun  1995,  pertumbuhan  eks- 
por nonmigas  paling  tinggi  hanya  sekitar 
17-18%.  Ini  disebabkan  turunnya  laju  eks- 
por beberapa  komoditi  andalan  seperti  kayu 
olahan  dan  TPT.  Sementara  itu  impor  masih 
melaju  sekitar  30%  karena  sebagian  besar 
industri  Indonesia  masih  membutuhkan  ba- 
han  baku/penolong,  barang  modal,  dan  su- 
ku  cadang  dari  luar  negeri  dalam  jumlah 
yang  cukup  besar.  Sebagai  gambaran,  khu- 
sus  untuk  impor  penunjang  sektor  industri 
saja,  nilainya  meningkat  dari  US$24,826  mi- 
liar ( 1 994/ 1 995)  menj adi  kira- kira  US$3 3 .430 
miliar  pada  tahun  1998/1999  nanti,  atau  me- 
ningkat 34,66%  selama  Repelita  VI.  Pening- 
katan  ini  terjadi  karena  struktur  industri  na- 
sional  yang  masih  dangkal  dengan  kandung- 
an  teknologi  hasil  karya  bangsa  sendiri.  Se- 
hingga  tidaklah  mengherankan  apabila  ba- 
nyak  yang  menyatakan  industri  Indonesia  ti- 
dak  lebih  dari  sebagai  "tukang  jahit"  dan 
"tukang  rakit". 

Keempat,  memasuki  era  APEC  nanti,  In- 
donesia diperkirakan  akan  menjadi  importir 
neto  di  sektor  minyak  dan  keluar  dari 
OPEC.  Jika  tidak  diantisipasi  sejak  seka- 
rang,  perubahan  status  ini  tentu  saja  mem- 
buat  beban  neraca  pembayaran,  khususnya 
neraca  perdagangan,  semakin  berat. 


RAPBN 1995/1996 

Kinerja  RAPBN  1995/1996  diwarnai 
oleh  beberapa  hah  Pertama,  penerimaan  da- 


lam negeri  diperkirakan  melampaui  target. 
Estimasi  ini  didasarkan  pada  membaiknya 
harga  minyak  Indonesia  dan  meningkatnya 
penerimaan  pajak  dan  bukan  pajak.  Harga 
minyak  Indonesia  di  pasar  internasional  be- 
lakangan  ini  cenderung  menguat,  yakni  men- 
jadi sekitar  US$1 7- 18  per  barel,  sedikit  lebih 
tinggi  dari  harga  patokan  RAPBN  1995/ 
1996  sebesar  US$16,5  per  barel.  Hal  ini  tentu 
saja  berpengaruh  positif  terhadap  penerima- 
an migas  yang  berasal  dari  laba  bersih  mi- 
nyak. 

Kedua,  pada  tahun  anggaran  1995/1996 
pemerintah  mempercepat  pembayaran  (pre- 
payment) sebagian  hutang  luar  negeri  yang 
suku  bunganya  di  atas  10%  kepada  Bank 
Dunia  dan  Bank  Pembangunan  Asia.  Total 
nilai  pinjaman  pemerintah  kepada  kedua 
lembaga  ini  hingga  November  1995  masing- 
masing    adalah    US$0,264    miliar  dan 
US$1,110  miliar.  Prepayment  ini  memang 
bukan  diambil  dari  RAPBN  1995/1996,  me- 
lainkan  dari  hasil  penjualan  saham  dua 
BUMN  yang  go  international.  Penjualan  sa- 
ham PT  Telkom  mendatangkan  devisa  ber- 
sih US$605,950  juta  dan  dari  PT  Timah 
US$154,720  juta,  sehingga  dana  untuk  pre- 
payment berjumlah  US$760,670  juta.  Tin- 
dakan  ini  diambil  guna  meringankan  beban 
APBN  1995/1996  dan  APBN  tahun-tahun 
berikutnya  karena  bunganya  sudah  sangat 
tinggi,  yakni  11%  untuk  pinjaman  periode 
1981-1983,  serta  juga  untuk  meningkatkan 
kredibihtas  Indonesia  di  mata  internasional. 

Ketiga,  ftnomtm.  yendaka  \\xga.  telah  me- 
ningkatkan resiko  hutang  luar  negeri  Indo- 
nesia, sebab  hampir  46%  dari  total  hutang 
kita  berupa  yen.  Hal  ini  tentu  saja  semakin 
memberatkan  beban  yang  ditanggung 
APBN.  Inilah  naifnya  sistem  ekonomi  yang 
secara  langsung  terkait  dengan  sistem  eko- 
nomi global  dalam  bentuk  ketergantungan 
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terhadap  hutang  luar  negeri. 

Keempat,  penerimaan  negara  dari  sektor 
perpajakan  diperkirakan  belum  mengalami 
pertumbuhan  yang  menakjubkan,  hanya 
12,3%,  jauh  di  bawah  patokan  rata- rata 
17,3%  per  tahun  selama  Repelita  VI.  Hal  ini 
erat  kaitannya  dengan  reformasi  perpajakan 
1994  yang  menghasilkan  empat  UU  dan  be- 
lasan  PP,  yang  telah  menurunkan  tarif  PPh 
dan  meningkatkan  plafon  PBB  dari  Rp  7  juta 
menjadi  Rp  8  juta.  Namun  demikian  PPh 
dan  PBB  diperkirakan  tetap  mengalami  per- 
tumbuhan, masing-masing  2,1%  dan 
18,1%,  memang  cukup  jauh  di  bawah  per- 
tumbuhan tahun  sebelumnya.  Akan  tetapi 
melambannya  pertumbuhan  PPh  dan  PBB 
ini  masih  bisa  diimbangi  dengan  laju  PPn/ 
PPnBM  sebesar  25,8%,  cukai  25,8%,  dan 
yang  lebih  menakjubkan  adalah  laju  pajak 
ekspor  yang  ditargetkan  sebesar  170,7%. 

Kelima,  penerimaan  negara  dari  sektor 
bukan  perpajakan  juga  semakin  ditingkat- 
kan  pada  tahun  1995/1996.  Di  antaranya 
melalui  penyempurnaan  sistem  administrasi 
pemungutan,  penyetoran,  pembukuan,  dan 
pelaporan/pertanggungjawaban  penerimaan 
negara  bukan  pajak;  peningkatan  kemam- 
puan  bendaharawan  penerima,  peninjauan 
besarnya  tarif  pungutan,  dan  penyempur- 
naan dasar  hukum  pungutan;  serta  pengop- 
timalan  kapasitas  pelayanan  departemen/ 
non  departemen.  Selain  itu,  upaya  pening- 
katan penerimaan  negara  bukan  pajak  yang 
berasal  dari  bagian  pemerintah  atas  laba 
BUMN  dilakukan  melalui  peningkatan  efi- 
siensi  dan  produktivitas,  restrukturisasi  ber- 
orientasi  peningkatan  profesionalisme,  mo- 
dal, pemasaran,  teknologi,  serta  perbaikan 
usaha  BUMN. 

Berdasarkan  perkiraan  perkembangan 
beberapa  pos  di  atas,  realisasi  RAPBN 1995/ 
1996  diestimasi  meningkat  sekitar  13% -15% 


dibandingkan  realisasi  tahun  1994/1995. 
Realisasi  1994/1995  sendiri  tumbuh  15,48% 
dibandingkan  tahun  sebelumnya,  yakni  dari 
Rp  62.652  triliun  menjadi  Rp  72.353  triliun. 
Dengan  dmeikian  RAPBN  1995/1996  dipre- 
diksi  akan  mencapai  realisasi  Rp  81.759  - 
Rp  83.206  triliun.  Selanjutnya  untuk  tahun 
1996/1997  laju  RAPBN  diestimasi  akan  me- 
ningkat lebih  tinggi  lagi,  yakni  sekitar  16%- 
18%,  sehingga  menjadi  berkisar  Rp  96.519  - 
Rp  98.183  triliun.  Pertumbuhan  yang  lebih 
besar  ini  akan  bersumber  terutama  dari  pe- 
ningkatan penerimaan  pajak  sebagai  hasil 
penerapan  UU  Perpajakan  1994  serta  mem- 
bengkaknya  pembayaran  cicilan  pokok  dan 
bunga  hutang. 


Hutang  Luar  Negeri 

Untuk  menutupi  defisit  pos  anggaran 
pembangunan  RAPBN  1995/1996  sebesar 
Rp  11.759  triliun,  di  tahun  1995  pemerintah 
berhasil  mendapatkan  pinjaman  lagi  dari 
CGI  fCounsultative  Group  on  Indonesia) 
sebesar  US$5,360  miliar,  naik  3,02%  diban- 
dingkan tahun  1994  (US$5,203  miliar).  Pe- 
nambahan  ini  menjadikan  hutang  luar  nege- 
ri pemerintah  secara  kumulatif  (1968-Juni 
1995)  telah  mencapai  US$65,080  miliar.  Se- 
kitar 45,84%  (US$29,832  miliar)  di  antara- 
nya berasal  dari  Jepang,  lalu  dari  IBRD 
(International  Bank  for  Reconstruction  and 
Development)  19,73%,  ADB  10,25%,  AS 
5,05%,  Perancis  3,85%,  dan  negara-negara 
lainnya  15,28%. 

Seraya  meningkatnya  jumlah  hutang,  pe- 
lunasannya  pun  makin  membesar.  Jika  pada 
1990  realisasi  pembayaran  cicilan  pokok  dan 
bunga  hutang  senilai  US$6,266  miliar,  maka 
pada  tahun  1994  mencapai  US$8,283  miliar. 
Sedangkan  untuk  semester  1/1995  sudah  se- 
besar US$4.0l'0  miliar,  di  mana  US$2,394 
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miliar  di  antaranya  merupakan  hutang  po- 
kok  (lihat  Tabel  3).  Khusus  untuk  triwulan  I 
1995/1996,  realisasi  pembayaran  hutang 
plus  bunganya  adalah  US$1,844  miliar  atau 
ekuivalen  dengan  Rp  4.142  triliun  (berdasar- 
kan  kurs  Juni  1995),  dan  berarti  23,14%  dari 
total  Rp  17.896  triliun  yang  harus  dibayarkan 
pada  tahun  1995/1996.  Untuk  mengurangi 
beban  hutang  luar  negeri,  Indonesia  berusa- 
ha  mempercepat  pembayaran  dengan  cara 
mendorong  BUMN  go  international.  Di 
samping  itu  ekspor  tetap  dijadikan  andalan. 
Tapi  sayang,  ekspor  tidak  dapat  digenjot  su- 
paya  meningkat  luar  biasa. 

Sementara  itu  posisi  pinjaman  luar  negeri 
BUMN  hingga  Juni  1995  adalah  sebesar 
US$4,995  miliar,  berkurang  sekitar  3,65% 
dibandingkan  posisi  Juni  1994  yang  bernilai 
US$5,184  miliar.  Penurunan  ini  disebabkan 
meningkatnya  realisasi  pembayaran  cicilan 
pokok  dan  bunga  hutang  BUMN,  yakni  dari 
US$181  juta  (Januari-Juni  1994)  menjadi 


US$398  juta  (Januari-Juni  1995).  Bahkan 
untuk  semester  I  1995  pembayaran  bunga  le- 
bih  besar  dibandingkan  pembayaran  cicilan 
pokok,  yakni  US$222  juta  berbanding 
US$176  juta. 

Di  samping  masalah  pelunasan,  pada 
tahun-tahun  mendatang  Indonesia  dihadap- 
kan  pada  beberapa  persoalan  mengenai  hu- 
tang luar  negeri.  Pertama,  tingkat  suku 
bunga  rata- rata  hutang  luar  negeri  konsesio- 
nal  dari  IGGI/CGI  cenderung  meningkat. 
Untuk  periode  1968-1994/1995,  jumlah  ku- 
mulatif  hutang  pemerintah  mencapai 
US$62,568  miliar.  Sedangkan  pembayaran 
cicilan  pokok  dan  bunga  hutang  untuk  ta- 
hun 1994/1995  mencapai  Rp  18.218  triliun, 
atau  ekuivalen  dengan  US$8,210  mihar  (ber- 
dasarkan  kurs  Maret  1995).  Kalau  cicilan 
pokok  tahun  1994/1995  sebesar  US$5,546 
miliar,  maka  bunganya  saja  sudah  US$2,264 
miliar,  atau  3,62%  dari  total  hutang  kumu- 
latif  1968-1994/1995.  Dengan  demikian  ter- 


Tabel  3 


PERKEMBANGAN  HUTANG  LUAR  NEGERI  PEMERINTAH  DAN  BUMN,  1990-1995 

(US$  Miliar) 


Posisi  Hutang  Pembayaran  Cicilan  Pokok  dan  Bunga  Hutang 


Akhir  Pemerintah  BUMN 
Periode  Peme-  BUMN    


rintah  Pokok     Bunga     Jumlah  Pokok     Bunga  Jumlah 


1990 

45.100 

3.125 

3.903 

2.601 

6.504 

0,449 

0,278 

0,727 

1991 

45.725 

3.360 

4.219 

2.636 

6.855 

0,454 

0,260 

0,714 

1992 

48.769 

4.516 

4.708 

2.684 

7.392 

0,474 

0,248 

0,722 

1993 

52.461 

5.061 

5.262 

2.831 

8.093 

0,444 

0,329 

0,733 

1994 

58.619 

5.070 

5.390 

2.893 

8.283 

0,201 

0,175 

0,376 

1995* 

65.080 

4.995 

2.394 

1.616 

4.010 

0,176 

0,222 

0.398 

Keterangan:    ♦Sampai  Triwulan  II  (Juni) 

Sumber:    Bank  Indonesia,  Statistik  Ekonomi  Keuangan  Indonesia,  September  1995. 
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jadi  kenaikan  rata- rata  1,0%  di  atas  persya- 
ratan  suku  bunga  konsesional  IGGI/CGI 
yang  2,6% .  Apabila  kita  ambil  hutang  perio- 
de  1981-1983,  maka  suku  bunganya  jauh  le- 
bih  tinggi,  yakni  mencapai  11%. 

Kedua,  kebijakan  struktur  jatuh  tempo 
hutang  luar  negeri  dijalankan  pemerintah 
secara  hati-hati.  Hal  ini  terutama  akibat 
Krisis  Pertamina  yang  membuat  pemerintah 
membatasi  hutang  jangka  pendek  tidak  bo- 
leh  melebihi  14%  dari  struktur  total  hutang 
luar  negeri.  Patokan  ini  masih  di  bawah 
Brazil  (19%)  dan  Meksiko  (32%).  Akan  te- 
tapi  belakangan  ini  jumlah  hutang  jangka 
pendek  Indonesia  cenderung  meningkat  ter- 
utama karena  melesatnya  hutang  swasta, 
dan  bahkan  melampaui  batas  maksimal  tadi. 
Sampai  dengan  1994  lalu  hutang  jangka  pen- 
dek telah  mencapai  19,4%  dari  total  hutang 
luar  negeri.  Saat  ini  kita  masih  bisa  bersikap 
lega  karena  jatuh  tempo  hutang  luar  negeri 
sebagian  besar  terjadi  pada  tahun  2000-an. 
Artinya,  Indonesia  masih  bisa  bertahan  un- 
tuk  tidak  meminta  keringanan  atau  resche- 
duling sebagaimana  yang  pernah  diminta 
Meksiko  dan  Brazil.  Memasuki  tahun 
2000-an  nanti,  jatuh  tempo  hutang  mulai 
terasa,  dan  jika  lolos  dari  rescheduling,  baru 
boleh  kita  benar-benar  lega. 

Ketiga,  banyak  proyek  ataupun  program 
yang  dibiayai  dengan  bantuan  luar  negeri 
ternyata  tidak  bisa  berjalan  sesuai  dengan 
yang  telah  direncanakan.  Hal  ini  tentu  saja 
menyebabkan  hutang  luar  negeri  tidak  dapat 
dicairkan.  Sebagai  gambaran,  selama  ren- 
tang  waktu  1980-1994  hutang  luar  negeri  In- 
donesia yang  belum  bisa  dicairkan  adalah  se- 
besar  US$20,112  miliar,  atau  sekitar  21,6% 
dari  total.  Akibat  dari  undisbursed  ini,  In- 
donesia harus  membayar  commitment  fee 
sebesar  US$220  juta  dan  sekitar  US$106  juta 
untuk  management  fee  dan  sindication  fee. 


Di  samping  hutang  pemerintah  dalam  ke- 
rangka  IGGI/CGI  serta  hutang  BUMN  dan 
swasta,  Indonesia  juga  mempunyai  pin- 
jaman  dari  Bank  Dunia  dan  Bank  Pemba- 
ngunan  Asia  dalam  bentuk  pinjaman  siaga. 
Pinjaman  ini  ditujukan  untuk  menanggu- 
langi  persoalan  amat  serius  dalam  perekono- 
mian  nasional.  Misalnya  untuk  mengim- 
bangi  membengkaknya  defisit  transaksi  ber- 
jalan, sementara  cadangan  devisa  merosot. 
Pinjaman  siaga  memang  bisa  difungsikan 
untuk  menjaga  stabilitas  perekonomian,  na- 
mun  ia  terikat  oleh  kesepakatan  jangka  wak- 
tu penggunaan.  Apabila  dalam  jangka 
waktu  yang  telah  disepakati  pinjaman  ter- 
sebut  tidak  dimanfaatkan,  maka  Indonesia 
akan  dikenakan  commitment  fee.  Dengan 
demikian,  walaupun  jumlahnya  saat  ini  rela- 
tif  kecil  (sekitar  US$2,2  miliar),  pinjaman 
siaga  berpotensi  pula  mendatangkan  resiko 
tambahan,  yakni  adanya  pengeluaran  dana 
yang  cuma-cuma  akibat  tidak  digunakan  da- 
lam jangka  waktu  tertentu.  Dengan  demiki- 
an, selain  harus  mengembalikan  hutang 
pokok  dan  bunganya,  Indonesia  juga  teran- 
cam  resiko  lainnya  berupa  commitment  fee. 

Keempat,  belakangan  ini  permasalahan 
hutang  luar  negeri  dalam  mata  uang  yen  se- 
makin  menyulitkan  posisi  Indonesia  sehu- 
bungan  dengan  menguatnya  yen  terhadap 
dolar  (yendaka).  Posisi  Indonesia  semakin 
sulit  karena  sebagian  besar  hutang  luar  nege- 
ri didenominasi  oleh  yen,  yakni  sekitar  46%, 
sementara  ekspor  sebagian  besar  dalam 
dolar  AS.  Rupiah  sendiri  pun  mengalami  de- 
presiasi  terhadap  dolar  rata- rata  5%  per  ta- 
hun. Sebaliknya  yen  mengalami  apresiasi 
yang  tajam  terhadap  dolar  AS.  Akibatnya 
hutang  luar  negeri  Indonesia  langsung  mem- 
bengkak  tanpa  mendapatkan  penerimaan. 
Sebagai  ilustrasi,  apresiasi  yen  terhadap 
dolar  AS  selama  1994  mencapai  sekitar 
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15%.  Apresiasi  sebesar  ini  telah  menyebab- 
kan  hutang  luar  negeri  Indonesia  bertambah 
sekitar  US$3  miliar.  Belum  lagi  kalau  yen- 
daka  tahun  1995  diperhitungkan,  barangkali 
bisa  menyebabkan  total  hutang  luar  negeri 
Indonesia  membengkak  melebihi  US$100 
miliar. 

Kelima,  hutang  luar  negeri  dinilai  tidak 
lagi  berfungsi  efektif  sebagai  sumber  pem- 
biayaan  pembangunan,  tapi  lebih  tepat  dika- 
takan  sebagai  pembayar  cicilan  pokok  dan 
bunga  hutang,  sehingga  ada  istilah  gali  lu- 
bang  tutup  lubang.  Sejak  tahun  1986/1987 
Indonesia  telah  mengalami  transfer  neto 
modal  keluar  (pembayaran  lebih  besar  dari 
penerimaan  setiap  tahunnya).  Celakanya, 
defisit  pemasukan  hutang  alias  ekspor  mo- 
dal tersebut  cenderung  membengkak  dari 
tahun  ke  tahun.  Jika  pada  tahun  1986/1987 
defisit  tersebut  baru  mencapai  Rp  1.263  tri- 
liun,  maka  pada  tahun  1994/1995  melonjak 
menjadi  Rp  7.957  triliun.  Dengan  adanya 
defisit  pemasukan  hutang,  maka  tabungan 
domestik  tersubstitusi,  dan  praktis  peme- 
rintah  sulit  meningkatkan  besarnya  ang- 
garan  untuk  pos-pos  lainnya  dalam  penge- 
luaran  rutin  APBN,  khususnya  untuk  me- 
naikkan  gaji  pegawai  negeri  dan  ABRI.  Se- 
lain  itu,  meningkatnya  defisit  pemasukan 
hutang  juga  akan  mengganggu  produktivitas 
APBN  karena  dana  yang  dianggarankan  un- 
tuk pembayaran  cicilan  hutang  yang  makin 
besar  mengurangi  dana  investasi  yang  sebe- 
narnya  dapat  menggairahkan  dinamika  per- 
ekonomian  nasional. 

Keenam,  selain  menyulitkan  APBN,  me- 
ningkatnya hutang  luar  negeri  ternyata  telah 
pula  membuat  beban  defisit  transaksi  ber- 
jalan  semakin  berat.  Tingginya  pembayaran 
cicilan  menyebabkan  mengecilnya  pinjaman 
luar  negeri  neto  yang  diterima  pemerintah. 
Apalagi  laju  ekspor  nonmigas  tidak  bisa  di- 


genjot  supaya  meningkat  luar  biasa.  Bahkan 
pada  tahun  1994  lalu  laju  pertumbuhannya 
kian  melamban  dibandingkan  tahun-tahun 
sebelumnya.  Akibatnya  DSR  untuk  tahun 
1995  masih  sekitar  32%.  Dengan  kondisi  se- 
perti  tadi,  maka  target  penurunan  DSR  hing- 
ga  20,6%  pada  akhir  Repelita  VI  tampaknya 
akan  suht  diwujudkan  jika  tidak  diantisipasi 
sejak  sekarang. 

Akhirnya,  ketujuh,  ketergantungan  pada 
hutang  luar  negeri  juga  membuat  pilihan  ke- 
bijakan  menjadi  terbatas  karena  pihak  pem- 
beri  bantuan  memberlakukan  persyaratan- 
persyaratan  tertentu  (tied  loan)  yang  belum 
tentu  sesuai  dengan  kepentingan  nasional. 
Hal  ini  sangat  riskan  bagi  kelangsungan 
pembangunan  nasional  di  masa  mendatang. 

Walaupun  ada  niat  pemerintah  untuk 
menekan  pinjaman  luar  negeri,  yang  untuk 
selanjutnya  digantikan  dengan  upaya  pe- 
ningkatan  sumber  pembiayaan  dalam  negeri 
melalui  pajak,  namun  besarnya  jumlah  hu- 
tang baru  pada  tahun  1996  tampaknya  be- 
lum akan  mengalami  penurunan  mencolok 
dibandingkan  tahun  1995.  Memang  total  hu- 
tang luar  negeri  sudah  melampaui  ambang 
psikologis,  namun  Indonesia  masih  membu- 
tuhkan  banyak  dana  untuk  membangun  in- 
frastruktur  yang  sangat  diperlukan  dalam 
meningkatkan  ekspor  nonmigas. 


Moneter-Perbankan 

Perkembangan  moneter  selama  Januari- 
Agustus  1995  memperlihatkan  keadaan  yang 
menggembirakan  (lihat  Tabel  4).  Jumlah 
uang  beredar  dalam  arti  sempit  (Ml  =  uang 
kartal  -f-  uang  giral)  hingga  Agustus  tercatat 
Rp  48.381  triliun,  naik  8,52%  dibandingkan 
Januari.  Sedangkan  jumlah  uang  beredar 
dalam  arti  luas  (M2  =  Ml  +  uang  kuasi) 


Tabel  4 


BEBERAPA  INDIKATOR  MONETER-PERBANKAN  1995 


1995 


Indikator 


M2  (Rp  Triliun) 
Uang  Kuasi 
Ml 

Uang  Giral 
Uang  Kartal 

Suku  Bunga  (%) 
Deposito  12  Bulan 
Kredit  Modal 
Kredit  Investasi 
SBI  (90  HarO 
SPBU  (90  HarO 
Fas.  Diskonto 


Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

Mei 

Jun. 

Jul. 

Agt. 

176,2 

179,8 

181,7 

182,7 

185,2 

192,1 

196,8 

202,1 

131,6 

132,5 

136,8 

138,0 

140,1 

145,1 

149,4 

153,7 

44,6 

47,3 

44,9 

44,7 

45,1 

47,0 

47,4 

48,4 

26,6 

26,8 

26,0 

26,0 

26,7 

27,9 

28,7 

29,3 

18,0 

20,5 

18,9 

18,7 

18,4 

19.1 

18,7 

19,1 

13,3 

13,5 

13,9 

14,2 

14,5 

14,9 

15.1 

15,4 

18,0 

18,3 

18,4 

18,6 

18,8 

18,9 

19,0 

19,1 

15,1 

15,2 

15,3 

15,5 

15,7 

15,8 

15,9 

16,0 

12,3 

14,0 

13,3 

12,3 

13,6 

13,2 

13,7 

13,4 

14,6 

15,3 

15,3 

15,4 

15,8 

15,9 

15,9 

15,9 

16,5 

19,4 

18,0 

20,3 

21,6 

20,9 

20.3 

20,5 

1992 

1993 

1994 

1995^ 

24,17 

25,35 

26,00 

23,94 

45,81 

48,03 

46,25 

51,87^ 

122,918 

150,271 

188,880 

216,765 

114,850 

142,679 

170,406 

195,465 

20,559 

23,433 

15,052 

11,383 

2,820 

1,395 

3,842 

1,615 

2,178 

2,391 

2,451 

7,133 

Ratio  M1/M2  (%) 
Ratio  M2/PDB  (%) 
Kredit  Perbankan  (Rp  Triliun) 
Posisi  Simpanan  (Rp  Triliun) 
Posisi  SBI  (Rp  Triliun) 
Posisi  SPBU  (Rp  Triliun) 
Sertifikat  Deposito 


Keterangan:    ^Akhir  Agustus 

''Berdasarkan  perkiraan  jumlah  M2  sekitar  Rp  210  triliun  dan  pertumbuhan  ekonomi  7,3%  pada  ta- 

hun  1995. 
Sumber:    Bank  Indonesia. 


Tabel  5 

LAJU  INFLASI  1994-1995 
(dalam  %) 


Kelompok 

Januari-September 

April-September 

1994 

1995 

1994/1995 

1995/1996 

UMUM 

7,38 

6,79 

3,67 

3,75 

Makanan 

12,86 

10,65 

3,61 

3,83 

Perumahan 

6,26 

4,32 

5,03 

3,55 

Sandang 

4,79 

5,30 

1,39 

2,41 

Aneka  Barang  dan  Jasa 

4,06 

5,71 

2,86 

4,55 

Sumber:    Bank  Indonesia. 
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naik  dari  Rp  176.227  triliun  menjadi 
Rp  202.085  triliun.  Akan  tetapi  purchasing 
power  masyarakat  merosot.  Hal  ini  tampak 
dari  penurunan  rasio  M1/M2  dari  26,0% 
(1994)  menjadi  23,94%  (Agustus  1995).  Pe- 
nurunan daya  beli  ini  seiring  dengan  laju  in- 
flasi  yang  sulit  dikekang  di  bawah  5%.  Li- 
kuiditas  nasional  secara  makro  (M2/PDB) 
juga  menurun  dari  48,03%  (1993)  menjadi 
46,25%  (1994).  Artinya  kemampuan  uang 
kartal,  giral,  dan  kuasi  (M2)  dalam  mengim- 
bangi  arus  barang  dan  jasa  (PDB)  menga- 
lami  penurunan  selama  1993-1994. 

Selama  Januari-September  1995  laju  in- 
flasi  umum  telah  mencapai  6,79%,  yang 
berarti  lebih  rendah  0,59%  dibandingkan 
periode  tahun  sebelumnya  (7,38%).  Laju 
terbesar  dialami  kelompok  makanan 
(10,65%)  dan  yang  terkecil  diraih  kelompok 
perumahan(4,82%).  Sedangkan  menurut  ta- 
hun anggaran  1995/1996,  inflasi  umum  sela- 
ma April-September  mencapai  3,75%,  naik 
0,08%  dibandingkan  semester  I  1994/1995 
(lihat  Tabel  5).  Jika  dibandingkan  dengan  la- 
ju inflasi  di  negara-negara  mitra  dagang,  in- 
flasi di  Indonesia  yang  relatif  tinggi  di  atas 
bisa  menyebabkan  nilai  tukar  rupiah  tetap 
lemah,  dan  pada  gilirannya  memperlemah 
daya  saing  di  pasar  internasional.  Akan  te- 
tapi dalam  beberapa  bulan  terakhir  ini  kurs 
rupiah  terhadap  sejumlah  mata  uang  asing 
utama  cukup  stabil,  artinya  depresiasi  ru- 
piah relatif  rendah  dibandingkan  bulan- 
bulan  sebelumnya. 

Di  sektor  perbankan,  kegiatan  bank 
swasta  dalam  menghimpun  dana  pihak  keti- 
ga,  baik  rupiah  maupun  valuta  asing,  melaju 
36,50%,  yakni  dari  Rp  78.267  triliun  (Agus- 
tus 1994)  menjadi  Rpl06.835  triliun  (Agustus 
1995).  Angka  ini  jauh  di  atas  laju  aktivitas 
penghimpunan  dana  oleh  bank  pemerintah 
(bank  persero)  yang  hanya  12,42%.  Dengan 


pertumbuhan  tersebut,  pangsa  dana  bank 
swasta  naik  dari  50,66%  menjadi  54,66%, 
sedangkan  pangsa  bank  pemerintah  turun 
dari  39,69%  menjadi  35,27%. 

Di  sisi  lain,  penyaluran  kredit  perbankan 
juga  didominasi  oleh  bank  swasta  yang  me- 
laju sebesar  35,36%,  hampir  dua  kali  lipat 
penyaluran  kredit  oleh  bank  pemerintah 
(18,18%).  Perkembangan  ini  telah  menjadi- 
kan  pangsa  kredit  bank  swasta  meningkat 
dari  43,10%  menjadi  45,95%.  SebaHknya 
pangsa  kredit  bank  pemerintah  turun  dari 
44,68%  menjadi  41,58%. 

Secara  keseluruhan  total  dana  pihak  ke- 
tiga  di  seluruh  bank  umum  telah  mencapai 
Rp  195.465  triliun  hingga  Agustus  1995,  naik 
26,51%  dibandingkan  posisi  Agustus  1994. 
Sedangkan  total  kredit  perbankan  mencapai 
Rp  216.765  triliun,  melonjak  26,98%  dalam 
kurun  waktu  yang  sama. 

Berdasarkan  perkembangan  kegiatan 
penghimpunan  dana  dan  penyaluran  kredit 
di  atas,  maka  sampai  dengan  Agustus  1995 
telah    terjadi   gap    dana-kredit  sebesar 

21.300  triliun,  jauh  lebih  rendah  diban- 
dingkan gap  tahun  1994  yang  sekitar 
Rp  47.990  triliun.  Gap  di  sini  merupakan  de- 
fisit  bagi  dana  pihak  ketiga.  Penurunan  gap 
ini  merupakan  salah  satu  konsekuensi  dari 
lebih  cepatnya  kenaikan  suku  bunga  simpan- 
an  dibandingkan  pinjaman.  Untuk  deposito 
berjangka  12  bulan,  misalnya,  suku  bunga 
naik  dari  rata- rata  13,25%  (January  men- 
jadi 15,44%  (Agustus),  sedangkan  suku 
bunga  kredit  modal  kerja  naik  dari  18,03% 
menjadi  19,1%  dan  kredit  investasi  naik  dari 
15,10%  menjadi  16,00%  per  tahun  dalam 
kurun  waktu  yang  sama.  Di  sini  terlihat 
bahwa  kenaikan  suku  bunga  deposito 
(2,19%)  lebih  tinggi  dari  suku  bunga  kredit 
modal  (1,08%)  maupun  kredit  investasi 
(0,90%). 
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Adapun  faktor  pendorong  meningkatnya 
suku  bunga  simpanan  di  antaranya  adalah 
meningkatnya  permintaan  dana  segar,  serta 
adanya  kebijakan  suku  bunga  SBI,  SPBU, 
dan  fasilitas  diskonto  untuk  menjaga  stabi- 
litas  nilai  rupiah,  devisa,  lalu'  lintas  modal, 
dan  laju  inflasi.  Suku  bunga  SBI  naik  dari 
rata-rata  12,29%  (Januari)  menjadi  rata- 
rata  13,42%  (Agustus).  Dalam  periode  yang 
sama,  suku  bunga  SPBU  naik  dari  14,61% 
menjadi  15,89%,  dan  suku  bunga  fasilitas 
diskonto  melonjak  dari  16,52%  menjadi 
20,45%. 

Masih  ada  beberapa  fenomena  menarik 
lainnya  yang  mewarnai  sektor  perbankan- 
moneter  tahun  1995.  Pertama,  sebagian  be- 
sar  penyaluran  kredit  masih  diserap  oleh 
sektor  properti  (real  estate,  konstruksi,  dan 
perumahan)  yang  dalam  tiga  tahun  terakhir 
memang  pesat  pertumbuhannya.  Selama 
Januari-September  1995,  posisi  kredit  pro- 
perti telah  mencapai  Rp  41.032  triliun,  atau 
sekitar  16,05%  dari  total  realisasi  penyalur- 
an kredit  hingga  September  1995.  Diban- 
dingkan  sepanjang  tahun  1994,  nilai  kredit 
properti  Januari-September  1995  meningkat 
sebesar  23,35%. 

Kedua,  fenomena  kredit  macet  perbank- 
an  sempat  menghangat  kembali  pada  per- 
tengahan  1995.  Pasalnya,  kredit  macet  be- 
lum  juga  menunjukkan  tanda-tanda  penu- 
runan.  Dibandingkan  Desember  1993, 
jumlah  keseluruhan  kredit  macet  hingga 
Juni  1995  malah  meningkat  68,43%,  yakni 
dari  Rp  5.920  triliun  menjadi  9,971  triliun. 
Sementara  itu  total  kredit  perbankan  yang 
disalurkan  meningkat  dariRp  150.271  triliun 
(Desember  1993)  menjadi  Rp  207.765  triliun 
(Juni  1995).  Dengan  demikian  persentase 
kredit  macet  menanjak  dari  3,94%  (Desem- 
ber 1993)  menjadi  4,80%  (Juni  1995). 


Apabila  dirinci  lebih  jauh,  ternyata  se- 
bagian besar  kredit  macet  di  atas  dialami 
oleh  bank  pemerintah  (bank  persero).  Pang- 
sa  kredit  macet  bank  pemerintah  meningkat 
dari  67,33%  menjadi  73,37%.  Sedangkan 
nilainya  melonjak  83,54%,  dari  Rp  3.986  tri- 
liun menjadi  Rp  7.316  triliun.  Kenaikan 
pangsa  kredit  macet  juga  dialami  oleh  bank 
pembangunan  daerah  dan  bank  asing/cam- 
puran,  namun  dalam  persentase  yang  relatif 
kecil,  yakni  masing-masing  dari  4,53%  men- 
jadi 5,35%  dan  dari  4,37%  menjadi  4,55%. 
Sebahknya,  pangsa  kredit  macet  di  bank 
umum  swasta  nasional  merosot  dari  23,77% 
menjadi  16,73%. 

Faktor  penyebab  meningkatnya  kredit 
macet  di  bank  pemerintah  hingga  kini  me- 
mang belum  diketahui  secara  pasti.  Namun 
fenomena  ini  telah  memaksa  Menkeu  Mar'ie 
Muhamad  mengancam  akan  mengajukan  di- 
reksi  atau  staf  bank  pemerintah  ke  pengadil- 
an  jika  terdapat  indikasi  tindak  pidana  da- 
lam pemberian  kredit,  misalnya  berkolusi 
dengan  pengusaha. 

Ketiga,  perkembangan  SBI,  SPBU  dan 
Sertifikat  Deposito.  Untuk  SBI,  jumlahnya 
mula-mula  sangat  kecil,  di  mana  pada  akhir 
tahun  '990  jumlah  yang  outstanding  hanya 
mencapai  Rp  1.529  triliun,  atau  6,42%  dari 
jumlah  uang  beredar  (Ml)  waktu  itu 
(Rp  23.819  triliun).  Tapi  pada  tahun- tahun 
berikutnya  SBI  semakin  menarik.  Posisi  SBI 
yang  outstanding  melonjak  hingga  Rp  10.942 
triliun  pada  akhir  1991,  dan  membumbung 
lagi  mencapai  Rp  20.599  triliun  (1992)  dan 
Rp  23.433  triliun  (1993)  akibat  alotnya  penu- 
runan  suku  bunga  kredit  dan  perluasan  kre- 
dit, walaupun  perbankan  memiliki  kelebihan 
likuiditas.  Namun  mulai  1994  SBI  yang  out- 
standing cenderung  menurun,  yakni  menjadi 
Rp  15.052  triliun  (1994)  danRp  11.383  triliun 
(Agustus  1995).  Penurunan  terjadi  karena 
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peningkatan  suku  bunga  SBI  kalah  menarik 
dibandingkan  kenaikan  suku  bunga  deposi- 
to. 

Sementara  itu  posisi  SPBU  dalam  lima 
tahun  terakhir  mengalami  fluktuasi.  Pada 
tahun  1991  sempat  mencapai  Rp  4.343  tri- 
liun,    untuk    kemudian    turun  menjadi 
Rp  2.820  triliun  (1992)  dan  Rp  1.395  triliun 
(1993).  Tahun  1994  kembali  meningkat  men- 
jadi Rp  3.842  triliun,  namun  sampai  Agustus 
1995  merosot  lagi  menjadi  Rp  1.615  triliun. 
Sedangkan  posisi  sertifikat  deposito  dalam 
periode  yang  sama  mula-mula  mengalami 
penurunan  dari  Rp  3.937  triliun  (1991)  men- 
jadi Rp  2.178  triliun  (1992),  untuk  kemudian 
terus  meningkat  dari  Rp  2.391  triliun  (1993), 
Rp  2.451  triliun  (1994),  dan  sampai  dengan 
Juli  1995  melonjak  mencapai  Rp  7.133  tri- 
liun. 

Perkiraan  mengenai  perkembangan  sek- 
tor  moneter-perbankan  pada  tahun  1996 
dapat  dikemukakan  dalam  beberapa  hal. 
Pertama,  laju  inflasi  untuk  tahun  1996  -  dan 
tahun-tahun  berikutnya  -  pasti  akan  diusa- 
hakan  di  bawah  10%,  namun  masyarakat  te- 
tap  skeptis  akan  adanya  inflasi  yang  rendah, 
misalkan  saja  5-6% .  Sebagian  besar  penga- 
mat  melontarkan  perkiraan  bahwa  laju  in- 
flasi 1996  paling-paling  hanya  bisa  ditekan 
hingga  7-8%.  Banyak  faktor  yang  menye- 
babkan  inflasi  tahun  1996  relatif  tinggi.  Di 
antaranya  meningkatnya  harga  pupuk,  elpi- 
ji,  kenaikan  tarif  listrik  otomatis,  tarif  tol, 
tarif  angkutan  umum,  serta  masih  tingginya 
intensitas  kegiatan  investasi,  konstruksi,  dan 
konsumsi  masyarakat. 

Kedua,  ekspansi  dan  pangsa  kredit  pada 
tahun  1996  akan  tetap  didominasi  oleh  bank 
swasta,  terutama  bank  berskala  besar  yang 
telah  go  public.  Untuk  menunjang  penya- 
luran  kredit  tersebut,  permintaan  dana  segar 
juga  meningkat  dan  lagi-lagi  bank  swasta 


akan  mendominasinya.  Walaupun  suku 
bunga  di  AS,  LIBOR,  dan  SIBOR  cende- 
rung  menurun  pada  tahun  1996,  tingkat  su- 
ku bunga  rupiah  pada  tahun  1995,  baik  sim- 
panan  maupun  pinjaman,  tampaknya  akan 
tetap  dipertahankan  pada  tahun  1996.  Tu- 
juannya  adalah  untuk  menahan  laju  investa- 
si di  sektor-sektor  spekulatif  dan  sekaligus 
untuk  meredam  overheating. 

Ketiga,  dinaikkannya  ketentuan  cadang- 
an  wajib  minimum  dari  2%  menjadi  3%  dari 
dana  pihak  ketiga,  baik  rupiah  maupun  va- 
las,  mulai  1  Februari  1996  akan  memaksa 
bank-bank,  khususnya  bank  swasta  pasca- 
Pakto,  lebih  berhati-hati.  Peningkatan  re- 
serve requirement  ini  oleh  otoritas  moneter 
memang  ditujukan  untuk  memantapkan  pe- 
laksanaan  prudent  banking  dan  pencapaian 
kestabilan  moneter,  terutama  dalam  mendu- 
kung  perkembangan  perkreditan  yang  sehat, 
dan  juga  untuk  menekan  kredit  macet.  Seba- 
gian besar  bank  swasta  pasca-Pakto  saat  ini 
memang  sedang  "kedodoran",  dan  diduga 
malah  dalam  kondisi  kritis. 


Pengelolaan  Ekonomi  Makro  Jangka 
Panjang 

Dari  kinerja  perekonomian  nasional 
1995  dan  perkiraan- perkiraan  mengenai  per- 
kembangannya  pada  tahun  1996,  dapat  di- 
simpulkan  bahwa  untuk  mencapai  target 
pertumbuhan  ekonomi  pada  tahun  1996  dan 
tahun-tahun  berikutnya,  kebijakan  ekonomi 
harus  ditekankan  pada  pengelolaan  stabili- 
tas  ekonomi  makro,  terutama  menyangkut 
kemantapan  dan  keseimbangan  struktur  ne- 
raca  pembayaran  dan  APBN  dalam  perspek- 
tif  jangka  panjang.  Untuk  menunjang  kebi- 
jakan ini,  perlu  dilanjutkan  penanganan  per- 
tumbuhan ekspor  nonmigas,  sebab  ekspor 
nonmigas  diandalkan  untuk  membayar  cicil- 
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an  hutang  luar  negeri. 

Selama  PJP  I  peranan  ekspor  nonmigas 
melonjak  pesat  hingga  mencapai  sekitar  tiga- 
perempat  dari  struktur  ekspor  nasional.  Se- 
bagian  besar  ekspor  nonmigas  tersebut  be- 
rupa  produk  industri  manufaktur.  Karena 
itulah  hingga  kini  dan  berkemungkinan  un- 
tuk  tahun-tahun  selanjutnya  pemerintah  me- 
netapkan  bahwa  ekspor  nonmigas  menjadi 
pendorong  bagi  pertumbuhan  industri,  se- 
lain  dijadikan  andalan  untuk  membayar  hu- 
tang luar  negeri.  Sehingga  berbagai  kebi- 
jakan  deregulasi,  debirokratisasi,  fasiHtas, 
dan  insentif  yang  berorientasi  pada  pening- 
katan  daya  saing,  efisiensi,  dan  produkti- 
vitas  pun  digulirkan  supaya  penerimaan  eks- 
por bisa  digenjot. 

Ternyata  kebijakan  seperti  di  atas  me- 
ngandung  kelemahan  yang  mendasar.  Untuk 
mendorong  industri,  ekspor  digenjot;  dan 
untuk  memacu  ekspor,  impor  pun  menjadi 
melonjak.  Alhasil,  struktur  input  dari  pro- 
duk ekspor  Indonesia  sebagian  besar  me- 
ngandung  import-content  yang  tinggi.  Aki- 
batnya,  defisit  transaksi  berjalan  dari  neraca 
pembayaran  tetap  saja  besar,  bahkan  mulai 
membengkak.  Kebijakan  seperti  inilah  yang 
perlu  dikaji  ulang.  Strategi  ekspor  sebagai 
"pangkal"  proses  pembangunan  harus  di- 
arahkan  menjadi  ekspor  sebagai  "ujung" 
proses  pembangunan  (export  adequate 
model).  Perubahan  ini  sangat  diperlukan 
dalam  menembus  persaingan  perdagangan 
internasional  yang  dewasa  ini  semakin  me- 
ngarah  pada  liberalisasi,  terutama  melalui 
blok-blok  ekonomi  dan  perdagangan  seperti 
NAFTA,  AFTA,  APEC,  EFTA,  Pasar  Ber- 
sama  Eropa,  dan  TAFTA. 

Dalam  mengubah  strategi  ekspor  di  atas, 
mau  tak  mau,  strategi  industrialisasi  harus 
pula  dibenahi  kembali.  Artinya  struktur  in- 
put produk  industri  harus  diarahkan  kepada 


penglibatan  yang  lebih  banyak  dalam  peng- 
gunaan  faktor-faktor  produksi  domestik 
(local  content  yang  tinggi).  Di  sinilah  peme- 
rintah dituntut  untuk  mampu  mengarahkan 
industrialisasi  kepada  pengembangan  struk- 
tur industri  yang  bernilai  tambah  tinggi  dan 
berkesinambungan.  Kuncinya  adalah  pe- 
ningkatan  penguasaan  ilmu  pengetahuan 
dan  teknologi  (Iptek)  dan  pengembangan 
sumber  daya  manusia  (SDM). 

Penguasaan  Iptek  dan  pengembangan 
SDM  ini  bisa  ditingkatkan  melalui  industri 
yang  memiliki  nilai  strategis  dalam  pengem- 
bangan dan  penguasaan  teknologi  serta  ber- 
dampak  positif  pada  industri  lainnya.  Misal- 
nya  industri  rekayasa,  bioteknologi,  perme- 
sinan,  dan  industri  komponen.  Peran  BPIS 
(IPTN,  PAL,  Krakatau  Steel,  Pindad,  LEN, 
INTI,  Barata,  INKA,  Dahana,  BBI)  bersa- 
ma-sama  BPPT,  LIPI,  dan  lembaga- 
lembaga  penelitian  lainnya  (termasuk  swasta 
dan  perguruan  tinggi)  sangat  dituntut  dalam 
hal  ini. 

Dengan  adanya  pengembangan  industri 
strategis  di  atas,  diharapkan  dampaknya 
akan  mengalir  ke  industri-industri  lainnya. 
Di  antaranya,  pertama,  mulai  dari  industri 
yang  mi^nunjang  pertanian  (seperti  industri 
pupuk  dan  alat  pertanian);  industri  yang  me- 
menuhi  kebutuhan  hidup  rakyat  (industri 
pangan,  semen,  kertas,  dan  sandang),  hing- 
ga industri  yang  menunjang  kelancaran  ak- 
tivitas  perekonomian  (industri  telekomuni- 
kasi  dan  transportasi"). 

Kedua,  industri  ekspor  yang  tergolong  ke 
dalam  "sepuluh  komoditas  ekspor  an- 
dalan", yang  untuk  saat  ini  terdiri  dari  in- 
dustri tekstil  dan  garmen,  industri  pengolah- 
an  kayu,  industri  kulit,  barang  kulit  dan  se- 
patu/alas  kaki,  industri  elektronika,  industri 
pengolahan  karet,  industri  pengolahan  kela- 
pa/kelapa  sawit,  industri  besi  baja,  mesin 
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dan  otomotif,  industri  pulp  dan  kertas,  in- 
dustri  emas  dan  perak,  logam  mulia,  dan 
perhiasan,  serta  industri  makanan  dan  mi- 
numan.  Di  masa  mendatang,  komoditas  an- 
dalan  harus  terus  dievaluasi  dan  dikembang- 
kan.  Ketiga,  industri  yang  dapat  mengem- 
bangkan  kegiatan  ekonomi  di  daerah- 
daerah,  terutama  di  Kawasan  Timur  Indone- 
sia, misalnya  agroindustri  dan  industri  per- 
tambangan. 

Restrukturisasi  ekspor  dan  industri  di 
atas  liarus  didukung  oleh  sektor-sektor  lain- 
nya  seperti  sektor  moneter-perbankan, 
fiskal,  perdagangan,  jasa,  dan  juga  iptek. 
Ini  memang  tugas  yang  cukup  berat  bagi 
Menindag  dan  Menkoprodis  beserta  depar- 
temen  terkait  lainnya. 

Khusus  dukungan  dari  sektor  moneter- 
perbankan,  ada  empat  kebijakan  yang  bisa 
ditempuh,  yakni  substitution  effect,  interest 
rate  effect,  wealth  effect,  dan  expectation  ef- 
fect. Keempat  kebijakan  ini  pada  dasarnya 
ditujukan  untuk  memacu  pertumbuhan  sek- 
tor industri  yang  pada  gilirannya  mampu 
pula  mendorong  ekspor.  Akan  tetapi  pene- 
rapan  kebijakan  di  atas  jangan  sampai  me- 
nimbulkan  overheating.  Di  samping  itu,  ke- 
bijakan tight  money  policy,  suku  bunga, 
kurs  rupiah  mengambang  terkendali,  dan 
operasi  pasar  terbuka  bisa  pula  diramu  sede- 
mikian  rupa  untuk  menjaga  stabilitas  per- 
tumbuhan ekonomi. 

Dalam  ha!  pembiayaan  pembangunan, 
pada  tahun-tahun  mendatang  Indonesia  me- 
mang belum  bisa  mengurangi  ketergantung- 
annya  terhadap  sumber  dana  dari  luar  nege- 
ri,  baik  berupa  hutang,  investasi  langsung 
maupun  investasi  tidak  langsung.  Akan  teta- 
pi hal  yang  amat  penting  harus  diperhatikan 
pemerintah  dalam  menarik  modal  asing  ter- 
sebut  adalah  besarnya  benefit  share  yang 
akan  dinikmati  oleh  penduduk  serta  multi- 


plier effect-nydi  bagi  perekonomian  lokal. 
Jangan  sampai  terjadi  kembali  kasus  minim- 
nya  share  benefit  hutang  luar  negeri  yang 
bisa  dinikmati  penduduk  -  kecuali  para  mo- 
nopolis  dan  oligopolis.  Bagaimana  caranya 
agar  penduduk  dan  juga  perekonomian  lo- 
kal dapat  diuntungkan  secara  maksimal  oleh 
modal  asing,  pemerintah  harus  merumuskan 
langkah-langkah  pemberdayaan  (empower- 
ment) penduduk  dan  perekonomian  lokal  se- 
optimal  mungkin. 

Peningkatan  terhadap  pemasukan  modal 
asing  dalam  struktur  pembiayaan  pemba- 
ngunan Indonesia  sebetulnya  hanyalah  sec- 
ond best  solution.  Sedangkan  first  best  solu- 
tion-nya  adalah  berupa  penggalian  sumber- 
sumber  dana  domestik,  terutama  melalui  pa- 
jak. 

Pajak  bisa  dijadikan  andalan  bagi  pem- 
biayaan pembangunan  karena  potensinya 
masih  bisa  digali  secara  lebih  optimal.  Se- 
lama  periode  1984/1985-1994/1995,  penda- 
patan  pajak  telah  menanjak  delapan  se- 
tengah  kali  lipat,  yakni  dari  Rp  4.788  triliun 
menjadi  Rp  40.074  triliun.  Lonjakan  ini 
membuat  kontribusi  pajak  terhadap  peneri- 
maan  rutin  APBN  naik  dari  30,1%  menjadi 
67,1%,  tax  ratio  (rasio  terhadap  PDB)  naik 
dari  5,2%  menjadi  10,3%,  dan  rasio  terha- 
dap tabungan  domestik  meningkat  tajam 
dari  75,1%  menjadi  243,6%  dalam  periode 
yang  sama. 

Dalam  mengembangkan  pajak  sebagai 
andalan  sumber  pembiayaan  pembangunan, 
maka  strategi  pembangunan  di  bidang  per- 
pajakan  yang  harus  ditempuh  pemerintah 
harus  berorientasi  pada  nilai  tambah  (value 
added)  yang  tinggi  dan  berkesinambungan 
(sustainable).  Artinya  pajak  harus  mengacu 
pada  orientasi  pertumbuhan  dan  sekaligus 
orientasi  pemerataan.  Untuk  itu,  langkah 
yang  perlu  ditempuh  antara  Iain,  pertama, 


PERKEMBANGAN  EKONOMI  MAKRO  INDONESIA 


89 


melakukan  penyempurnaan  sistem  perpa- 
jakan  secara  kontinu  guna  mengimbangi 
perkembangan  perekonomian  masyarakat 
dan  dunia  usaha. 

Kedua,  mengikis  praktek  kolusi,  pembu- 
kuan  ganda,  dan  laporan  fiktif  melalui  pem- 
bentukan  standar  pembukuan  akuntansi  dan 
pembukuan  perpajakan  yang  seragam,  atau 
dengan  cara  penyempurnaan  penerapan  sis- 
tem self  assessment,  penerapan  law  enforce- 
ment yang  tegas,  dan  meningkatkan  kemam- 
puan  aparat  pajak  dalam  menyelenggarakan 
sistem  perpajakan  itu  sendiri. 

Ketiga,  melakukan  intensifikasi,  eksten- 
sifikasi  dan  diversifikasi  perpajakan  untuk 
meningkatkan  penerimaan  pajak.  Keempat, 
mengembangkan  sumber  daya  manusia  per- 
pajakan yang  profesional,  bertanggung  ja- 
wab,  jujur,  dan  berdedikasi. 

Kebijakan-kebijakan  yang  mengacu 
pada  peningkatan  penerimaan  pajak  di  atas 
harus  diimbangi  dengan  konsistensi  deregu- 
lasi  dan  debirokratisasi,  restrukturisasi  pasar 
domestik,  iklim  usaha  yang  kondusif,  peng- 
hapusan  berbagai  distorsi  yang  mengganggu 
efisiensi,  serta  pengembangan  infrastruktur. 

Dengan  adanya  restrukturisasi  ekspor, 
industri,  dan  pembiayaan  pembangunan,  di- 


harapkan  kapasitas  dan  kemampuan  ekono- 
mi  nasional  menjadi  kokoh,  sehingga  ter- 
hindar  dari  ancaman-ancaman  yang  ditim- 
bulkan  oleh  defisit  transaksi  berjalan,  hu- 
tang  luar  negeri,  inflasi  maupun  pengang- 
guran.  Masa  depan  stabilitas  pembangunan 
nasional  pun  akan  terjamin  dan  berjalan  se- 
cara berkesinambungan  dalam  bentuk  a  sus- 
tainable national  development  growth. 
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